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MOTTO

“...Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah maha benar.”

(Terjemahan QS Ar- Rum: 60)*

“Barang siapa bertagwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar
baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka —sangkanya. Dan
barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)Nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap
sesuatu...”

(Terjemahan Q.S Ath- Thalaq: 2 — 3)?

! Departemen Agama RI, A/ - Qur’an dan terjemahaBmydung: Yayasan Penyelenggara

Terjemah/ Penafsir Al — Qur’an)
2jbid
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RINGKASAN

“Implement@®riogranindonesiRintardi SDN Tanjunganoihn
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada T:
Pengusulan Program Indonesia Rint&bX’Pitiwi, 1609103010009,
227 halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jember.

Program Indonesia Pintar merupakan program berupa bantuan sosial di
bidang pendidikan dengan sasaran program salah satunya ditujukan kepada siswa
kurang mampu atau berasal dari keluarga miskin guna dapat mengakses
pendidikan yang layak, serta guna meringankan beban biaya pendidikan bagi
keluarga miskin. Sehingga, anak dari keluarga miskin yang mengalami kesulitan
dalam mengakses pendidikan dapat menempuh pendidikan yang layak. Selain itu,
Program Indonesia Pintar bertujuan memenuhi kebutuhan pendidikan guna dapat
menunjang fasilitas belajar anak dalam meningkatkan pendidikan di bidang
akademik maupun non — akademik. Namun pada kenyataannya, tidak semua
sasaran Program Indonesia Pintar ditujukan pada siswa kurang mampu yang
berasal dari keluarga miskin. Masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga
mampu terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar, serta
mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut dapat terjadi
dikarenakan Implementasi Program Indonesia Pintar belum sesuai petunjuk
pelaksanaan teknis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang
digunakan adalah studi kasus. Teknik penentuan informan dan lokasi penelitian
adalah purposiveTeknik pengumpulan data dalam penelitian diantaranya
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan

meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
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Kemudian teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sasaran program Indonesia Pintar masih
terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu mendapatkan bantuan dana
Program Indonesia Pintar. Hal tersebut disebabkan Implementasi Program
Indonesia Pintar pada tahap pengusulan dalam menentukan siswa sebagai calon
penerima Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan kriteria sasaran program
yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Selain itu, tahap
pengusulan yang dilaksanakan tidak ada verifikasi mengenai kondisi siswa.
Verifikasi diperlukan dalam menentukan kondisi siswa yang sesuai dengan
kriteria sasaran Program Indonesia Pintar yang telah diatur dalam petunjuk

pelaksanaan teknis.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kebutuhan pokok
manusia, sebab pendidikan menjadi salah satu instrumen dalam memberikan
kontribusi kemajuan suatu bangsa. Selain itu, pendidikan menjadi aspek penting
dalam menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan
yang layak. Melalui pendidikan seseorang mendapatkan peningkatkan kualitas
intelektual yang dapat digunakan menjadi modal dalam mencari lapangan
pekerjaan yang layak. Kualitas intelektual seseorang dapat dilihat dari seberapa
tinggi seseorang tersebut menganyam pendidikan. Melalui pendidikan dapat
menciptakan seseorang dengan moralitas yang baik serta pengembangan
kemampuan diri dan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup seseorang.

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan sebagai usaha kesejahteraan
sosial guna mewujudkan seseorang secara aktif mengembangkan dirinya untuk
memiliki kemampuan diri yang dapat digunakan sebagai modal dalam
meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta menciptakan akhlak mulia atau
kepribadian sebagai wujud moralitas baik seseorang. Pemerintah sangat serius
dalam penyelenggaraan pendidikan guna menjamin pendidikan yang layak bagi
warganya, seperti yang telah diatur dalam Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa:

“setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu serta setiap warga negara berhak mendapat
kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”

Pemerintah memiliki amanat dalam memberikan perlindungan sosial untuk

meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh keluarga
pra sejahtera beserta anak — anaknya yang berdampak pada putus sekolah terhadap
anak dikarenakan alasan keterbatasan ekonomi dalam pembiayaan pendidikan.
Dampak kemiskinan dapat menyebabkan permasalahan pendidikan pada anak
yang disebabkan karena keterbatasan ekonomi sehingga anak mengalami putus

sekolah, dan anak tidak dapat mengakses pendidikan yang nantinya menjadi bekal
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dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya, serta keterbatasan ekonomi dalam
memenuhi kebutuhan pendidikan yang menunjang pendidikan anak seperti
seragam, peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, buku untuk menunjang fasilitas
belajar, maupun tabungan pendidikan anak.

Upaya Pemerintah terus dilakukan dalam melaksanakan pemerataan
pendidikan layak bagi warga negara, mengatasi permasalahan anak putus sekolah
akibat keterbatasan ekonomi pada keluarga pra sejahtera, serta membantu
memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak keluarga pra sejahtera dengan
dibentuknya Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan
kebijakan sosial salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Ir.
Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga pra
sejahtera atau tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang
layak sampai tamat pendidikan menengah serta membantu biaya pendidikan anak
dari keluarga pra sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang
menunjang kegiatan belajar anak di sekolah dengan melibatkan kementerian
pendidikan dan kebudayaan, kementerian sosial, dan kementerian agama.

Penerapan Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Indonesia Sejahtera
memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaanya yang
diatur dalam Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 pasal
34 ayat (1) dan (3) yang menyebutkan bahwa:

“Janji — janji Presiden kampanye wajib dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundangan — undangan yang berlaku yang mengatur
kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia
Pintar menyatakan bahwa untuk membangun keluarga produktif mengamanatkan
agar Program Indonesia Pintar diberikan kepada anak — anak yang berusia 6
sampai 21 tahun dari keluarga penerima Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga
Sejahtera dan Program Keluarga Harapan sebagai identitas penerima manfaat

Program Indonesia Pintar.
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Program Indonesia Pintar salah satu program nasional yang tercantum
dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 — 2019
yang bertujuan untuk: 1) meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan
menengah, 2) meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai
dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, 3) menurunnya
kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutaman antara
penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki — laki dan perempuan,
antara wilayah perkotaan dan pedesaan dan antar daerah, 4) meningkatkan
kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau
melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. Dengan adanya Program Indonesia
Pintar diharapkan anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak serta kebutuhan
pendidikan anak dapat terpenuhi.

Program Indonesia Pintar menjadi tanggung jawab Kementerian
Pendidikan yang melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan
Kabupaten, Lembaga Pendidikan untuk menyalurkan bantuan dana pendidikan
kepada anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak
serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Dalam pelaksanaan Program
Indonesia Pintar terdapat peran dan fungsinya masing — masing seperti Lembaga
Pendidikan yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Indonesia
Pintar dikarenakan pengusulan anak yang berhak mendapatkan bantuan dana
Program Indonesia Pintar menjadi tugas sekolah dengan mendata siswa dari
keluarga pra sejahtera yang layak menerima Program Indonesia Pintar untuk
diusulkan oleh sekolah guna mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang
bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa kurang
mampu dan membantu keluarga pra sejahtera dalam pembiayaan pendidikan anak.

Program Indonesia Pintar ditujukan kepada anak dari keluarga pra
sejahtera yang mengalami keterbatasan ekonomi guna tetap mendapatkan akses
pendidikan layak dengan prioritas sasaran penerima diantaranya peserta didik
memiliki Kartu Indonesi Pintar, peserta didik dari orang tua yang memiliki Kartu
Keluarga Prasejahtera, dan peserta didik dari keluarga miskin (rentan miskin)

dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera,
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peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik yang terkena
dampak bencana alam, peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami
musibah seperti orang tua di PHK, peserta didik di daerah konflik, peserta didik
yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas, peserta didik yang
berstatus yatim piatu, dan peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang
tinggal dirumah.

Sasaran Program Indoensia Pintar yang telah dilaksanakan tidak semua
ditujukan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, namun masih terdapat siswa
yang berasal dari keluarga mampu atau ekonomi menengah menerima manfaat
Program Indonesia Pintar. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti
menunjukan bahwa masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu
dengan kondisi ekonomi menengah mendapatkan bantuan Program Indonesia
Pintar dan terdaftar menjadi calon penerima bantuan Program Indonesia Pintar di
SDN Tanjunganom 1. Koordinator Program Indonesia Pintar di SDN
Tanjunganom 1 membenarkan bahwa masih terdapat siswa dari keluarga mampu
mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar. Selain itu, Kepala Sekolah
SDN Tanjunganom 1 mengatakan bahwa siswa/i di SDN Tanjunganom 1
mayoritas dari latarbelakang keluarga mampu dengan ekonomi menengah ke atas.
Fenemona tersebut menunjukan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar
yang telah dilaksanakan belum memberi kebermanfaatan yang optimal karena
sasaran penerima Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran, sehingga
fenomena yang terjadi di SDN Tanjunganom 1 tidak sesuai dengan sasaran
prioritas sesuai petunjuk pelaksanaan teknis yang menjadi indikator pengusulan
penerima Program Indonesia Pintar.

Peserta didik dari keluarga mampu yang mendapatkan manfaat dari
bantuan Program Indonesia Pintar memiliki rumah yang layak huni, serta wali
murid yang menjadi orang tua peserta didik penerima manfaat Program Indonesia
Pintar beberapa diantaranya memiliki aset materil seperti alat transportasi, alat
elektronik, dan perhiasan. Hal tersebut, menunjukan bahwa sasaran Program

Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum tepat sasaran.
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Sasaran program belum tepat sasaran dapat disebabkan oleh implementasi
program yang telah dijalankan tidak sesuai dengann petunjuk pelaksanaan teknis
yang telah ditetapkan, sehingga implementasi program mengalami permasalahan
salah satunya sasaran program belum tepat sasaran. Program Indonesia Pintar
dapat belum tepat sasaran dapat disebabkan oleh implemntasi program yang telah
dijalankan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis yang telah ditetapkan
kementerian pendidikan. Penentuan sasaran Program Indonesia Pintar tepat
sasaran atau belum tepat sasaran ditentukan pada tahap pengusulan calon
penerima Program Indonesia Pintar, apabila calon penerima program yang
diusulkan tidak sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam
petunjuk pelaksanaan teknis maka sasaran Program Indonesia Pintar mengalami
ketidak tepatan sasaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti
Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten
Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap pengusulan siswa yang diusulkan
sebagai penerima manfaat program guna menjawab fenomena, dimana masih
terdapat siswa dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program
Indonesia Pintar serta terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program

Indonesia Pintar.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian berawal dari suatu masalah, maka penelitian merupakan
salah satu cara yang dipakai untuk melakukan pemecahan masalahnya. Perumusan
masalah diperlukan dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah penulis paparkan mengenai
pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat
sasaran dikarenakan masih terdapat siswa dari keluarga mampu atau dengan
keadaan ekonomi menengah yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program
Indonesia Pintar dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar,
sehingga peneliti memfokuskan penelitian ini pada tahap pengusulan siswa
sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Tahap pengusulan calon

penerima manfaat program merupakan tahap terpenting dalam pelaksanaan
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program dikarenakan tahap pengusulan calon penerima program menentukan

sasaran program dapat tepat sasaran atau belum tepat sasaran. Maka, rumusan

masalah yang akan diteliti ialah “Bagaimana Tahap Pengisuobgmam

Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang menyebabkan ketidak te|
sasaran?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian merupakan suatu yang ingin dicapai dan
menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ditetapkan.
Berdasarkan rumusan penelitian yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan, dan menganalisis Tahap Pengusulan Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk guna menjawab
fenomena bahwa sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum
tepat sasaran dikarenakan masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang
terdaftar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar dan

mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan pemaparan kegunaan hasil penelitian yang
akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun
masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain:
1. Akademisi
Sebagai referensi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berhubungan
dengan kebijakan sosial mengenai pemenuhan kebutuhan pendidikan pada
anak dari keluarga miskin yang menjadi salah satu kategori penyandang
masalah kesejahteraan sosial.
2. Praktisi
Sebagai media informasi bagi akademisi dan pihak-pihak lain yang
berkepentingkan sebagai tolak ukur keberhasilan dan kegagalan program
dalam instansi atau lembaga guna menciptakan kebijakan yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat guna tepat sasaran.
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3. Masyarakat

Sebagai media informasi yang dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai pentingnya kebijakan pendidikan bagi pemenuhan
kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi keluarga miskin sebagai

penunjang meningkatan kesejahteraan hidupnya.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian
terdahulu berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian,
tinjauan pustaka digunakan untuk memastikan keluaran yang diharapkan dapat
terwujud. Tinjauan pustaka juga disebut sebagai kerangka teoritis dalam
penelitian. Kerangka teoritis merupakan penjelasan ilmiah tentang konsep-konsep
kunci yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk kemungkinan berbagai
keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain (Irawan, 2006:39). Tinjauan
pustaka berfungsi sebagai bangun teori dalam suatu penelitian oleh karenanya
seorang peneliti diharapkan mampu dalam menghubungkan dan memadukan
fenomena yang diambil dengan teori yang berkaitan. Teori ini bertujuan untuk
menjelaskan realita sosial yang ada. Tinjauan pustaka selalu berpegang dan
berpusat pada konsep atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu,
tinjauan pustaka berguna untuk membantu penulis mengembangkan wawasan
secara ilmiah.

Upaya Pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pendidikan terus
dilakukan dengan membuat kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan bagi anak dari keluarga pra sejahtera, serta mengurangi atau mencegah
masalah putus sekolah atau droup ouérhadap anak. Sehingga anak dari keluarga
pra sejahtera dapat menempuh pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok
seseorang dengan harapan menjadi bekal bagi anak keluarga pra sejahtera untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui ilmu dan keterampilan yang dapat
diperoleh dengan menempuh pendidikan. Dengan terwujudnya tujuan tersebut,
maka dapat mengurangi dampak kemiskinan di bidang pendidikan serta tanggung
jawab negara untuk memenuhi hak pendidikan dapat terpenuhi.

Salah satu upaya pemerintah guna menangani masalah pendidikan di
Indonesia dengan membentuk salah satu program prioritas yang diusung oleh
Presiden Ir. Joko Widodo yaitu Program Indonesia Pintar. Program Indonesia
Pintar merupakan kebijakan sosial yang ditujukan untuk membantu keluarga pra

sejahtera dalam membiayai pendidikan anak, mencegah dan mengurangi anak
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putus sekolah atau droupoutagar mendapatkan pendidikan layak kembali,
meningkatkan angka partisipasi sekolah, serta menyiapkan bekal bagi anak dari
keluarga pra sejahtera melalui pendidikan guna dapat meningkatkan kesejahteraan
hidupnya dengan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Program Indonesia Pintar ditujukan kepada prioritas sasaran yang memiliki
kriteria diantaranya peserta didik yang memiliki Kartu Indonesi Pintar, Program
Keluarga Harapan, dan Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik dari keluarga
miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan peserta didik dari pemegang Kartu
Keluarga Sejahtera, peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta
didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik inklusi, peserta didik yang
mengalami musibah seperti orang tua di PHK, peserta didik di daerah konflik,
peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas, peserta
didik yang berstatus yatim piatu, dan peserta didik memiliki lebih dari tiga
saudara yang tinggal dirumah.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak semua ditujukan kepada anak
yang memenuhi sasaran prioritas yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
Fenomena yang terjadi masih terdapat anak dari keluarga mampu dengan kondisi
ekonomi menengah yang mendapatkan bantuan dana dari program Indonesia
Pintar, seperti di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat peserta didik yang berasal
dari keluarga mampu yang terdaftar sebagai penerima manfaat dan mendapatkan
bantuan dana Program Indonesia Pintar. Hal tersebut, menjelaskan bahwa
pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum berjalan secara optimal atau belum
tepat sasaran dikarenakan masih terdapat peserta didik dari keluarga mampu yang
terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar dan mendapatkan manfaat
dari bantuan dana Program Indonesia Pintar.

Sasaran Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tepat sasaran atau tidak
tepat sasaran dapat dilihat dari indikator kemiskinan. Apabila, sasaran program
termasuk dalam indikator kemiskinan maka sasaran Program Indonesia Pintar
dapat dikatakan tepat sasaran atau sesuai dengan kriteria sasaran penerima
Program Indonesia Pintar yang telah ditetapkan. Namun, apabila sasaran penerima

Program Indonesia Pintar tidak termasuk dalam indikator kemiskinan dapat
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dikatakan sasaran Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran. Selain itu,
sasaran program belum tepat sasaran disebabkan oleh faktor penyebab yang
menyebabkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan teknis, salah satu faktor penyebab adalah tahap pengusulan siswa
sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan
petunjuk pelaksanaan teknis yang telah diatur.

Sasaran program dapat tepat sasaran atau tidak tepat sasaran tergantung pada
implementasi program yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan
teknis yang telah di tetapkan atau tidak sesuai, apabila tidak sesuai maka
implementasi program mengalami permasalahan pelaksanaan salah satunya
sasaran program belum tepat sasaran. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep
yang berkaitan dengan fenomena yang menjadi fokus penelitian guna membantu

peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis realita yang ada, antara lain:

2.1 Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial merupakan salah satu dari kebijakan publik yang dibentuk
oleh pemerintah guna merespon isu — isu yang bersifat publik seperti masalah
publik dan kebutuhan masyarakat luas (Suharto, 2013:10). Secara singkat
kebijakan sosial merujuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya
untuk mengatasi masalah sosial yang ada di dalam sistem masyarakat serta guna
meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan
pendapatan, pelayanan, kemasyarakatan dan program — program tunjangan
lainnya (Bessant, Watts, Delton, dan Smith, 2006:4). Kebijakan sosial adalah
ketetapan yang di desain secara kolektif sebagai upaya preventif untuk mencegah
terjadinya masalah sosial, mengatasi masalah sosial, dan mempromosikan
kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak — hak
warganya (Suharto, 2013:11).

Kebijakan sosial sebagai kebijakan pemerintah yang memberikan dampak

langsung terhadap kesejahteraan warga negara dengan menyediakan layanan dan

pendapatan bagi masyarakat yang terdiri dari jaminan sosial, bantuan publik,
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kesehatan, pendidikan, serta pelayanan kesejahteraan. Adapun tujuan kebijakan
sosial menurut Miftahul (2009:87), sebagai berikut:

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang terjadi
di masyarakat.

2. Memenuhi kebutuhan — kebutuhan dari individu, keluarga, kelompok,
atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi sendiri melainkan
harus melalui tindakan kolektif.

3. Meningkatkan hubungan intrasional manusia dengan mengurangi
ketidakberfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh
faktor internal — personal maupun eksternal — struktural

4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial — ekonomi yang kondusif
bagi upaya pelaksanaan peranan sosial dan pencapaian kebutuhan
masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.

5. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber — sumber
kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan
sosial.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat
disimpulkan secara sederhana bahwa, kebijakan sosial merupakan ketetapan
pemerintah yang dibuat guna merespon dan mengatasi isu — isu yang bersifat
publik yakni mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagai suatu kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi preventif
(pencegahan), kurativ (penyembuhan), dan pengembangan (development).
Sebagai bentuk pelayanan serta wujud kesejahteraan yang menjadi kewajiban
negara (State obligatiata)Jam memenuhi kebutuhan sosial warganya. Secara
garis besar kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori (Suharto, 2013:11),
yaitu:

1. Peraturan dan perundang — undangan kewenangan pemerintah dalam

membuat kebijkan publik yang mengatur pengusaha, lembaga
pendidikan, perusahaan swasta agar mengadaposi ketepatan — ketepatan

yang berdampak langsung pada kesejahteraan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

2. Program pelayanan sosial yang diwujudkan dan diaplikasikan dalam
bentuk pelayanan sosial berupa bantuan barang, tunjangan uang,
perluasan, kesempatan, perlindungan sosial, dan bimbingan sosial
(konseling, advokasi pendampingan).

3. Sistem perpajakan yang dikenal dengan kesejahteraan fiskal selain
sebagai sumber utama pendanaan kebijakan yang bertujuan langsung
mencapai distribusi pendapatan yang adil.

Kebijakan sosial dalam prakteknya tidak hanya berurusan dengan perubahan

— perubahan dan proses — proses sosial, namun kebijakan sosial juga memberikan
kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan
melakukan intervensi atau aksi yang dilakukan oleh pemerintahyang memiliki
peran guna memastikan pelayanan yang diberikan melalui kebijakan sosial dapat
memberi dampak pada aspek kebutuhan manusia seperti pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan kehidupan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan sosial yang
dilaksanakan pemerintah guna menangani masalah pendidikan yang sedang
terjadi. Permasalahan pendidikan yang terjadi di dalam masyarakat sekarang ini
ialah, anak terancam putus sekolah atau droup out sehingga anak tidak
mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal dalam meningkatkan kualitas
hidupnya melalui ilmu dan keterampilan yang didapatkan dengan menempuh
pendidikan, serta keterbatasan ekonomi keluarga untuk membiayai pendidikan
anaknya yang mengakibatkan kebutuhan pendidikan anak tidak dapat terpenuhi

sehingga menganggu proses belajar anak.

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Sosial
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Sosial

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam kebijakan,
banyak kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah namun pada kenyatannya
kebijakan yang dibentuk tidak memberi pengaruh atau dampak apa — apa dalam
kehidupan negara tersebut dikarenakan kebijakan tidak dilaksanakan secara

optimal. Menurut Gordon (dalam Keban, 2008:58) implementasi berkenaan
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dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini
pelaksana kebijakan mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan,
dan menetatapkan kebijakan yang telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi target sasaran.

Implementasi pada dasarnya adalah suatu proses pelaksanaan dalam
program menurut Soenarko (2000:139) program adalah rencana yang telah diolah
dengan memperhatikan faktor — faktor kemampuan ruang waktu dan urutan
penyelenggarannya secara tegas dan teratur sehingga menjawab dimana, sejauh
mana, dan bagaimana. Menurut Soenarko (2000:18) mengimplementasikan suatu
program atau kebijakan ada tiga kategori, yakni:

1. Interprestasi
Interprestasi adalah mengartikan program agar menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat agar dapat diterima dan dilaksanakan.
2. Organisasi
Organisasi adalah penataan ulang sumber daya, unit — unit dan metode
agar program dapat berjalan.
3. Penerapan
Penerapan adalah keputusan serta peraturan untuk melakukan kegiatan

— kegiatan agar terealisasikan tujuan kebijakan tersebut.

Nugroho (2006:19) menjelaskan mengenai porsi penerapan suatu kebijakan
bahwa rencana adalah 20 % dari mengendalikan keberhasilan, implementasi
adalah 60 %, dan sisanya 20 % adalah bagaimana kita mengendalikan
implemntasi. Hal tersebut, menjelaskan bahwa implementasi merupakan tahap
terpenting dalam realisasi pelaksanaan kebijakan sosial. Sehingga, apabila
implementasi berjalan tidak sesuai dengan prosedur maka program yang telah
dilaksanakan mengalami permasalahan.

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu kebijakan sosial yang
dirumuskan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk memberikan
pemenuhan pendidikan layak bagi anak — anak yang mengalami kesulitan dalam
mengakses pendidikan. Sehingga, implementasi program sangat berpengaruh pada

pemberian kebermanfaatan bagi sasaran program.
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2.2.2 Tahapan Implementasi Kebijakan Sosial
Tahapan implementasi program menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko
(2000:250) melalui 7 langkah, sebagai berikut:
1. Persiapan

Langkah awal sebelum melakukan pelaksanaan program kebijakan
adalah melakukan persiapan untuk pengkajajian program dan menyiapkan
apa yang akan dibutuhkan dan diperhatikan dengan tujuan yang jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahap kedua ini adalah upaya pengembangan hubungan dengan
kelompok yang berpengaruh, hubungan yang berkembang baik dengan
berbagai pihak untuk mempermudah penyampaian tujuan.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
dari pihak terkait masalah yang sedang dibahas agar dapat digambarkan
secara umum yang berhubungan dengan subyek.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan membahas pokok permasalahan yang dibahas dalam
melakukan perencanaan dalam memilah tindakan yang akan digunakan
untuk memfokuskan pada masalah.

5. Pelaksanaan kebijakan (Policy Implementation)

Pihak — pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan program
dalam rangka mencapai keberhasilan dari tujuan program dengan mengikuti
prosedur ketentuan yang sudah ditetapkan.

6. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)

Langkah untuk mengetahui suatu program maupun kebijakan yang
diketahui kelemahannnya atau kekurangannya dari awal rencana hingga
pelaksanaan hingga mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat.

7. Terminasi
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Tahapan terakhir suatu relasi perubahan, terminasi dilakukan karena
telah mencapai waktu yang telah ditentukan atau menganggap masyarakat
sudah dirasa mandiri.

Keberhasilan kebijakan atau program dikaji berdasarkan perspektif proses
implementasi dan prespektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah
dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan
pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup cara pelaksanaan,
agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Sedangkan perspektif
hasil, program dapat dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti
yang diinginkan. Suatu program bisa dikatakan berhasil dilihat melalui prosesnya,
sedangkan gagal dapat ditinjau dari dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan
suatu program.

Keberhasilan dan kegagalan program Indonesia Pintar dapat dilihat melalui
tahapan — tahapan pelaksanaan program, sehingga konsep mengenai tahapan —
tahapan implementasi kebijakan sangat membantu peneliti untuk menggambarkan

dan menganalisis mengenai implementasi program Indonesia Pintar.

2.2.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sosial

Edwars dalam Widodo (2013:96) menunjuk pada empat variableyang

berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi, menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan dengan jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan
program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (targetgroup).
Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara
baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan
program.

2. Sumber daya, menekankan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber
daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya
finansial. Sumber daya manusia merujuk pada kualitas dan kuantitas
implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber

daya finasial merujuk pada modal investasi atas sebuah program atau
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kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan,
sebab tanpa kehandalan implementator kebijakan menjadi kurang optimal
dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin
keberlangsungan kebijakan, tanpa ada dukungan finansial yang memadai
program tidak dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi, menekanakan pada karakteristik yang erat kepada
implementator kebijakan atau program. Karakter yang paling penting
dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan
demokratis. Implementator yang memiliki komitmen yang tinggi dan
jujur akan bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan,
serta sikap yang demokratis akan menurunkan resistensi dari masyarakat
dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran
terhadap implementator dan program atau kebijakan.

4. Struktur birokrasi, menekanan bahwa sturktur birokrasi menjadi aspek
penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi
mencakup dua hal penting pertama, mekanisme implementasi program
sudah didtetapkan melalui standarbbperatingprocedufSOP) yang
dicantumkan dalam guidelineprogram kebijakan. Sop yang baik
mencantumkan kerangka kerja yang jelas dan sistematis, tidak berbelit
dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam
bekerjanya implementator. Kedua, struktur organisasi pelaksana harus
dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian dalam
pelaksanaan implementasi program atau kebijakan secara cepat dan tepat.

Faktor pendorong dan penghambat yang telah dijelaskan dapat menjadi

tolak ukur dalam mengetahui penyebab indikator keberhasilan dan kegagalan dari
pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Kegagalan dan keberhasilan
pelaksanaan program Indonesia Pintar dapat dilihat berdasarkan faktor pendorong
dan faktor penghambat yang menyebabkan program mengalami keberhasilan

maupun kegagalan.
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2.3 Konsep Progam Indonesia Pintar
2.3.1 Pengertian Program Indonesia Pintar

Presiden Republik Indonesia melalui Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 2014
telah menginstrusikan kepada menteri, kepala lembaga negara, dan kepala
pemerintah daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui
Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Sehat, dan Program
Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden
Republik Indonesia yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga
pra sejahtera atau tidak mampu agar tetap mendapatkan pelayanan pendidikan
yang layak sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat serta meningkatkan
angka partispasi sekolah guna mengurangi angka anak putus sekolah dengan
melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian
Sosial.

Program Indonesia Pintar merupakan pemberian bantuan tunai dari
pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga yang kurang mampu yang
ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar sebagai kelanjutan dari
program Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar diberikan
kepada anak usia sekolah dari umur 6 sampai dengan 21 tahun, dan dari keluarga
yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera serta anak dari peserta Program Keluarga
Harapan dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh
pendidikan dan memenuhi kebutuhan pendidikan guna menunjang proses belajar
anak dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/
Kejuruan. Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jendral terkait,
dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan satuan
pendidikan.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan bantuan sosial yang
diberikan dalam rangka sebagai upaya usaha kesejahteraan sosial dalam
memberikan perlindungan bagi anak keluarga pra sejahtera guna membantu biaya
personal  pendidikan anak dari keluarga. Program Indonesia Pintar (PIP)

diharapkan memberi kebermanfaatan kepada anak keluarga pra sejahtera guna
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tetap mendapatkan pendidikan layak serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak
dalam menunjang fasilitas belajar.

Program Indonesia Pintar bukan hanya bagi peserta didik di sekolah saja,
namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat
Kegaiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan, atau satuan
pendidikan non formal lainnya. Angka partisipasi sekolah di Indonesia masih
cukup rendah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya biaya pendidikan baik
biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik.
Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka putus sekolah
(droup outdelain itu, kebutuhan pendidikan pada anak keluarga pra sejahtera
masih belum terpenuhi secara optimal dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga

pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

2.3.2 Tujuan Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional tercantum
dalam Rancangan Pembangunan Jaminan Menengah:

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.

2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan

menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.

3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok
masyarakat, terutaman antara penduduk kaya dan penduduk miskin,
antara penduduk laki — laki dan perempuan, antara wilayah perkotaan dan
pedesaan dan antar daerah.

4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki
pasar kerja atau melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.

Petunjuk pelaksanaan teknis Program Indonesia Pintar tahun 2019
menyatakan tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu biaya
personal pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih
terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis;
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2. Membeli pakaian seragam sekolah/ praktik dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, atau sejenisnya);

Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;

Uang saku peserta didik;

Biaya kursus/ les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;

R L

Biaya praktik tambahan dan biaya magang/ penempatan kerja;

2.3.3 Sasaran dan Kriteria Penerima Program Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar ditujukan kepada anak usia 6 sampai dengan 21
tahun yang berasal dari keluarga pra sejahtera yang mengalami keterbatasan
ekonomi guna tetap mendapatkan akses pendidikan layak dengan prioritas sasaran
penerima, antara lain:
1. Peserta didik memiliki Kartu Indonesi Pintar.
2. Peserta didik dari keluarga miskin (rentan miskin) dengan pertimbangan
peserta didik dari pemegang Kartu Keluarga Sejahtera
3. Peserta didik dari peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik yang
terkena dampak bencana alam.
4. Peserta didik inklusi, peserta didik yang mengalami musibah seperti
orang tua di PHK
5. Peserta didik di daerah konflik.
6. Peserta didik yang orang tuanya terancam pidana atau berada di Lapas.
7. Peserta didik yang berstatus yatim/ piatu/ yatim piatu dari sekolah/ panti
sosial/ panti asuhan.
8. Peserta didik memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal dirumah.
Petunjuk pelaksanaan teknis program Indonesia Pintar menyebutkan bahwa
lembaga pendidikan atau sekolah memiliki wewenang untuk mengusulkan peserta
didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan
Program Keluarga Harapan yang dianggap layak menerima bantuan Program
Indonesia Pintar. Hal tersebut, dikarenakan lembaga pendidikan dianggap lebih
mengetahui kondisi peserta didik yang layak untuk diusulkan sebagai penerima

manfaat Program Indonesia Pintar yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar,
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Kartu Keluarga Prasejahtera, dan Program Keluarga Harapan. Peserta didik harus
memenuhi syarat sebagai penerima program Indonesia Pintar pada pendidikan
formal yaitu peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik dengan kondisi ekonomi

ke bawah.

2.3.4 Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
1. Mekanisme Pengusulan

Dalam mekanisme ini siswa yang menjadi calon penerima program
Indonesia Pintar menurut petunjuk teknis pelaksanaan Program Indonesia Pintar
ialah siswa dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga
Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan yang berusia
mulai 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk diusulkan oleh lembaga
pendidikan. untuk sekolah formal mengusulkan dengan mekanisme mengentri
(updatingdata siswa calon penerima program Indonesia Pintar ke dalam
aplikasi Dapodik secara lengkap, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data
tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke
dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktoral teknis.

Bagi siswa yang tidak memiliki Kartu Perlindungan Sosial, Kartu
Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan dari
keluarga miskin atau rentan miskin dapat diusulkan setelah seluruh siswa atau
anak yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Pintar, dan Program Keluarag Harapan telah ditetapkan sebagai
penerima Program Indonesia Pintar. Sekolah memiliki tugas untuk menyeleksi,
mengidentifikasi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak
memiliki empat kartu tersebut sesuai dengan sasaran prioritas yang telah diatur
dalam petunjuk pelaksanaan teknis, dengan prioritas sasaran sebagai berikut: 1).
Siswa yang berstatus yatim piatu/ yatim/ piatu dan siswa yang berasal dari panti
sosial/ panti asuhan, 2). Siswa yang terkena dampak bencana alam, 3). Siswa
memiliki kelainan fisik (peserta didik inklusi), 4). Siswa korban musibah seperti

orang tua terkena PHK, siswa korban daerah konflik, peserta dari keluarga
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terpidana atau orang tua berada di Lapas, dan 5). Siswa yang memiliki lebih dari
tiga saudara.

Setelah sekolah mengidentifikasi, menyeleksi, mengusulkan dan
menetapkan peserta didik yang sesuai dengan sasaran prioritas dan dianggap
layak menerima bantuan Program Indonesia Pintar selanjutnya Kepala Sekolah
membuat surat keputusan usulan peserta didik layak menerima Program
Indonesia Pintar mengacu hasil validasi sekolah dan menetapkan daftar nama
peserta didik yang layak sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar
kemudian di input ke dapodik oleh operator sekolah. Sekolah menandai status
kelayakan peserta didik sebagai usulan penerima Program Indonesia Pintar di
aplikasi Dapodik mengacu pada surat keputusan Kepala Sekolah. Kemudian
dinas pendidikan melaukan pemantauan rekapitulasi jumlah usulan penerima
Program Indonesia Pintar dari sekolah yang tercatat di Dapodik.

Peserta didik juga dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke
direktoral teknis/ dinas pendidikan sesuai dengan sasaran prioritas dan
persyaratan yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data
usulan terhadap data pokok pendidikan (dapodik).

2. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahapan
diantaranya, 1). Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima dari
lembaga pendidikan melalui aplikasi dapodik, 2). Direktorat teknis menetapkan
siswa penerima Program Indonesia Pintar dalam bentuk surat keputusan (SK)
direktur teknis.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar Direktorat teknis
melakukan perjanjian kerjasama dengan bank penyalur. Direktorat teknis
menyampaikan daftar penerima Program Indonesia Pintar yang tercatat dalam
surat keputusan kepada bank penyalur dana Program Indonesia Pintar untuk
membuatkan rekening Tabungan SimPel atas nama peserta didik penerima
Program Indonesia Pintar. Direktorat teknis mengajukan Surat Perimntaan

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan
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Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis. Setelah itu, KPPN
menyalurkan dana seusia dengan SP2D ke rekeing penyalur atas nama direktorat
teknis di bank penyalur. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah
pemindagbukuan (SPPn) kepada bank penyalur untuk menyalurkan atau
memindah bukuan dana dari rekening penyalur ke rekening penerima.
4. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan oleh penerima
membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, fotocopy lembar raport
yang berisi biodata lengkap dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum
memiliki KTP pengambilan dana wajib didampingi orang tua dengan
menunjukan KTP orang tua. Penerima bantuan mendatangani bukti penerima
dana yang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang
menggunakan Vvirtual accouddn berada di daerah terpencil sehingga sulit
menjangkau bank penyalur dapat melakukan pengambilan secara koletif dengan
dikuasakan kepada kepala sekolah, bendahara, atau koordinator Program
Indonesia Pintar. Penarikan dana Program Indonesia Pintar oleh peserta didik
atau secara koletif di bank penyalur harus sesuai dengan kondisi sebagai berikut:
1). Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun, 2). Saldo minimal
rekening tabungan adalah Rp 0, dan 3). Tidak dikenakan biaya administrasi
perbankan atau biaya dalam bentuk apapun.
5. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Pengaduan, dan Pengawasan
1. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka mewudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
Program Indonesia Pintar perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan
tujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian Program
Indonesia Pintar. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan
perencanaan Program Indonesia Pintar dimasa yang akan datang. Pelaksanaan
monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh sekolah, komite sekolah,
dan pengurus lembaga dapat melakukan monitoring kepada peserta didik untuk

mendukung pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat sekolah atau
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lembaga berjalan dengan baik, serta monitoring eksternal yang dilakukan oleh
Direktorat teknis, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota,

dan instansi terkait lainnya dapat melaksanakan monitoring ke sekolah sesuai
dengan tugas dan kewenangannya untuk mendapatkan data atau informasi dari
keterlaksanaan atau ketercapaian Program Indonesia Pintar. Aspek — aspek yang
diperlukan dalam monitoring, antara lain:

1. Ketepatan sasaran penerima dana Program Indonesia Pintar di tingkat
skolah dan tingkat kabupaten/ kota/ provinsi.

2. Jumlah peserta didik yang menjadi penerima Program Indonesia Pintar
yang sudah mencairkan dan yang belum mencairkan dana Program
Indonesia Pintar.

3. Ketepatan jumlah dana Program Indonesia Pintar yang diterima peserta
didik penerima di masing — masing jenjang pendidikan.

4. Kesesuaian penggunaan dana Program Indonesia Pintar oleh peserta
didik.

5. Pelayanan lembaga penyalur.

2. Pelaporan

Pelaporan bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan
capaian program Indonesia Pintar sebagai bahan perumusan perencanaan
Program Indonesia Pintar untuk lebih baik lagi. Adapun pelaporan yang harus
dilakukan oleh pelaksana Program Indonesia Pintar, antara lain:

1. Bank penyalur wajib melaporkan secara berkala, laporan sewaktu —
waktu dan laporan akhir penyaluran dana Program Indonesia Pintar
kepada direktoral teknis yang berisi mengenai jumlah dana yang masuk
kerekening penyalur, jumlah dana yang sudah disalurkan atau dipindah
bukukan ke rekening penerima,dan jumlah dana yang sudah diaktivasi
atau diambil oleh penerima dan jumlah dana yang belum diaktivasi atau
diambil oleh penerima.

2. Direktorat teknis/ dinas pendidikan provinsi/ dinas pendidikan
kabupaten/ lembaga pendidikan (sekolah) berkewajiban membuat

laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang telah dilaksanakan.
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3. Pengaduan

Pengaduan merupakan fasilitas yang disediakan oleh direktorat teknis,
dinas pendidikan provinsi/ kabupaten terkiat permasalahan Program Indonesia
Pintar melalui unit pengaduan masyarakat direktorat pembinaan SD, SMP, SMA
dan kepada koordinator Program Indonesia Pintar sebagai penanggung jawab
pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat dinas pendidikan kabupaten/
provinsi.
4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat
dilaksanakan secara internal dan ekternal. Pengawasan internal dapat dilakukan
oleh sekolah atau lembaga, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Sedangkan
pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas seperti Badan
Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jendral (Itjen), Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), dan
Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Provinsi. Apabila terjadi penyalahgunaan
wewenang, manipulasi data, pemotongan dana dan tindaka lain yang dapat
merugikan negara / sekolah/ lembaga/ peserta didik dalam kaitannya dengan
Program Indonesia Pintar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan

perundangan — undangan.

2.3.5 Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar
Program Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu biaya pendidikan

peserta didik agar tetap mendapatkan pendidikan layak serta terpenuhi
kebutuhan pendidikan. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik
untuk pemanfaatan, sebagai berikut:

1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah.

2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, tas, dll).

3. Transportasi siswa ke sekolah.

4. Uang saku siswa ke sekolah.

5. Biaya kursus atau les tambahan.
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Penerima Program Indonesia Pintar tidak diperkenankan menggunakan
dana bantuan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan,
dan biaya pendidikan atau bantuan dana tidak diperkenankan untuk memenuhi
kebutuhan pribadi wali murid diluar kebutuhan pendidikan. Peserta didik
memiliki kewajiban untuk menggunakan dana Program Indonesia Pintar seusai
dengan ketentuan pemanfaatan dana guna Program Indonesia Pintar dapat
memberikan kebermanfaatan pada pendidikan anak. Selain itu, sekolah atau
lembaga pendidikan memiliki peran dan fungsi untuk menghimbau penerima
Program Indonesia Pintar agar menggunakan dana Program Indonesia Pintar

sesuai ketentuan pemanfaatan dana.

2.3.6 Peran dan Fungsi Lembaga Pemerintah
1. Direktorat Teknis

Pengelola Program Indonesia Pintar adalah direktorat teknis yang terdiri
dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan
Dasar Kesetaraan yang memiliki peran dan fungsi untuk menetapkan mekanisme
pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang dituangkan dalam petunjuk teknis
pelaksanaan, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Program
Indonesia Pintar, mendorong satuan pendidikan formal maupun non formal
melalui Dinas Pendidikan Kapuaten/ Kota/ Provinsi untuk proaktif
mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan
memuktakhirkan datanya ke dalam aplikasi dapodik sebagai calon penerima
dana Program Indonesia Pintar, melakukan identifikasi dan sinkronisasi data
peserta didik calon penerima Program Indonesia Pintar dari usulan sekolah,
dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemangku kepentingan dengan aplikasi
Dapodik, melakukan identifikasi kompilasi dan sinkoronisasi data peserta didik/
warga belajar paket kesetaraan A/B/C calon penerima Program Indonesia Pintar
dan usulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

menetapkan daftar penerima Program Indonesia Pintar dalam bentuk Surat
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Keputusan (SK) kuasa pengguna anggaran terkait, menyalurkan dana Program
Indonesia Pintar melalui bank penyalur kepada peserta didik sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, menginformasikan SK dan daftar peserta didik
penerima Kartu Indonesia Pintar kepada peserta didik melalui sekolah atau
lembaga pendidikan non formal/ dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi
melalui cabang dinas/ Balai Pendidikan Provinsi, menerbitkan surat keputusan
(SK) kuasa pembatalan penerima Kartu Indonesia Pintar atas rekomendasi dari
dinas pendidikan kabupaten/ kota/ provinsi, melaksanakan pengambilan dana
Program Indonesia Pintar ke kas negara berdasarkan usulan pembatalan sasaran
dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota, menetapkan bank penyalur dana
Program Indonesia Pintar, mendorong bank penyalur menyiapkan aplikasi
penggunaan atau pembelanjaan dana Program Indonesia Pintar secara non tunai,
melalukan supervisi pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia
Pintar, melayani pengaduan masyarakat terkait dengan Program Indonesia
Pintar, dan menyusun laporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
2. Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas pendidikan provinsi memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan
Program Indonesia Pintar yaitu, membentuk dan menetapkan tim Program
Indonesia Pintar di tingkat Provinsi mellaui SK Kepala Dinas Pendidikan,
mensosialisasikan program Indonesia Pintar kepada seluruh kantor cabang dinas,
sekolah, dan masyarakat di wiliyahnya, mendorong satuan pendidikan bersama
dengan dinas pendidika kabupaten/ kota proaktif mendata anak usia sekolah
yang tidak bersekolah agar dan diusulkan sebagai penerima Kartu Indonesia
Pintar,mendorong  satuan  pendidikan untuk  mengedintefikasi  dan
memuktakhirkan data peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dari
keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon
penerima dana Program Indonesia Pintar sesuai ketentuan prioritas,
menginformasikan atau menyampaiakan surat keputusan dan daftar penerima
bantuan kepada peserta didik penerima mellaui lembaga pendidikan non formal
atau sekolah, membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses

aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana Program Indonesia
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Pintar,berpartispasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, melalukan supervisi pemantauan dan
evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar seusai dengan petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan, mengusulkan kepada direktorat teknis terkair perihal
pembatalan Kartu Indonesia Pintar yang dipegang oleh peserta didik yang tidak
memenuhi syarat sebagaiamana kenetetuan oenerima Kartu Indonesia Pintar
berdasarkan hasil validasi kembali yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi terdaftar daftar nama yang tercantum pada pembatalan Kartu Indonesia
Pintar yang diusulkan sekolah, dan melayani pengaduan dari sekolah dan
masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Dinas pendidikan kabupaten/ kota memiliki peran dan fungsi dalam
pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu, membentuk dan menetapkan tim
Program Indonesia Pintar di tingkat Kabupaten/ Kota melalui SK Kepala Dinas
Pendidikan, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia
Pintar kepada seluruh satuan pendidikan formal pada jenjang SD dan SMP,
satuan pendidikan non formal, dan masyarakat diwilayahnya, mendorong satuan
pendidikan SD dan SMP bersama dengan dinas pendidikan provinsi proaktif
mendata anak usia sekolah yang tidak bersekolah agar bersekolah dan diusulkan
sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar, mendorong satuan pendidikan SD dan
SMP serta satuan non formal untuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data
peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan dari keluarga miskin
atau rentan miskin ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana
Program Indonesia Pintar sesuai ketentuan prioritas, menginformasikan atau
menyampaiakan surat keputusan dan penerima bantuan kepada peserta didik
penerima melalui sekolah atau lembaga pendidikan non formal, membantu
mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses aktivasi rekening dan
penjadwalan penarikan dana Program Indonesia Pintar, berpartipasi dalam
pelaksanaan Program Indonesia Pintar sesuai dengan petunjuk teknis dan
petunjuk pelaksanaan, melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait

dengan Program Indonesia Pintar, mengusulkan kepada direktorat teknis terkait
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perihal pembatalan KIP yang dipegang oleh peserta didik yang tidak memenuhi
syarat sebagaimana ketentuan oenerima KIP berdasarkan hasil validasi kembali
yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota terhadap daftar nama yang
tercantum pada pembatalan KIP yamh diusulkan sekolah, dan melakukan
supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi Program Indonesia Pintar
sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan.
4. Lembaga Pendidikan/ Sekolah

Lembaga pendidikan atau sekolah formal maupun non formal memiliki
peran dan fungsi penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu,
mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar ke wali
murid dan peserta didik, sekolah wajib menerima pendaftaraan anak usia sekolah
6 sampai dengan 21 tahun pemilik kartu Indonesia Pintar yang tidak bersekolah
sebagau calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB
dan harus diusulkan sekolah sebagai calon penerima dana Program Indonesia
Pintar, mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan
memutakhirkan data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik
secara lengkap dan benar, mengidentikasi menyeleksi mengusulkan dan
menetapkan peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sesuai
dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan data peserta didik sebagai calon
penerima Program Indonesia Pintar ke dalam aplikasi Dapodik, secara lengkap
dan benar, Kepala Sekolah menetapkan daftar nama peserta didik yang layak
sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar yang selanjutnya diinput ke
Dapodik oleh operator sekolah, menyampaikan informasi kepada peserta didik
penerima apabila dana Program Indonesia Pintar telah siap diambil, bertanggung
jawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik yang diusulkan sebagai
penerima dana Program Indonesia Pintar, mengusulkan kepada kepala dinas
pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota perihal pembatalan KIP sebagaimana
diatur pada bagian mekanimse pelaksanaan, menyiapkan seluruh dokumen
persyaratan aktivasi rekening dan penarikan dana oleh peserta didik di bank
penyalur, aktif memantau oelaksanaan pencairan dana Program Indonesia Pintar

di bank, menetapkan dan membentuk tim Program Indonesia Pintar atau


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

29

operator satuan pendidikan sebagai petugas Program Indonesia Pintar melalaui
SK kepala sekolah, dan menghimbau penerima Program Indonesia Pintar agar
menggunakan dana Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan

pengunaan dana.

2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat erat berkaitan
dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya kebijakan sosial tidak dapat
dipisahkan dengan hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan
merupakan masalah sosial yang diasumsikan akar masalah sosial yang dapat
mempengaruhi masalah sosial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi,
dan lain sebagainya (Suharto, 2013: 72). Secara harifiah kemiskinan berasal dari
kata dasar miskin yang berarti tidak memiliki harta benda, sedangkan secara luas
kemiskinan ketidak mampuan seseorang, keluarga, maupun kelompok dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dapat dilihat dengan kriteria yang menjadi dasar penilaian.
Kriteria miskin menurut standart Badan Pusat Statistik terdapat 14 Kkriteria,
masyarakat dapat dikatakan miskin apabila memenubhi kriteria minimal 9 variable.
Adapaun kriteria yang dapat mengukur kondisi ekonomi seseorang, antara lain:

1. Luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggalterbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.

3. Jenis dinding tempat tingga;dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/
tembok tanpa plester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama — sama dengan rumah
tangga yang lain.

5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/
sungai/ air hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari — hari adalah kayu bakar/ orang/
minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalamsatu minggu.
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9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas
lahan 500 meter, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh
perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.
500.000.-

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/
tamat SD

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp. 500.000,- seperti sepedah motorkredit/ non kredit, emas, ternak, atau
barang bernilai jual lainnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mendefinisikan
miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga dengan
membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

keluarga yang kebutuhan dasar minimumnya belum dapat terpenuhi,

kebutuhan dasar minimum yang dimaksud yaitu kebutuhan pangan, papan,

sandang, kesehatan, dan pendidikan.
2. Tahapan Keluraga Sejahera I (KS I)

Keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minumnnya, namun

keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya belum dapat terpenuhi.

Kebutuhan sosial psikologis yang dimaksud seperti interaksi dalam

keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Keluarga yang sudah dapay memenuhi kebutuhan dasar minimum dan

kebutuhan sosial psikologisnya, namun kebutuhan berkembang atau

perkembangannya belum dapat terpenuhi seperti memperoleh informasi,
transportasi, menabung dan sebagainya.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)
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Keluarga yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan dasar minimum,
kebutuhan sosial psikologis, dankebutuhan perkembangan, akan tetapi
belum bisa berpartisipasi maksimal kepada masyarakat seperti dalam bentuk
sumbangan keuangan, material, mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
secara aktif, dan sebagainya.

5. Keluarga Sejahtera III plus

Keluarga yang seluruh kebutuhannya sudah dapat terpenuhi mulai dari

kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, kebutuhan

perkembangan maupun kebutuhan yang dapat memberikan sumbangan
nyata terhadap masyarakat, dan berkelanjutan bagi masyarakat atau
pembangunan.

Kemiskinan dapat mengakibatkan masalah sosial lain seperti permasalahan
pendidikan. Permasalahan pendidikan dapat terjadi akibat keterbatasan ekonomi
untuk membiayai pendidikan anak sehingga mengakibatkan anak putus sekolah
atau droup oytlan kebutuhan pendidikan anak tidak dapat terpenuhi yang
berakibat menghambat proses belajar anak. Dari permasalahan pendidikan yang
terjadi, pemerintah membentuk salah satu program Indonesia Pintar untuk
menanggulangi masalah pendidikan yang sedang terjadi di dalam sistem
masyarakat dengan melibatkan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan
menjadi pengambil peran utama dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar
karena dianggap tau kondisi dan latar belakang peserta didik, sehingga memiliki
wewenang untuk mengusulkan peserta didik menjadi pendaftar dan penerima
manfaat program Indonesia Pintar. Untuk mencapai tujuan dan berdampak
memberi kebermanfaatan bagi anak dari keluarga pra sejahtera yang memiliki
keterbatasan ekonomi agar tetap mendapatkan pendidikan layak dan memenuhi
kebutuhan pendidikan anak, maka pelaksanaan Program Indonesia Pintar harus
tepat sasaran atau penerima manfaat harus sesuai dengan sasaran prioritas yang
telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Sasaran penerima manfaat dapat
dilihat melalui kriteria kemiskinan agar penerima manfaat Program Indonesia

Pintar tepat sasaran.
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Kondisi ekonomi seseorang dapat diukur dengan standart kriteria menurut
Badan Pusat Statistik maupun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional, sehingga konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi
ekonomi keluarga penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Dengan demikian,
Program Indonesia Pintar dapat dikatakan tidak tepat sasaran atau tepat sasaran

dengan menggunakan indikator kriteria kemiskinan.

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu

Menambah informasi tambahan untuk peneliti guna memberikan
gambaran atau pandangan awal mengenai fenomena yang sama, maka diperlukan
kajian penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pembanding hasil penelitian
untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam mengkaji masalah dalam
penelitian. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan kerangka berpikir dalam
mengkaji fenomena yang akan dibahas atau diteliti dan dapat dijadikan sebagai
tolak ukur melalui perbandingan dan persamaan antara penelitian sebelumnya.
Penelitian terdahulu ini memberikan pandangan mengenai fenomena yang sama,
namun beda tema atau fokus penelitian kepada peneliti sehingga menambah
wawasan peneliti mengenai fenomena yang akan diambil meskipun terdapat
perbedaan lokasi, waktu, tujuan, fokus penelitian, dan objek penlitian serta dapat
menjadikan rujukan tambahan untuk menganalisis fenomena yang ada. Adapun
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Indonesia
Pintar yang belum tepat sasaran dikarenakan masih ada siswa dari keluarga
mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, sebagai
berikut:

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

Nama dan
No. Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
Penulis

1. Rini Septiani Implementasi Pelaksanaan Penelitian ini dilatarbelakang
Astuti, 2016 Program Kartu Indonesia dengan fenomena masih terdapat
Pintar Dalam  Upaya siswa dari keluarga mampu

Pemerataan Pendidikan terdaftar sebagau penerima dana

Tahun Ajaran 2015/ 2016 KIP serta siswa yang tergolong

di SMP Negeri 1 Semin tidak mampu tidak terdaftar.

Implementasi Kartu Indonesian
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Pintar (KIP) terdapat beberapa
tahap:

Tahap Pengorganisasian: tahap
pembentukan atau penataan
kembali sumber daya, unit — unit
serta metode untuk menjalankan
program. Pihak sekolah
melaksanakan sosialisasi
mengenai KIP guna mengetahui
mekanisme KIP.

Tahap interpretasi: rekapitulasi
dan verifikasi data siswa
penerima KIP.

Tahap aplikasi: pelaksanaan KIP
yang dilaksanakan oleh pihak
sekolah bagi siswa dari keluarga
kurang mampu.

2.

Riska
Anugrah,
2018

Implementasi Program
Indonesia Pintar di Kota
Bandar Lampung (Studi
Kasus di SDN 1 Pelita
Tanjung Karang Pusat Kec.
Enggal).

Penelitian ini dilatarbelakangi
oleh tidak tepatnya sasaran
Program Indonesia Pintar karena
masih terdapat siswa dari
keluarga mampu yang
mendapatkan PIP serta
pemanfaatan dana PIP yang
dikelola oleh wali murid/ orang
tua siswa tidak sesuai dengan
kewajiban pemanfaatan dana

sesuai dengan petunjuk
pelaksanaan teknis.
Implementasi Program

Indonesian Pintar (PIP) terdapat
beberapa tahap:

Mekanisme Sosialisasi PIP yang
dilakukan oleh sekolah untuk
memnginformasikan kepada
siswa dan wali murid yang
memiliki Kartu Indonesia Pintar.
Mekanisme pendataan  KIP
siswa yang kemudian diusulkan
melalaui dapodik sebagai calon
penerima PIP.

Mekanisme penetapan penerima
yang dilaksanakan oleh
direktorat teknis melalui SK.
Mekanisme pengambilan dana
yang dilakukan langsung oleh
wali murid dengan membawa
syarat pengambilan dana.
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Berdasarkan dua penelitian terdahulu, memiliki persamaan pada fenomena
mengenai pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran
dikarenakan masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu mendapatkan
bantuan dana Program Indonesia Pintar. Namun terdapat perbedaan bahwa pada
fokus penelitian ini fenomena Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran
dikarenakan tahap pengusulan siswa melalui usulan sekolah tidak sesuai dengan
prosedur petunjuk pelaksanaan teknis sehingga menyebabkan sasaran program
belum tepat sasaran. Fenomena ini menjelaskan bahwa sasaran penerima Program
Indonesia Pintar tidak sesuai dengan sasaran prioritas yang sudah ditetapkan
dalam petunjuk pelaksanaan teknis. Penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus
penelitian yaitu, peneliti lebih berfokus pada tahap pengusulan siswa sebagai
calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar untuk menjawab fenomena
sasaran Program Indonesia Pintar yang belum tepat sasaran, serta perbedaan lain

dalam penelitian ini terletak pada tempat penelitan dan obyek penelitian.

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran atau alur logika penelitian
dalam menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Fenomena ini berasal dari
permasalahan sasaran Program Indonesia Pintar yang seharusnya ditujukan
kepada kriteria sasaran penerima manfaat yang telah diatur dalam petunjuk
pelaksanaan teknis, namun pada kenyataannya penerima manfaat Program
Indonesia Pintar masih terdapat peserta didik terdaftar sebagai calon penerima
Program Indonesia Pintar dan mendapatkan Program Indonesia Pintar.

Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan sosial yang dibentuk
pemerintah untuk membantu anak — anak yang mengalami kesulitan dalam
mengakses pendidikan layak dengan memberikan bantuan dana yang bertujuan
untuk meringankan beban biaya pendidikan, serta memenuhi kebutuhan
pendidikan anak. Program Indonesia Pintar salah satunya ditujukan kepada
peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu dengan tujuan
dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan pada anak dari keluarga

miskin, serta membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak guna menunjang
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fasiltas belajar agar anak dapat meningkatkan prestasi di bidang akademik
maupun non- akademik. Namun, di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat peserta
didik yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, dan terdaftar
sebagai calon penerima manfaat. Fenomena tersebut menunjukan bahwa sasaran
Program Indonesia Pintar belum tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan
kriteria calon penerima manfaat yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan
teknis.

Sasaran program dapat dikatakan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran
ditentukan dalam tahap pengusulan calon penerima manfaat yang menjadi langkah
awal dalam menentukan penerima manfaat program.. Apabila tahap pengusulan
siswa sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar tidak sesuai
dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan
dan dalam aplikasi Data Pokok Peserta Didik, maka sasaran Program Indonesia

Pintar dapat dikatakan tidak tepat sasaran.
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Bagan 2. 1 Alur Pikir Penelitian

Kebijakan Sosial

Program Indonesia Pintar

Siswa Miskin/ Kurang Mampu

Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1

Tahap Pengusulan Siswa Sebagai Calon Penerima Program

\ 4

Belum Tepat Sasaran

Sumber:

Dikelola oleh peneliti pada 6 September 2020
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BAB 3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang dilakukan dengan
sistematis untuk memperoleh data yang valid sehinggadapat ditemukan kebenaran
dari fakta yang sesuai dengan fenomena pada permasalahan yang diteliti
(Sugiyono, 2012:5). Metode penelitian adalah hal mendasar yang digunakan
untuk mengawali proses penelitian yang telah terkonsep dengan tujuan untuk
membuktikan kebenaran dari objek yang diteliti sehingga dapat membantu
peneliti dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Metode
penelitian bertujuan untuk membantu peneliti dalam memperolah kebutuhan data
yang dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang ada, sehingga perolehan
data nantinya dapat dideskripsikan dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang

berguna untuk menjawab rumusan masalah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Melakukan penelitian dibutuhkan suatu pendekatan guna membantu
peneliti dalam mengkaji fenomena yang akan diteleti. Menurut Sugiyono
(2012:15) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang
digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai
instrumen kunci, penentuan informan sumber data dilakukan secara purposivéan
snowbakleknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan (triangulasi),
analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih
menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2012:4)
mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data
deskriptif berupa kata — kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat
diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya
mengenai sutau hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif
berhubungan dengan persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan

kesemuannya tidak dapat diukur dengan angka.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan pendekatan
ini dapat digunakan untuk memahami kebenaran fakta yang tersembunyi dibalik
fenomena secara mendetail serta dapat menggali data secara mendalam yang tidak
dapat dilakukan melalui data saja, namun dibalik fenomena yang akan
dimunculkan.

Penelitian yang dilakuan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan
untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti, dengan pendekatan kualitatif
akan menggambarkan tujuan penelitian dengan cara mendeskripsikan dan
menganalisis mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di SDN
Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap
pengusulan siswa sebagai calon penerima program guna menjawab rumusan
masalah mengenai sasaran Program Indonesia Pintar yang belum tepat sasaran,
dimana masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu atau ekonomi
menengah yang terdafatar sebagai calon penerima manfaat Program Indonesia

Pintar dan mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar.

3.2 Jenis Penelitian

Studi kasus merupakan jenis penelian pada penelitian kualitatif yang
digunakan untuk menyelediki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang
telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian
dioalah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah dapat terselesaikan.
Menurut (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012 dalam Creswell, 2018: 19) yang
menyatakan bahwa:

“studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di
banyak bidang, khususnya evaluasi dimana peneliti mengembangkan
analisis mendalam atas suatu kasus sering kali program, peristiwa,
aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap
dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data
berdasrkan waktu yang telah ditentukan”.

Studi kasus bertujuan untuk meniliti suatu kasus atau fenomena tertentu

yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari
latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Untuk mendapatkan data yang

mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, dan
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studi dokumenter yang kemudian akan dipahami, ditelaah, dan menafsirkan
makna yang didapat dari fenomena yang diteliti. Penelitian studi kasus tidak
harus meneliti satu orang atau individu saja, namun dapat dengan beberapa orang
atau objek yang memiliki satu kesatuan terkait fenomena yang diteliti. Adapun
yang membedakan jenis penelitian studi kasus dengan jenis penelitian lain
terdapat pada kedalaman analisis pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik.
Kasus yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan sasaran Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat sasaran dikarenakan
masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi
menengah mendapatkan bantuan progam Indonesia Pintar dan terdaftar sebagai
calon penerima Program Indonesia Pintar. Oleh karena itu, untuk
menggambarkan, dan menganalisis fenomena yang terjadi di SDN Tanjunganom
1 dilakukan penelitian studi kasus untuk meneliti fenomena secara mendalam
dengan mengumpulkan berbagai informasi yang mendukung kebutuhan data guna

menjawab rumusan masalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Langkah awal penelitian yaitu dengan penentuan lokasi penelitian.
Ketepatan dalam menentukan lokasi penelitian menjadi sangat penting dalam
penelitian ilmiah dikarenakan penentuan lokasi penelitian berkaitan langsung
dengan objek yang akan diteliti mengenai kebenaran dan kesesuaian objek
penelitian dengan permasalahan yang diteliti. Penentuan lokasi dalam penelitian
bertujuan untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti agar peneliti fokus
dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data yang nantinya dapat
memperjelas masalah yang diteliti, Subagyo (1997:35) menyatakan bahwa:

“Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk
menentukan data yang diambil, sehingga lokasi ini sangat menunjang
untuk dapat memberikan informasi yang valid. Intinya, lokasi
penelitian yang baik atau objek penelitian yang sesuai dengan obyek
permasalahan.”

Peneliti dalam hal menentukan penetuan lokasi menggunakanpurposive

area. Purposive ameaipakan lokasi yang sengaja dipilih dari awal dengan
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menggunakan pertimbangan yang mempunyai kriteria sesuai dengan
permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan (Bungin, 2008:17).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Kementerian
Pendidikan sebagai pengelola pusat dengan melibatkan Dinas Pendidikan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan lembaga pendidikan formal
maupun nor formal yang memiliki peran dan fungsi untuk mengusulkan peserta
didik yang dianggap layak oleh sekolah sebagai calon penerima bantuan Program
Indonesia Pintar serta sebagai pelaksana untuk pencairan dana yang kemudian
diserahkan kepada wali murid penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Oleh
karena itu lembaga pendidikan formal maupun non formal memiliki peranan
penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar telah dilaksanakan di seluruh
daerah di Indonesia mulai tahun 2014 yang telah direalisasikan oleh Presiden Ir.
Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dengan melibatkan Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, serta lembaga
pendidikan formal maupun non formal. Salah satu daerah yang telah
melaksanakan Program Indonesia Pintar adalah Kabupaten Nganjuk, yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga Kabupaten Nganjuk
sebagai pelaksana pusat dan penanggung jawab pelaksanaan Program Indonesia
Pintar di tingkat kabupaten. Menurut data Dinas Pendidikan, Kabupaten Nganjuk
pada tahun 2019 telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar sebanyak
60.749 peserta didik dari seluruh sekolah di Kabupaten Nganjuk mulai dari
jenjang Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan.
Kabupaten Nganjuk memiliki lembaga pendidikan negeri maupun swasta dengan
total sekolah sebanyak 1.014. Berikut jumlah sekolah negeri maupun swasta di
Kabupaten Nganjuk mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan:
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Tabel 3. 1 Jumlah Sekolah Kabupaten Nganjuk

No. Kecamatan SD SMP SMA SMK Total
SederajaSederajat Sederajat
t
1. Kec. Sawahan 39 9 1 1 50
2.  Kec. Ngetos 29 9 1 2 41
3.  Kec. Berbek 33 8 2 2 45
4.  Kec. Loceret 45 8 4 2 59
5. Kec. Pace 42 5 3 1 51
6. Kec. 70 17 9 7 103
Tanjunganom
7.  Kec. Prambon 47 13 5 4 69
8. Kec. 48 11 5 3 67
Ngronggot
9. Kec. 38 13 7 11 69
Kertosono
10. Kec. 34 8 5 1 48
Patianrowo
11. Kec. Baron 42 10 3 4 59
12. Kec. Gondang 36 7 4 1 48
13. Kec. 30 4 2 0 36
Sukomoro
14. Kec. Nganjuk 41 14 10 12 77
15. Kec. Bagor 38 5 2 3 48
16. Kec. Wilangan 22 4 0 1 27
17.  Kec. Rejoso 38 6 1 1 46
18. Kec. Ngluyu 13 1 0 0 14
19. Kec. Lengkong 26 5 3 1 35
20. Kec. Jatikalen 19 3 0 0 22
Total : 730 160 67 57 1.014

Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Tanjunganom merupakan kecamatan yang memiliki lembaga
pendidikan negeri dan swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai dengan
Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan terbanyak di Kabupaten Nganjuk dengan total
103 sekolah, dan di dominasi dengan lembaga pendidikan Sekolah Dasar
sebanyak 70 sekolah. Salah satu sekolah yang melaksanakan Program Indonesia
Pintar adalah SDN Tanjunganom 1 yang terletak di pusat Kecamatan
Tanjunganom dengan total murid sebanyak 323 siswa/i yang menjadi sekolah
dengan jumlah murid terbanyak di Kecamatan Tanjunganom. SDN Tanjunganom
1 memiliki daya tarik bagi masyarakat Kecamatan Tanjunganom untuk

mendaftarkan anak mereka agar dapat bersekolah di SDN Tanjunganom 1. Hal
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tersebut dikarenakan SDN Tanjunganom 1 menjadi salah satu sekolah favorit di
Kecamatan Tanjunganom yang memiliki fasilitas lengkap sarana prasarana guna
menunjang proses belajar untuk mengembangkan pengetahuan maupun
kemampuan peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas maupun
pengembangkan minat bakat melalui kegiatan ekstra kulikuler, serta sekolah telah
menyandang akreditasi A yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan.
Sehingga, hal tersebut menjadi faktor pendorong munculnya daya tarik atau minat
masyarakat untuk mendaftarkan anaknya agar dapat bersekolah di SDN
Tanjunganom 1.

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar salah satunya ditujukan kepada
peserta didik kurang mampu yang berasal dari keluarga pra sejahtera atau
keluarga rentan miskin guna terpenuhinya kebutuhan pendidikan peserta didik
seperti peralatan sekolah, perlengkapan sekolah, seragam, uang tranport, uang
saku, tabungan pendidikan anak, buku, dan kebutuhan pendidikan lainnya.
Namun, fenomena yang terjadi tidak semua Program Indonesia Pintar ditujukan
kepada siswa miskin, tetapi juga kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu.

Hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti menunjukan bahwa
sasaran Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat siswa
dari keluarga mampu yang mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar
dan terdaftar sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar. Fenomena
tersebut juga dibenarkan oleh koordinator Pelaksana Program Indonesia Pintar di
SDN Tanjunganom 1 bahwa masih terdapat siswa dari keluarga mampu yang
mendapatkan bantuan dana Program Indonesia Pintar, dan terdaftar sebagai calon
penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Selain itu, fenomena sasaran
Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 yang belum tepat sasaran
diperkuat dengan kondisi keluarga siswa yang mayoritas berasal dari keluarga
mampu. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sekolah SDN Tanjunganom 1 yang
menyatakan bahwa mayoritas siswa berasal dari keluraga mampu.

Fenomena yang terjadi menunjukan bahwa sasaran Program Indonesia
Pintar di SDN Tanjunganom 1 tidak sesuai dengan sasaran prioritas Program

Indonesia Pintar yang telah diatur pada petunjuk pelaksanaan teknis. Oleh karena
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itu, peneliti memilih lokasi penelitian di SDN Tanjunganom 1 guna mengetahui
implemnetasi Program Indoneisa Pintar di SDN Tanjunganom 1 Kabupaten
Nganjuk dengan fokus penelitian pada tahap pengusulan siswa sebagai calon
penerima Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Tahap pengusulan
siswa sebagai calon penerima manfaat merupakan tahap terpenting dalam

menentukan sasaran program tepat sasaran atau tidak tepat sasaran.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang membantu peneliti dalam memberikan
informasi terkait dengan fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.
Moleong (2012:132) menyatakan informan adalah orang yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi
informan yang dijadikan sumber informasi harus mempunyai pengalaman tentang
latar belakang penelitian, karena informan berkewajiban dengan sukarela dalam
memberikan pandangan tentang nilai, sikap, proses hingga kebudayaan yang
menjadi latar belakang penelitian. Penentuan informan dalam penelitian kualitatif
haruslah orang yang memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau obyek
yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi seluas — luasnya kepada
peneliti.

Menurut Sugiyono (2012:300) dalam penelitian kualitatif, teknik sampling
yang sering digunakan adalah purposivesamplinglan snawballsampling.
Purposivesamplingdalah teknik penentuan informan sebagai sumber data
dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tesebut dianggap paling tahu
tentang yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga
memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.
Sedangkan snawball sampliadglah teknik pengambilan sampel sumber data
yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama — lama menjadi besar. Hal ini
dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu
memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat

digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
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teknik purposive sampHegan mempertimbangkan hal — hal tertentu dalam
menentukan informan.

Penunjukan informan dengan prosedur purposivaalah menentukan
informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.
Menurut Bungin (2007:107), informan penelitian adalah subyek yang memahami
informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memhami
objek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti
menganggap bahwa sesorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi mengenai
pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan terkait fenomena yang
diteliti. Menentukan sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya
memenuhi kriteria sebagai berikut (Sugiyono, 2016:147) :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketuahui tetapi juga
dihayati;

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada
kegiatan yang tengah diteliti;

3. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.

Terkait dengan teknik penentuan informan, ada dua tipe informan yang
digunakan peneliti yaitu informan pokok (Primarylnformanfan informan
tambahan (Secondary Informan).

Tabel 3. 2 Deskripsi Informan

No. Jenis Informan  Nama Pendidikan Pekerjaan

1. Informan Pokok SA D2 Koordinator Program
Indonesia Pintar, Dinas
Pendidikan = Kabupaten
Nganjuk

2. Informan Pokok D S1 Koordinator Program
Indonesia Pintar SDN
Tanjunganom 1

3.  Informan Pokok RI S1 Operator SDN
Tanjunganom 1
4.  Informan M SMP Ibu Rumah Tangga
Tambahan
5. Informan T SMA Ibu Rumah Tangga
Tambahan

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020
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3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok (primary informardilah mereka yang memiliki dan
mengetahui informasi atau data, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
Menurut Sugiyono (2012:47), informan kunci (key informamagai informan
pokok harus memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiataan.
Seseorang yang akan dipilih sebagai informan pokok harus memiliki
pengalaman mengurus atau mengelola program penelitian minimal satu
tahun;

b. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan yang
menjadi sasaran atau perhatian penelitian. Keterlibatan secara aktif di
lokasi penelitian menentukan kualitas informasi data yang diberikan
terhadap peneliti. Maka dari itu, peneliti harus benar — benar memastikan
bahwa informan yang akan dipilih aktif dalam kegiatan yang sedang
diteliti;

c. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesemapatan untuk dimintai
informasi. Informan pokok harus memiliki waktu yang cukup untuk
memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti
sehingga diharapkan penelitian selesai dalam waktu yang efektif dan
menghasilkan data yang benar — benar asli dilapangan penelitian;

d. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau
dikemas terlebih dahulu. Peneliti harus memastikan bahwa informan
pokok dapat memberikan keterangan dan informasi yang objektif dan
sesuai dengan realita atau fakta yang ada.

Berdasarkan kriteria diatas, maka informan pokok dalam penelitian ini
antara lain:
1. Informan SA

Informan SA merupakan Koordinator Program Indonesia Pintar di tingkat

Kabupaten yang memiliki jabatan sebagai staff operator di bidang sekolah

dasar seksi kruikulum dan kesiswaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahrga Kabupaten Nganjuk. Koordinator Program Indonesia Pintar di


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

46

tingkat kabupaten memiliki peran dan fungsi sebagai penanggung jawab dan
pengelola pelaksanaan Program Indonesia Pintar di tingkat kabupaten
Nganjuk. Alasan penetapan informan SA dikarenakan informan SA
merupakan koordinator Program Indonesia Pintar ditingkat kabupaten
sehingga mengetahui implementasi Program Indonesia Pintar serta
mengetahui penyebab implementasi Program Indonesia Pintar belum tepat
sasaran.

2. Informan D
Informan D merupakan Koordinator Program Indonesia Pintar di SDN
Tanjunganom 1 yang bertugas dalam pendampingan pencairan bantuan dana
Program Indonesia Pintar bersama dengan wali murid sebagai wakil peserta
didik dalam pengambilan dana. Alasana penetapan informan D dikarenakan
informan D ditunjuk sebagai salah satu pelaksana Program Indonesia Pintar
di SDN Tanjunganom 1 sehingga mengetahui implementasi Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.

3. Informan RI
Informan RI merupakan Operator di SDN Tanjunganom 1 yang bertugas
dalam mengusulan dan penetapan peserta didik yang dianggap layak
menerima manfaat Program Indonesia Pintar. Alasan penetapan informan RI
dikarenakan Informan RI sebagai operator sekolah yang mengusulkan siswa
sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar sehingga mengetahui

tahap pengusulan pada implementasi Program Indonesia Pintar.

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi
tambahan meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang
diteliti atau informan yang dapat menjadi sistem pendukung dalam penelitian ini.
Dalam penelitian in, informasi yang diberikan oleh informan tambahan guna
melengkapi atau sebagai pembanding yang ada hubungannya dengan data poko

penelitian untuk dijadikan pencocokan data, keabsahan data yang dianggap
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mengetahui dan memberikan informasi. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172)
kriteria yang dipilih dalam menentukan informan tambahan,yaitu:
1. Subjek dianggap mengerti tentang fenomena yang diteliti dan
berhubungan dengan informan pokok.
2. Subjek memiliki waktu untuk dimintai informasi.
3. Subjek dalam menyampaikan informasi tidak dengagn hasil kemasannya
sendiri.
Berdasarkan kriteria yang telah dipaparkan maka informan tambahan
menurut peneliti adalah:
1. Subjek adalah wakil dari sasaran penerima manfaat program yang terlibat
dalam pelaksanaan dan memiliki tanggung jawab pemanfaatan bantuan.
2. Subjek berasal dari keluarga mampu yang dapat memenuhi kebutuhan
hidup sehari — hari.
3. Subjek memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.
Berdasarkan kriteria tersebut maka informan tambahan dalam penelitian ini
adalah:
1. Informan M
Informan M merupakan wali murid salah satu peserta didik kelas IV sebagai
penerima manfaat Program Indonesia Pintar tahap 7 di SDN Tanjunganom 1
yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang
mampu membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan pendidikan
anak. Informan M merupakan Ibu Rumah Tangga yang memiliki pekerjaan
sampingan berjualan makanan dan minuman di rumahnya. Selain itu, biaya
kebutuhan sehari — hari dapat dipenuhi dengan penghasilan suami sebagai
pedagang.
2. Informan T
Informan T merupakan wali murid salah satu peserta didik kelas V sebagai
penerima manfaat Program Indonesia Pintar tahap 7 di SDN Tanjunganom 1
yang berasal dari keluarga mampu dengan kondisi ekonomi menengah yang
mampu membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan pendidikan

anak. Informan T merupakan Ibu Rumah Tangga yang memiliki pekerjaan
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sampingan berjualan sembako di rumahnya. Selain itu, biaya kebutuhan
sehari — hari dapat dipenuhi dengan penghasilan suami sebagai ojek online.
Penetapan dua wali murid sebagai informan tambahan dikarenakan
membantu peneliti guna menjelaskan lebih detail bahwa penerima Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 masih terdapat keluarga mampu
menerima bantuan Program Indonesia Pintar. Informan T dipilih dikarenakan
kondisi ekonomi menengah ke atas, namun masih mendapatkan bantuan dana
Program Indonesia Pintar sebanyak dua kali. Sedangkan, Informan M dipilih
dikarenakan kondisi ekonomi menengah namun masih mendapatkan bantuan dana
sebanyak tiga kali. Hal tersebut, menunjukkan bahwa implementasi Program

Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 belum tepat sasaran.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data seorang peneliti harus menggunakan berbagai
teknik untuk memperoleh kelengkapan data. Menurut Sugiyono (2014:64) metode
pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena
tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai kegiatan pengamatan
langsung terhadap objek sebagai fokus penelitian untuk mengetahui
kebenarannya, situasi,kondisi, konteks, ruang serta maknanya dalam upaya
pengumpulan data suatu penelitian. Observasi terdiri dari berbagai jenis yang
memiliki kelebihan dan kelemahan masing — masing sesuai kebutuhan dalam
penelitian. Herdiansyah (2013:145) mengemukakan bahwa teori observasi klasik
terdapat bentuk observasi secara umum yang terdiri dari dua bentuk, antara lain:

a. Participant Obserrservasi berperan serta)
Participant Obserweéatah peran dalam observasi yang dipilihobserver
untuk mengambil bagian dan terlibat secara langsung dengan aktivitas yang

dilakukan observasi atau subjek penelitian.
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b. Non- Participant Obsefolaervasi tidak berperan serta)

Non- Participant Obsersdatah peran dalam observasi yang dipilih,

dimana dalam melakukan pengamatan peneliti tidak harus mengambil peran

dan terlibat dengan aktivitas observerau subyek penelitian.

Observasi merupakan sebuah pengamatan terhadap suatu objek yang akan
diteliti menggunakan indera penglihatan tanpa adanya kontak langsung dengan
objek penelitian. Selain itu, observasi bertujuan untuk mengetahui sebuah
fenomena secara keseluruhan berdasarkan kondisi yang realistis yang terjadi
secara ilmiah dimana hal tersebut berguna untuk menjawab mengenai pertanyaan
yang dapat digunakan dalam menganalisis sesuatu yang dikaji.

Observasi merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif secara
sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Observasi dilakukan
oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena perilaku dan kejadian untuk
menjawab rumusan masalah, untuk membantu mengerti perilaku manusia, untuk
evaluasi yaitu melakukan pengukuran tersebut. Objek penelitian dalam penelitian
kualitatif yang diobservasi menurut Spradly (dalam Sugiyono, 2012) dinamakan
situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Tempat (Place) dimana interaksi dalam situasi sosial sedang

berlangsung.

2. Pelaku (Actorprang — orang yang sedang memainkan peran tertentu.

3. Kegiatan (Activitygang sedang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial

yang sedang berlangsung.

Berdasarkan komponen tersebut, maka situasi sosial yang akan diobservasi
dalam penelitian ini adalah:

1. Tempat melakukan observasi yaitu di sekolah SDN Tanjunganom 1, Dinas
Pendidikan Kabupaten Nganjuk, dan rumah atau lingkungan penerima
manfaat Program Indonesia Pintar.

2. Orang — orang yang terlibat dalam situasi sosial antara lain koordinator
program Indonesia Pintar di sekolah, Operator sekolah dan penerima
manfaat program Indonesia Pintar.

3. Kegiatan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1.
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Berikut jadwal pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti:

Tabel 3. 3 Jadwal Observasi

No. Waktu Tempat Keterangan

1. 29 Januari 2020 Rumah Wali Murid Melakukan pengamatan mengenai
Penerima PIP kondisi penerima Program

Indonesia Pintar.
2. 6 Maret 2020 Rumah Wali Murid Melakukan pengamatan mengenai
Penerima PIP kondisi penerima Program

Indonesia Pintar.
3. 9 Maret 2020 SDN Tanjunganom Melakukan pengamatan mengenai
1 Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) yang menginput data
siswa sebagai syarat pengajuan

PIP.

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020

Penelitian ini menggunakan Non- Participant Obseryatu tidak terlibat
langsung dalam keseharian subyek. Peneliti menggunakan Non- Participant
Observedikarenakan peneliti tidak dapat mengikuti secara langsung setiap
kegiatan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan SDN Tanjunganom 1, namun
peneliti lebih berfokus melakukan pengamatan mengenai tahapan pelaksanaan
khususnya tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar dan kondisi keluarga penerima manfaat Program Indonesia
Pintar.

Observasi dilakukan secara sengaja di SDN Tanjunganom 1 untuk
mengamati tahapan pengusulan peserta didik sebagai calon penerima manfaat
Program Indonesia Pintar. Tahapan pengusulan peserta didik merupakan tahapan
paling penting dalam menentukan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar.
Selain itu, peneliti melakukan observasi pada kondisi keluarga penerima manfaat
Program Indonesia Pintar yang dilakukan dengan sengaja di Rumah wali murid

penerima manfaat Program Indonesia Pintar.

3.5.2 Wawancara
Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk mendapatkan
informasi dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan cara menyiapkan

serta menyusun pertanyaan secara sistematis serta membangun keakraban atau
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relasi yang baik dengan informan guna memperoleh data yang dibutuhkan terkait
fenomena yang diteliti (Moleong, 2012:186). Percakapan yang dilakukan oleh dua
pihak yaitu pewawancara (intervieweryang megajukan pertanyaan dan
pewawancara (/ntervieweghng memberikan jawaban atas pertanyaan yang
diajukan. Wawancara dilakukan dengan orang yang telah dipilih sebagai informan
pokok maupun sekunder guna mengetahui gambaran fenomena dan data terkait
fokus penelitian.

a. Wawancara terstruktur

Bentuk wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dan

jawaban yang telah disediakan dalam bentukguideline intervieeeliti

hanya membacakan pertanyaan dan subyek penelitian tinggal menjawab
sesuai jawaban yang disediakan sehingga tidak ada jawaban lain selain
jawaban yang disediakan.

b. Wawancara semi terstruktur

Bentuk wawancara semi terstruktur, peneliti diberi kebebasan sebebasnya

dalam dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur cerita

dan settingwawancara. Sehingga tidak ada pertanyaan yang disusun
sebelumnya, peneliti hanya mengandalkan guidelin@ntervievgebagai
pedoman penggalian data.

c. Wawancara tidak terstruktur

Bentuk wawancara tidak terstruktur hampir sama dengan wawancara semi

terstruktur, namun wawancara ini memiliki banyak kelonggaran dalam

banyak hal termasuk dala, hal pedoman wawancara sehingga sangat
memungkinkan pembicaraan akan meluas.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian menggunakan wawancara
semi terstruktur dengan menggunakan guidelineintervienwyang kemudian
dikembangkan seiring proses wawancara berlangsung, sehingga terjadi
wawancara interaktif antara peneliti dengan informan. Menggunakan wawancara
semi terstuktur data yang digali dapat diperoleh secara mendalam atau secara
mendetail sesuai dengan pedoman wawancara serta peneliti dapat membatasi

perbincangan agar tidak sampai melebar ke percakapan yang tidak ada kaitannya
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dengan penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti fokus untuk
mendapatkan data atau informasi terkait fokus penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini dilakukan pada
waktu yang ditentukan yaitu pada saat jam kerja atapun saat jam luang informan,
selain itu peneliti menggunakan alat bantu yang mendukung untuk melakukan
wawancara dalam memperoleh data. Sehingga, wawancara dapat tereduksi dengan
baik, dan penelitian mendapatkan bukti bahwa peneliti sudah melakukan
wawncara kepada informan, maka dibutuhkan alat pendukung dalam wawancara,
yaitu:

1. Buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengann sumber data
atau media elektronik pratiks untuk dapat difungsikan untuk media
mencatat (bila diperlukan).

2. Alat perekam, kamera, atau alat elektronik yang dapat digunakan untuk
merekam untuk merekam semua percakapan dan pembicaraan antara
informan dan peneliti, serta untuk mendokumentasikan keperluan data
sebagai pendudukung kebutuhan data.

Berikut jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel 3. 4 Jadwal Wawancara

No. Waktu Informan Tempat
1. 28 Januari 2020 Informan D, dan RI Ruang Guru SDN
Tanjunganom 1.
2. 29 Januari 2020 Informan M Rumah Wali Murid.
3. 10 Februari 2020  Informan SA Ruang staff Kurikulum

dan Kesiswaan, Dinas
Pendidikan Kabupaten
Nganjuk.

4. 13 Februari 2020  Informan SA Ruang Staff Kurikulum
dan Kesiswaan, Dinas
Pendidikan Kabupaten

Nganjuk.

5. 17 Februari 2020  Informan D Ruang Perpusatakan SDN
Tanjunganom 1.

6. 6 Maret 2020 Informan T Rumah Wali Murid.

7. 9 Maret 2020 Informan RI Ruang Guru SDN

Tanjunganom 1

Sumber: Data lapangan dikelola, 2020
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3.5.3 Dokumentasi

Moleong (2012:216) menjelaskan bahwa dokumen adalah semua bahan
yang tertulis seperti buku dan jurnal yang ada kaitannya dengan penelitian.
Dokumen pribadi merupakan catatan atau karangan seseorang secara tertulis
tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi
terbagi menjadi dua yaitu, dokumen internal berupa memo, pengumuman,
instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam
kalangan sendiri, sedangkan dokumen eksternal berupa bahan — bahan informasi
yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial misalnya, majalah bulletin, pernyataan,
dan berita yang disiarkann kepada media massa. Dokumen eskternal dapat
dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial kepemimpinan dan lain — lain
(Moleong, 2012:219).

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian dengan dokumentasi.
Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data yang menunjang
terhadap permasalahan dengan cara pencatatan dan pengumpulan data — data yang
ada, sehingga data yang diperlukan ialah atau Pedoman Pelaksanaan serta
Standart Operasional Proa8@®y, dan dokumen — dokumen pendukung yang
ada di Dinas Pendidikan Pemudan dan Olahraga Kabupaten Nganjuk dan SDN
Tanjunganom 1 terkait Program Indonesia Pintar. Data — data ini guna

mendukung dan memperkuat data pada saat wawancara dan observasi dilapangan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2012:334) teknik analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, cacatan lapangan, dan bahan — bahan lain sehingga dapat mudah
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data
dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyusun kedalam pola, memilih
mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat

diceritakan kepada orang lain.
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
berdasarkan pendapat Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2014:247-252),
analisis data terdiri:

a. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dari kegiatan analisis
data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang tercatat dalam catatan
lapangan yang dibagi menjadi dua unsur yaitu, deskriptif dan reflektif.
Catatan deskriptif merupakan catatan yang memuat data alami yang di
rasakan, di lihat, di dengar, disaksikan maupun dialami oleh peneliti selama
melakukan penelitian. Sedangkan catatan reflektif merupakan cacatan yang
memuat mengenai kesan, komentar, anggapan, anggapan, maupun
penafsiran mengenai temuan penelitian yang ditemukan. Hal tersebut
digunakan untuk bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.
b. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang
muncul dari catatan — catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sejak
pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,
menelusuri tema, mebuat gugus — gugus, menulis memo, dan lain
sebagainya dengan maksud menyisihkan data/ informasi yang tidak relevan.
Jadi, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, menyisihkan atau
membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian
rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.
c. Penyajian Data
Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi yang
tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Data yang disajikan dapat berbentuk matriks, grafis,
dan teks naratif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
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Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan diakhir
penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti — bukti yang
kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti
— bukti yang wvalid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel. Pada tahap verifikasi, peneliti dituntut untuk teliti
dan jeli dalam melakukan analisis data guna dapat menjawab permasalahan
atau fenomena yang diteliti, sehingga data — data yang didapatkan atau
dihasilkan bersifat kredibel. Apabila data yang diperoleh belum memenuhi
atau masih kurang, maka peneliti dapat kembali pada tahap pengumpulan

data.

3.7 Teknik Keabsahan Data
Keabsahan data dalam penelitian sangat penting karena dibutuhkan untuk
mengukur kebenaran data agar dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan,
keabsahan, dan kebenaran data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis akan
menentukan kebenaran dalam penelitian. Melakukan keabsahan data, sangat
diperlukan teknik keabsahan data guna menjadi alat dan membantu peneliti dalam
menentukan kebenaran data yang diperoleh. Teknik keabsahan data dalam
penelitian ini ialah teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:330) triangulasi
adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembading terhadap data
itu.
Menurut Patton dalam Moleong (2012:330-331) membedakan tiga macam
triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu:
a. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber ialah membandingkan data mengecek balik derajat
kepercayaan informan yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda

dalam penelitian kualtatif. Hal tersebut dicapai dengan jalan:
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1. Membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang — orang dengan apa yang
dikatakan sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang sebagai rakyat biasa. Orang
berpendidikan mengengah atau tinggi, orang berada, orang biasa.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi Metode
Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik
pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data
dengan metode yang sama.

c. Triangulasi Teori
Fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih
teori.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik
keabsahan data. Membandingkan data dengan cara triangulasi sumber bertujuan
untuk mencari kebenaran suatu data, karena terkadang data yang diperoleh tidak
terlepas dari subjektifitas informan. Adanya perbandingan data ini, maka data
yang diperoleh akan bersifat objektif dan valid. Proses ini juga dilakukan dengan
cara mengecek kembali data yang diperoleh dengan membandingkan data hasil
pengamatan dengan hasil wawancara. Langkah yang dilakukan yaitu
mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun
dokumentasi. Teknik ini membandingkan data dari sumber satu dengan sumber

yang lain yaitu informan pokok dan informan tambahan.
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5.XKesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan, secara

umum dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN

Tanjunganom 1 Kabupaten Nganjuk terdapat satu tahapan yang mengalami

permasalahan pada implementasi program, hal tersebut dijabarkan dengan berikut:

1.

Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1
mengalami permasalahan pada tahap pengusulan siswa sebagai calon
penerima Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Pengusulan
siswa yang diusulkan sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar
tidak sesuai dengan kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut
dikarenakan tidak ada verifikasi kembali mengenai data siswa yang
diusulkan sudah sesuai dengan kondisi siswa atau belum sesuai.
Sehingga, masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu
dengan kondisi ekonomi menengah yang memiliki rumah layak, alat
transportasi layak, alat komunikasi (smartphonelhn wali murid dari
siswa penerima Program Indonesia Pintar memiliki perhiasan. Dengan
begitu dapat diketahui bahwa sasaran Program Indonesia Pintar belum
tepat sasaran dikarenakan tahap pengusulan siswa tidak sesuai petunjuk
pelaksanaan teknis yang telah diatur.

Faktor penyebab dan pendorong terjadinya ketidak tepatan sasaran
Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 disebabkan beberapa
faktor yaitu, faktor komunikasi yang terjalin antara pelaksana program
terkait tidak berjalan efektif dan optimal dalam implementasi program
sehingga controllinglan monitoring dalam implementasi Program
Indonesia Pintar tidak berjalan dengan efektif. Faktor sumber daya
manusia, pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1
dipilih berdasarkan kesanggupan individu atau secara sukarela sehingga
pelaksana program tidak memahami mengenai implementasi program.
Faktor Disposisi, karakteristik kejujuran dan komitmen pelaksana terkait

pengusulan siswa sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar
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belum ada sehingga siswa yang diusulkan tidak sesuai dengan kriteria
sasaran program yang telah ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan

teknis.

5.5aran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan poin — poin

mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1. Sehingga, peneliti dapat
mengemukakan beberapa sasaran mengenai tahap pengusulan siswa sebagai calon
penerima manfaat Program Indonesia Pintar sebagai berikut:

1. Komitmen dan kejujuran pelaksana Program Indonesia Pintar di SDN
Tanjunganom 1 sangat mempengaruhi keberhasilan Implementasi
Program Indonesia Pintar. Jadi diharapkan, pelaksana Program
Indonesia Pintar di SDN Tanjunganom 1 pada tahap pengusulan siswa
sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar dapat mengusulkan
siswa sesuai dengan kriteria sasaran program yang telah diatur dalam
petunjuk pelaksanaan teknis. Serta mengusulkan siswa sesuai dengan
kondisi yang sebenarnya, apabila siswa yang diusulkan berasal dari
keluarga mampu maka tidak dapat didaftarkan sebagai calon penerima
manfaat Program Indonesia Pintar.

2. Pada tahap pengusulan siswa sebagai calon penerima manfaat Program
Indonesia Pintar diharapkan melaksanakan verifikasi data siswa seperti
melakukan survei guna mengetahui kondisi siswa yang diusulkan
termasuk dalam kategori kriteria sasaran atau tidak sesuai dengan
kategori sasaran yang telah ditetapkan.

3. Komunikasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat berjalan
efektif guna meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan
program. Serta, controllingdan monitoringlapat berjalan secara
optimal agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan seperti sasaran

program yang tidak tepat sasaran.
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4. Pemilihan sumber daya manusia sebagai pelaksana program dipilih
berdasarkan kemampuan dan pemahaman pelaksana mengenai
pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sehingga, diharapkan pemilihan

pelaksana program tidak secara sukarela.
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LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN A. GUIDE INTERVIEW

PEDOMAN WAWANCARA
(GUIDE INTERVIEW)
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

Informan Pokok
Hari/ Tanggal Wawancara:
Identitas Koordinator Program Indonesia Pintar Dinas Pendidikan |
Nganjuk
Nama
Umur
Jenis Kelamin

Pekerjaan/ Jabatan

Pertanyaan Informan Pokok Koordinator Program Indonesia Pintar

Pendidikan Kab. Nganjuk:

1. Apa peran dan fungsi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Program
Indonesia Pintar?

2. Bagaimana tahapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar?

3. Bagaimana tahap sosialisasi Program Indonesia Pintar kepada lembaga
pendidikan dan masyarakat?

4. Bagaimana tahap pengusulan penerima Program Indonesia Pintar?

5. Bagaimana tahap penetapan penerima Program Indonesia Pintar?
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10.

Bagaimana tahap penyaluran dana dan pencairan dana Program Indonesia
Pintar?

Bagaimana tahap pelaporan dan pengaduan pelaksanaan Program Indonesia
Pintar?

Bagaimana tahap evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program Indonesia
Pintar?

Bagaimana controllinginas Pendidikan terhadap pelaksanaan Program
Indonesia Pintar?

Apa faktor penyebab pelaksanaan Program Indonesia Pintar tidak tepat

sasaran?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEDOMAN WAWANCARA
(GUIDE INTERVIEW)
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

Informan Pokok
Hari/ Tanggal Wawancara:
Identitas Pelaksana Program Indonesia Pintar SDN Tanjunganom 1
Nama
Umur
Jenis Kelamin

Pekerjaan/ Jabatan

Pertanyaan Informan Pokok Pelaksana Program Indonesia Pintar d
Tanjunganom 1:

1. Bagaimana gambaran Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?

2. Bagaimana sasaran penerima Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?

3. Apa peran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar?

4. Bagaimana tahap persiapan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di

Sekolah ini?

“

Bagaimana tahap pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Sekolah ini?

6. Bagaimana tahap pengusulan peserta didik sebagai calon penerima Program
Indonesia Pintar di Sekolah ini?

7. Bagaimana tahap penetapan peserta didik yang dianggap layak menerima

bantuan Program Indonesia Pintar
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10.

11.

Bagaimana tahap penyaluran dana dan pencairan dana bantuan Program
Indonesia Pintar?

Bagaimana tahap pelaporan pelaksanaan Program Indonesia Pintar?
Bagaimana tahap evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan Program
Indonesia Pintar?

Apa faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan Program Indonesia

Pintar?
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PEDOMAN WAWANCARA
(GUIDE INTERVIEW)
IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SDN
TANJUNGANOM 1 KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN
NGANJUK

(Studi Kasus Pada Tahap Pengusulan Program Indonesia Pintar)

Informan Tambahan
Hari/ Tanggal Wawancara:
Identitas Wali Murid Penerima Manfaat Program Indonesia Pintar
Nama
Umur
Jenis Kelamin

Pekerjaan/ Jabatan

Pertanyaan Informan Tambahan Wali Murid Penerima Manfaat Proq

Indonesia Pintar:

1. Bagaimana cara mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar?

2. Apa syarat pengajuan mendapatkan Program Indonesia Pintar?

3. Apa sebelumnya dilakukan sosialisasi di sekolah mengenai Program Indonesia
Pintar?

4. Bagaimana pengambilan dana Program Indonesia Pintar?

5. Bagaimana Pemanfataan bantuan dana Program Indonesia Pintar?

6. Sebelum ada bantuan Program Indonesia Pintar apakah anda sulit memenuhi
kebutuhan pendidikan dan biaya pendidikan anak anda?

7. Apa manfaat yang anda terima setelah mendapatkan bantuan Program

IndonesiaPintar?


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN B. TABEL ANALISIS DATA

Kategori

Transkrip Wawancara

Reduksi Data

)

Program
Indonesia
Pintar di SDN
Tanjunganom

1

1.1Gambaran Program Indc

Pintar

“PIP itu diganti sejak 3 tahun yang

lalu  koyoke lanjutane
(Informan D: 28 Januari 2020)
“heeh, itu sama aja bantuan

miskin. PIP kan ditujukan

BSM”

siswa

untuk

siswa kurang mampu” (Informan D:

28 Januari 2020)

“PIP itu kan yang pertama membantu

siswa yang tercantam DO karena

masalah pembiayaan diberikanlah

bantuan maksude diberikan bantuan

gawe sing asale gak sekolah ditarik

iso sekolah maneh lha sing sekolah

karena  kebentur  biaya

memanfaatkan PIP itu

bisa

dalam

Indonesia Pintar

“PIP diganti sejak 3 tahun yang
lalu, lanjutan teko BSM”
(Informan D: 28 Januari 2020)
“PIP sama saja bantuan siswa
miskin. PIP kan ditujukan untuk
siswa kurang mampu.” (Informan
D: 28 Januari 2020)

“tuyjuan PIP yang pertama
membantu siswa yang terancam
DO karena masalah pembiayaan
diberikan bantuan gawe sing asale
gak sekolah ditarik iso sekolah,
sing kebentur biaya bisa
memanfaatan PIP dalam

pembiayaan sekolah.” (Informan

»dedia Gambaran Progran

nPIP |
sejak
yang
memb
miskir
PIP 1
memb
miskir
drou,
masal
pendic
terken
adany
dihara
menar
drouy,

sekola
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pembiayaan sekolah nak pembiayan
sekolah SD kan gratis.” (Informan
SA: 13 Februari 2020)

“lha nek jaman dulu namanya BSM
jamane pak SBY bantuan siswa
miskin sama sebenernya alure podo
kegunaane podo lain — lainnya sama
hanya ganti merk tok jumlah duite yo
podo jamane pak SBY 450 rb sampai
sekarang yo 450 rb” (Informan SA:
13 Februari)

1.2 Sasaran program Indo
Pintar

“ada yang dari ekonomi menengah

sing okta wi depane polsek mergo

orang tuane swasta mungkin dapate

itu” (Informan D: 28 Januari 2020)

“ada yang ekonomi kebawah juga”

SA: 13 Februari 2020)
“lha nek jaman dulu namanya
BSM jamane pak SBY jenenge
bantuan siswa miskin sama
sebenarnya alure podo kegunaane
podo hanya ganti nama saja,
jumlah duite yo podo jamane pak

SBY Rp.450.000 sampai sekarang
yo RP.450. 000” (Informan SA:
13 Februari 2020)

1.2 Sasaran Progran

nediadonesia Pintar

(43

ada dari  keluarga

yang
menengah, dan ada juga dari
keluarga kebawah” (Informan D:
17 Februari 2020)

“pengusulannya ada yang makek

jamkesmas, KIS, PKH. Ada yang

mend:
pendic
meng:
keterb
pendic
mema
untuk
pendic
anak”
Sasare
Tanju
nyang
keluar
mamp
kondi:
kebaw
keluar
denga

mener
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(Informan D: 28 Januari 2020)

“ada yang makek kayak jamkesmas,
KIS, PKH. Ada yang diusulkan
sekolah melalui dapodik dengan
melihat penghasilan orang tua dan
pekerjaan orang tua” (Informan D:
17 Februari 2020)

“ Kan lak PIP ki tunjukan teko
dhuwuran to gak iso ngajukno. Sing
ngajukno yo sekolah” (Informan M:
29 Januari 2020)

“teko sekolahan langsung, wong kae
diterne” (Informan T: 6 Maret 2020)
“pengusulan siswa yang diusulkan
sekolah sebanyak 250 siswa hampir

separonya dengan penghasilan orang

tua minimal Rp. 500.000-
Rp.1.000.000 dan Rp. 1.000.000 -
Rp. 1.999.000. sedangkan yang

diusulkan sekolah melalui
dapodik dengan melihat pekerjaan
orang tua dan penghasilan orang
tua” (Informan D: 17 Februari
2020)

“Kan lak PIP tunjukan teko
dhuwuran to gakiso ngajukno.
Sing ngajukno sekolah” (Informan
M: 29 Januari 2020) -
“teko sekolahan langsung, kae
diterne” (Informan T: 6 Maret
2020)

“pengusulan siswa yang diusulkan
sekolah sebanyak 250 siswa

hampir separonya dengan
penghasilan orang tua minimal
Rp. 500.000 — Rp. 1.000.000 dan

Rp. 1.000.000 — Rp. 1.999.000.-

sedangkan yang mengusulkan

Sasare
Tanju
menja
berdas
pengu
melalt
mengs
perlin
Sekol:
lemba
memil
fungsi
mengl
didik

peneri
memb
dana [
Jumla

diterir
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mengusulkan dengan menggunakan
kartu hanya 15 siswa” (Informan RI:

9 Maret 2020)

1.3Peran dan Fungsi Sekolal
“heeh heeh dadi tugasnya berjenjang
nak sekolah itu mengusulkan, terus
membantu pencairan, mengawasi
kegunaan dananya. Kami hanya
menginformasikan saja ke sekolah —
sekolah meenyampaikan SK itu
kami. SKnya kan gawe online kami
teruskan ke sekolah tolong cek apa
itu manajemen PIP secara online
disitu ada SKnya tolong di download
diproses sesuai aturan yang ada”
(Informan SA: 10 Februari 2020)

“sekolah hanya mengusulkan saja

dengan menggunakan kartu hanya
15 siswa” (Informan RI: 9 Maret
2020)

hl.3 Peran dan Fungsi Sek
“dadi tugasnya berjenjang kalau
sekolah itu mengusulkan,terus
membantu pencairan, mengawasi
dananya. Kami hanya
menginformasikan saja ke sekolah
— sekolah untuk menyampaikan
SK. SKnya kan melalui online
kami teruskan ke sekolah tolong
cek manajemen PIP secara online
disitu ada SKnya tolong di
download, diproses sesuai aturan
yang ada” (Informan SA: 10
Februari 2020)

nama — nama siswa di dapodik

“sekolah hanya mengusulkan saja

kelas
mende
Rp.
masa
dlaka
semes
untuk
5
bantue

450.0(
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setelah itu  dinas  pendidikan
menginformasikan kalau dana sudah
cair. Sekolah tidak ikut menangani
mbak nanti takutnya dananya di
pakai sekolah mangkannya langsung

dari pusat” (Informan RI: 28 Januari

2020)

“mengusulkan di dapodik, membantu
pencairan setelah pencairan yowes
nggak ada lagi” (Informan D: 17

Februari 2020)

1.4umlah Dana PIP

“jadi sing kelas satu dan kelas enam

kuwi nompone Rp.225.000 maine
anggaran itu kan taun anggaran
dimulai jaunari sampai Desember
tahun

tidak

tapi nek sekolah dimulai

pelajaran Juli sampai Juni

nama — nama siswa di dapodik

setelah itu dinas pendidikan

menginformasikan kalau dana

sudah cair. Sekolah tidak ikut

menangani nanti takutnya

dananya di pakai sekolah
mangkannya langsung dari pusat.”
(Informan RI: 28 Januari 2020)
“mengusulkan didapodik
membantu pencairan dana setelah
pencairan yowes nggak ada lagi”

(Informan D: 17 Februari 2020)

1.4 Jumlah Dana PIP
“kelas satu dan kelas 6 kuwi
nompone Rp. 225. 000 karena

anggaran dimulai januari sampai

desember tapi kalau sekolah

dimulai tahun pelajaran juli
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januari sampai desember nah
dimetno plek umpane sampean kelas
satu SD kelas siji kan sampean oleh

PIP kelas siji kan mlebune ning SD
kan bulan Juni sampek desember
sedangkan Juni, Mei,April, Maret,
Februari,Januari kan belum masuk
SD otomatis kan separo nompone
demikian juga yang kelas 6 kelas 6
kan yang terakhir Juni Juli kan dee
wes ning SMP nah otomatis dia
berhak separo juga Januari sampek
Juni setengah semester nek setahun
kuwi Rp.450.000 nek separone
berarti Rp. 225.000 bagi siswa yang
kelas satu dan enam itu menerimanya
Rp.225.000 beda karo kelas 2
kan

sampai kelas 5 kelas dua

januari sampek desember kan wes

sampai juni tidak januari sampai

desember nah di sinkronkan.

Umpamane sampean kelas satu
SD oleh PIP kan mlebune ning
SD bulan Juni sampek desember
Mei, April,

sedangkan  juni,

Maret, Februari, januari kan

belum masuk SD otomatis kan
nompo separo demikian juga yang
kelas 6, kan terakhir juni juli dee

wes dia

berhak

ning SMP otomatis

separo januari

juga
sampek juni setengah semester.
Kalau setahun kuwi Rp.450.000
lak separone berarti Rp. 225.000
bagi siswa yang kelas satu dan
enam. Beda dengan kelas 2
sampai 5 kan januari sampek
desember sekolah.

wes ning
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ning  sekolah  bukan  karena
kebutuhan siswa beda tidak hanya
timingnya waktu sing siji mergo
tahun pelajaran karena anggaran itu
dimulai januari sampek desember”
(Informan SA: 10 Februari 2020)

“Jumlah Dana yang diterima siswa
Rp. 225.000
Rp.450.000 lak kelas satu karo kelas

Rp. 225.000 mergo

mulai dari sampai
6 biasane
setengah semester lak kelas dua
sampek lima nompone Rp.450.000
satu semester” 17

Februari 2020)

(Informan D:

“yo sing awal kae diterne, terus sing
kedua ning BRI
bulakrejo kono. Wong oleh gak

aku ngurusi

langsung kabeh separo separo, awale

cair 225.000 terus cair neh 225.000

Bukan karena kebutuhan siswa
beda, tidak hanya timingnua sing
siji mergo tahun pelajaran karena
anggaran dimulai januari sampai
desember” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“Jumlah Dana yang diterima
siswa mulai dari Rp. 225.000
sampai Rp.450.000 lak kelas satu

karo kelas 6 biasane Rp. 225.000

mergo setengah semester lak kelas
dua sampek lima
Rp.450.000

(Informan D: 17 Februari 2020)

nompone
satu semester”
“ sing awal kae diterne, terus sing

kedua  ngurusi ning BRI
Bulakrejo. Olehe gak langsung
kabeh separo — separo sing awal

225.000 kedua 225.000”
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lagek ngurusi ning BRI”(Informan T:
6 Maret 2020)

“450, sekolahane njaluk 50 digawe
kas” (Informan M: 29 Januari 2020)

(Informan T: 6 Maret 2020)
“450.000 sekolah njaluk 50
digawe kas” (Informan M: 29
Januari 2020)

Tahapan
Implementasi
Program
Indonesia

Pintar

1.1 Tahap Persiapan
“kita melakukan sosialisasi melalui
Korwil, karena lak ke sekolah
langsung kan gak mungkin jumlahe
600 sekian banyak kita melalui
Korwil memulai WA dan seterusnya
setiap ada informasi kami kan
mempunyai operator disetiap tingkat
Korwil Kecamatan kita informasikan
tolong nek mengusulkan ini ini kita
punya surat juga sing layak
diusulkan adalah pemegang kartu ini
ini anak dari orang tua dari Korban
PHK, anak dari yang tersangkut

terus anak dari

masalah hukum,

1.ITahap Persiapan -

“kita melakukan sosialisasi
melalui korwil karena kalau ke

sekolah langsung gak mungkin

karena jumlah sekolah 600
sekian. Kita melalui Korwil
memulai WA dan seterusnya

setiap ada informasi, kami kan

mempunyai  operator disetiap
tingkat Korwil Kecamatan kita
informasikan tolong kalau
mengusulkan sing layak diusulkan
adalah pemegang kartu, anak dari
orang tua korban PHK,anak dari

yang tersangkut masalah hukum,

Tahap
dimul:
melak
yang
oleh ¢
kabup
menyze
inforn
PIP
melib:
wilaye
Pendic
Kecan
Kemu

disam
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orang tua yang daerahnya terkena
bencana” (Informan SA: 10 Februari

2020)

“kalau teknis terkait itu setiap ada

kegiatan yang melibatkan korwil
kecamatan dadi bukan lembaga ya
korwil kecamatan kita informasikan
terkait Program PIP pelaksanaan PIP

lha nanti juga berjenjang kecamatan
nanti menginformasikan juga terkait
PIP di tingkat satuan pendidikan
Juknisnya kita share melalui soft
copy” (Informan SA: 13 Februari
2020)

“tidak, tidak langsung ke sekolahan
kalau ke sekolah sekolahan kan
karena sekolahan terlalu besar sekitar

620an lembaga otomatis kan nggak

mungkin satu persatu dadi berjenjang

anak dari orang tua yang terkena
dampak bencana” (Informan SA:
10 Februari 2020)

“ kalau teknis terkait itu setiap ada
kegiatan = melibatkan  Korwil
Kecamatan dadi bukan lembaga,
kita informasikan terkait
pelaksanaan Program Indonesia
Pintar lha nanti berjenjang
kecamatan nanti
menginformasikan terkait PIP di
tingkat satuan pendidikan
juknisnya kita share melalui sodt
copy” (Informan SA: 13 Februari

2020)

“tidak langsung ke sekolah karena
sekolahan terlalu besar sekitar

620an lembaga otomotasi nggak

mungkin  satu  persatu, jadi

lemba
selanj
pendic
melak
sosiali
murid
gamb:
pemar
Tahap
terdap
mekar
dianta
Mekar
Pengu
peneri
dilaku
sekola
operat

denga
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dalam event apapun penyampaian
program — program dinas termasuk
PIP melalui koordinator wilayah

kecamatan nanti kecamatan
menyampaikan program — program
termasuk PIP

dari dinas

juga
demikian jadi berjenjang” (Informan
SA: 13 Februari 2020)

“ada mesti kok sama bu mamik mesti
disosialisasikan mengenai dana ini
untuk apa, harus digunakan untuk
kebutuhan sekolah. Terus kalau dana
cair juga ada ini gimana mau diambil
sendiri — sendiri atau kolektif oleh
sekolah” (Informan D: 17 Februari
2020)

“dari dinas sebelumnya juga ada
17

sosialisasi.”

Februari 2020)

(Informan D:

berjenjang dalam event apapun
penyampaian program — program
dinas termasuk PIP melalui
koordinator wilayah kecamatan
nanti kecamatan menyampaikan
program — program dari dinas
termasuk PIP juga demikian jadi
berjenjang.” (Informan SA: 13
Februari 2020)

“ada mesti kok sama bu mamik
(kepala sekolah) mesti
disosialisasikan mengenai dana irhi.
untuk apa, harus digunakan untuk
kebutuhan sekolah. terus kalau
dana cair juga ada ini gimana mau
diambil sendiri — sendiri atau
kolektif oleh sekolah.” (Informan
D: 17 Februari 2020)

“dari dinas sebelumnya juga ada

data s
pengh
pekerj
dan 1
SDN
mengt
siswa
memil
mengl
yang
perling
Mekar
peneri
Penetc
PIP
denga
siswa
layak
berdas
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“ hooh, sekolah winginane sosialisasi
siapa yang punya KIP dikongkon
numpuk fotocopyne. Bar ngono kan

aku ngomong KIP kan gak angger

wong nduwe kene ki oleh lho cuma

wong sitok tok sing oleh. (Informan

M: 29 Januari 2020)

1.2 Tahap Pelaksanaan
1.Tahap PengusulaRenerim
PIP
“Pengajuan PIP, PIP itu
pengajuannya yang pertama (satu)
mereka yang mempunyai Kartu
Indonesia Pintar, nah yang kedua
mereka yang mempunyai Kartu
Keluarga Sejahtera, Program
Keluarga Harapan. Jadi ada beberapa

kartu kan Kartu Indonesia Pintar

sosialisasi” (Informan D: 17
Februari 2020)

“ hooh sekolah sosialisasi yang
punya KIP dikongkon numpuk
fotocopyne. Bar ngono kan aku
ngomong KIP gak angger wong
nduwe kene ki cuma wong sitok
tok sing oleh” (Informan M: 29
Januari 2020)

a

1.2 Tahap Pelaksanaan
1.Tahap Pengusulan Pen
PIP
“PIP itu pengajuannya yang
pertama mereka mempunyai
Kartu Indonesia Pintar, yang
kedua mereka yang mempunyai
Kartu Keluarga Sejahtera dan

Program Keluarga Harapan. Jadi

kategc
tersed
dapod
berasa
miskir
terdan
siswa
tua te
siswa
(Dro
Tanju
eridiak
untuk
siswa
layak
indika
orang

500.0(

Rp.1.(
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kalau Kartu Indonesia Pintar itu sing
nduwe bocahe di sekolah, yang
kedua Kartu Keluarga Sejahtera ini
yang pegang adalah orang tuanya
dan Program Keluarga Harapan juga

orang tuanya. Terus di dalam kartu —

kartu ini kan ada nomor Id nya itu
dientry diaplikasi sekolah namanya
dapodik itu adalah untuk pengusulan

dadi mengusulkan Program
Indonesia Pintar disamping itu kan
ada tidak

beberapa siswa yang

mempunyai kartu tapi menurut
sekolah itu termasuk apa dalam
rumah tangga dibawah kemiskinan
sekolah bisa mengusulkan disamping
tiga kartu ini ada anak korban dari
orang terus

tuanya PHK orang

tuanya terkena masalah hukum ning

ada beberapa kartu seperti Kartu
Indonesia Pintar itu sing nduwe
bocahe di sekolah,yang kedua

kartu keluarga sejahtera dan
Program Keluarga Harapan yang
pegang orang tuanya. Terus di
dalam kartu — kartu ini ada nomor
id nya terus di entry diaplikasi
sekolah namanya dapodik itu
adalah untuk pengusulan. C.
Disamping itu kan ada beberapa
siswa yang tidak mempunyai
kartu tapi menurut sekolah itu
termasuk dalam rumah tangga
dibawah kemiskinan sekolah bisa
mengusulkan disamping tiga kartu
tadi seperti anak korban orang tua

PHK, orang tua terkena masalah

hukum ning penjara, korban

1.000.
denga
orang
berasa
PNS,

pekerj
diangg
untuk
pendic
Mekar
penya
engarn
Penya
dilaku
direkt
Keme
Pendic
langst
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penjara, terus lagi ada dari bencana
alam disamping kartu itu tadi ada
item tadi ya nah itu semuanya

dimasukkan diusulkan melalui

namanya aplikasi yang dimiliki
sekolah namanya dapodik. Di dalam
dapodik kan ada nama — nama siswa
operator sekolah berdasarkan
petunjuk Kepala Sekolah langsung
mengusulkan.” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“ya alurnya seperti tadi sebelum
mengajukan PIP syarate kan kudu
nduwe Kartu Indonesia Pintar lha
kadang warga masyarakat kadang
kan gak nduwe Kartu Indonesia
Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera yo
nduwe,

gak Program Keluarga

Harapan yo ga punya. Pintu

terdampak bencana alam. Itu

semuanya di masukkan dan

diusulkan ~ melalui = namanya

aplikasi yang dimiliki sekolah

namanya dapodik. Di dalam
dapodik ada nama — nama siswa,
operator sekolah  berdasarkan
petunjuk kepala sekolah langsung
mengusulkan.” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“ alurnya seperti tadi, sebelum
mengajukan PIP syarate kudu
nduwe Kartu Indonesia Pintar lha
kadang masyarakat gak nduwe
Kartu Indonesia Pintar, Kartu
Keluarga Sejahtera yo gak nduwe,
program keluarga harapan yo gak
punya. Pintu masuknya itu di

Desa BDT tadi masuk ke dalam

rekeni
peneri
Sedan
penga
dilaku
sekola
memb
raport
dan

penga
sekola
pernyze
sekola
tabung
sudah
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memil
sekola

untuk



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

masuknya itu di Desa dulu masuk ke
dalam BDT tadi masuk kedalam
basis kemiskinan” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“lak gak nduwe opo —opo lak gak
kartu nek sekolah

nduwe tapi

mengajukan bahwa layak untuk
diajukan diusulkan saja dadi melalui
dapodik Dadi

SKnya kan gini kartu difotocopy

tadi. mekanisme
oleh murid diberikan kesekolah, oleh
operator sekolah nomernya di entry
secara online, dapodik itu sudah
update setiap satu bulan sekali di cut
off oleh kementerian sosial diambil
dicetaklah SK di SK-an yang punyd
kartu, dibulan berikutnya di cut off di
SK-an lagi. Lha sing gak nduwe

kartu yo ngono diusulno tapi SKnya

basis data kemiskinan.” (Informan
SA: 10 Februari 2020) d.
“lak gak nduwe opo — opo, lak
gak nduwe Kkartu tapi kalau
sekolah mengajukan bahwa layak
untuk diajukan ya diusulkan saja
melalui dapodik tadi. Dadi
mekanisme SKnya kan gini kartu
di fotocopy oleh murid diberikan
ke sekolah oleh operator sekolah
nomernya di entry secara online.
Dapodik itu sudah update setiap

satu bulan sekali di cut off oleh
kementerian sosial di cetaklah SK

di SK-kan yang punya Kkartuy,
bulan berikutnya di cut off lagi di
SK- kan lagi. Lha sing gak nduwe
SK-

kartu yo ngono di kan

mengambil usulan dari sekolah

rekeni
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kementerian ini biasanya timingya
kami juga nggak tau timingya
mengambil usulan dari sekolah sing
gak nduwe Kkartu tapi dianggep
miskin oleh sekolah namanya apa itu
SK penerima PIP melalui Jalur
usulan sekolah” (Informan SA: 10
Februari 2020)
“mengusulkan di dapodik kan
umpamane kan nama Rudi layak
disitu ada instrumen layakkah Rudi
ini memperoleh Program Indonesia
Pintar nek layak ya tinggal nge- klik
layak nek tidak layak yo ngeklik
tidak layak tetapi nek kartu Indonesia
Pintar itu sifate wajib dapat mesti di
SK-kan” (Informan SA: 10 Februari
2020)

“ndak ada, untuk sementara Kkita

yang dianggap miskin oleh
sekolah namanya SK penerima
PIP melalui jalur usulan sekolah”

(Informan SA: 10 Februari 2020)

“mengusulkan didapodik
seumpamanya ada nama rudi
disitu intrumennya layakkah Rudi
ini memperoleh Program
Indonesia Pintar kalau layak ya
tinggal ngeklik layak,kalau tidak
layak tinggal ngeklik tidak layak
tapi kalau Kartu Indonesia Pintar
sifate wajib dapat mesti di SK-

kan”. (Informan SA: 10 Februari
2020)

“tidak ada, untuk sementara kita
tidak ada verifikasi  terkait
pengusulan dari lembaga langsung

yang mengusulkan secara online

sekola
peran
sekola
pada
penga
Tahap
evalue
Monit
dilaks.
dinas
hanya
meng}
agar
diusul
benar
tidak
diangg
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PIP.
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nggak ada memverifikasi apa terkait
pengusulan dari lembaga, lembaga
langsung mengusulkan secara online
dapodik lha di
aplikasi dapodik itu ada berbagai

melalui aplikasi
macam narasi terkait keadaan sosial

ekonomi wali murid anak yang
bersangkutan yang diusulkan disitu

ada ada item lak gak salah ya ada
item jumlah penghasilan perbulan,
ada item pekerjaan orang tua apa,

ada item jumlah keluarganya berapa
semakin besar keluarga otomatiskan
tua kan

orang menanggung

kebutuhan ekonominya semakin
besar dadi yang mengetahui layak
tidaknya kan dari sekolah kita kan
memverifikasi seperti apa soalnya

kita kan tidak mengetahui si A si B si

melalui  dapodik.  Diaplikasi
dapodik itu ada berbagai macam
narasi terkait keadaan ekonomi
wali murid siswa yang diusulkan
sebagai calon penerima PIP, disitu
ada item jumlah penghasilan
perbulan, pekerjaan orang tua apa,
item jumlah keluarganya berapa
semakin besar keluarga semakin
besar tanggungan ekonomi orang
tua. Jadi yang mengetahui layak
tidaknya dari sekolah,kita mau
memverifikasi seperti apa soalnya
kita tidak mengetahui keadaan
siswa ini seperti apa apakah
termasuk tidak.”

(Informan SA: 13 Februari 2020)

layak atau

“iya semua siswa diajukan sama

sekolahan” (Informan D: 17

dilaks
mengl
tepata:
Selain
dinas

untuk
menge
pelaks
apabil
di sek
pendic
melak
penga
contra
rutin

karene
di Kat
jumlal

banya



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

C ini seperti apa termasuk layak atau
tidak layak begitu” (Informan SA: 13
Februari 2020)

(134

iya
diajukan” (Informan D: 17 Februari

2020)

sekolahan biasane semua

“ada yang makek kayak jamkesmas,
KIS, PKH gitu gitu.” (Informan D:
17 Februari 2020)

“ jtu di aplikasi dapodik ada
beberapa point item ya kalau bagi
anak yang punya kartu apa miskin,
kartu perlindungan sosial sebagainya
selalu saya usulkan. Bagi yang tidak

saya usulkan lewat

punya juga
dapodik.” (Informan RI: 9 Maret
2020)

“semua saya usulkan. Yang masuk

beberapa kategori tadi. Saya minta

Februari 2020)

13

ada yang makek  kayak
jamkesmas, KIS, PKH,KPS, gitu
— gitu” (Informan D: 17 Februari
2020)

“di aplikasi dapodik ada beberapa

point item ya kalau bagi anak
yang punya kartu miskin atau
kartu perlindungan sosial saya
usulkan. Bagi yang tidak punya

usulkan  melalui

juga
dapodik.”(Informan RI: 9 Maret

2020)

saya

“semua saya usulkan. Yang

masuk beberapa kategori,

kemudian saya minta datanya
anak —anak dari guru kelas untuk
mendata  anak

yang layak

kemudian lewat

saya usulkan

monit
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datanya anak anak dari guru kelas
untuk mendata siswa yang layak
kemudian saya usulkan lewat
dapodik.” (Informan RI: 9 Maret
2020)

13

semua kartu bisa diusulkan.
Pengurusan kartu semua lewat desa,
kalau PIP yang melaksanakan
sekolah.” (Informan RI: 9 Maret
2020)

2.Tahap PenetaparPenerim

PIP

“item-itemnya untuk pengusulan kan
disitu ada opo kuwi jenenge mata
pencahariane wong-wong tuone opo,
penghasilannya  berapa,  jumlah
saudaranya berapa, di dapodik ada

seperti itu, itu diambil sebagai apa

dtu diambil sebagai referensi ini

jenenge referensi ini layak gak oleh

dapodik.” (Informan RI: 9 Maret

2020)

“semua kartu bisa diusulkan”

(Informan RI: 9 Maret 2020)

2. TahapPenetapad™enerim
PIP

“item untuk pengusulan melalui

dapodik karena disitu ada item

pekerjaan orang tua, penghasilan

orang tua, jumlah saudara berapa.

layak atau tidak oleh

kementerian” (Informan SA: 10

Februari 2020)

[13

ya disitu ada item jumlah

anggota  keluarganya  berapa,
penghasilan orang tua berapa,

mata pencaharian orangtua apa.

Di dalam dapodik itu ada item -

pelaks
terleta
dinas
selalu
aintuk
siswa
denga

seben:
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kementrian di SK-kan” (Informan
SA: 10 Februari 2020)

“ya di situ ada apa jumlah anggota
keluarganya berapa, terus
penghasilan orang tuanya berapa,
terus mata pencaharian orang tuanya
apa. Di dalam dapodik itu ada item-
item untuk mengetahui anak ini
layak ndak diusulkan  PIP”
(Informan SA: 10 Februari 2020)
“ada  beberapa indikator yang
pertama anak terkena bencana, anak
yang orang tuanya terancam pidana,
keluarga miskin, yatim piatu, putus
sekolah. 1Ini faktor —faktornya,
didapodik kan ada beberapa point
saya pilih saja. Miskin disini ada
standartnya biasanya kami melihat

dari satu nggak punya motor,

item untuk mengetahui anak ini
layak atau tidak diusulkan sebagai
penerima PIP” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“ada beberapa indikator yang
pertama anak terkena bencana,
anak yang orang tuanya terancam
pidana, keluarga miskin, yatim
piatu, putus sekolah. Ini faktor —
faktornya, didapodik kan ada
beberapa point saya pilih saja.
Miskin disini ada standartnya
biasanya kami melihat dari satu
nggak punya motor, rumahnya
juga ya layak huni tapi tidak
standartnya biasanya kan
standartnya rumah sekian luasnya
itu  kecil, penghasilan orang

tuanya dibawah Rp. 1.000.000.
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rumahnya juga ya layak huni tapi

tidak standartnya biasanya kan
standartnya rumah sekian luasnya itu
kecil, penghasilan orang

dibawah Rp. 1.000.000. Kemudian

tuanya

yatim piatu yang diutamakan tapi
kita lihat itu miskin atau tidak kalau

miskin ya kita wusulkan kalau
hartanya lebih ya nggak kita usulkan.
Jadi ada beberapa faktor itu lewat

dapodik lha nanti pihak pusat yang
Jadi lihat

merealisasikan. cuma

didapodik nanti saya sinkronkan
nanti pusat yang menyeleksi kira —
kira anak ini benar — benar mampu
atau tidak dilihat dari data dari yang

saya saya usulkan biasanya kan adal
rincian nama orang tua, alamat,

pekerjaan, penghasilan. Kalau itu

Kemudian yatim piatu yang
diutamakan tapi kita lihat itu
miskin atau tidak kalau miskin ya

kita usulkan kalau hartanya lebih
ya nggak kita usulkan. Jadi ada
beberapa faktor itu lewat dapodik

lha nanti pihak pusat yang
merealisasikan. Jadi cuma lihat
didapodik nanti saya sinkronkan
nanti pusat yang menyeleksi kira
— kira anak ini benar — benar
mampu atau tidak dilihat dari data

dari saya usulkan

yang

biasanya kan ada rincian nama

saya
orang tua, alamat, pekerjaan,

penghasilan. Kalau itu sudah
biasanya nanti di tentukan kuota
yang ada jadi tidak semuanya

dapat semisal tahun ini kuota dari
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sudah biasanya nanti di tentukan
kuota yang ada jadi tidak semuanya
dapat semisal tahun ini kuota dari

pemerintah hanya sekian miliyar ya
dibagi  seluruh  sekolah  yang
mengusulkan lha perkabupaten di
jatah berapa ratus anak kalau
sekiranya anggarannya banyak ya
dapat banyak, biasanya dibagi rata.
Biasanya Operator diusulkan yang
siswanya banyak itu dijatah sekian
tapi  setiap tahun  bergiliran
bergantian kalau PIP” (Informan RI:

9 Maret 2020)
3.TahapPenyaluraBanadan
Pengambilan Dana PIP
“setelah SK Kementerian, kita

diinformasikan oleh Kementerian via

WA SK 1 2 3 4 dicek dimanajemen

pemerintah hanya sekian miliyar
ya dibagi seluruh sekolah yang
mengusulkan lha perkabupaten di
jatah berapa ratus anak kalau
sekiranya anggarannya banyak ya

dapat banyak, biasanya dibagi
rata. Biasanya Operator diusulkan

yang siswanya banyak itu dijatah

sekian  tapi setiap  tahun
bergiliran bergantian kalau PIP”

(Informan RI: 9 Maret 2020)

3.Tahap Penyaluran Dana dan

Pengambilan Dana
“kita di informasikan kemnterian
via WA SK tahap 1 sampai 4
penerima PIP, dicek dimanajemen
PIP secara online kita teruskan ke

sekolah. Sekolah ngecek disitu
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PIP secara online diberikan Kkita
teruskan kebawah ke sekolah sekolah
ngecek disitu ada SK 12 3 4 tidak
semua sekolah kan dapat mungkin
123 mungkin sekolah ini hanya
mendapat SK 1 dan 3 mungkin yang
ada di

mendapat semua

juga
download daftar nama penerima itu
di download disitu ada di SOPnya
sudah ada. Kalau sudah di download
apa itu sekolah membantu dalam
proses pencairan dana tersebut.
Dalam arti membantu begini, nek
gung nduwe rekening otomatis kan
buka sekolah  kan

buka

rekening
memfasilitasi ~ persyratane
rekening ki opo ae nah dikoletif oleh
sekolah setelah itu sekolah ke BRI

untukmenyerahkan berkas berkas

ada SK 1,2,3,4 tidak semua

sekolah mendapatkan, kemudian

di download daftar nama
penerima PIP. Kalau sudah
didownload sekolah membantu

dalam proses pencairan dana

tersebut. Dalam arti membantu
begini, lak gung nduwe rekening
buka

dikolektif oleh sekolah setelah itu

otomatis rekening. Nah
sekolah menyerahkan berkas ke
BRI diperiksa
dikerjakan oleh BRI. Kemudian

untuk dan
menunggu waktu seminggu atau
dua minggu tanggal sekian di
infokan suapaya siswa dan orang
tua datang ke BRI untuk
membuka buku rekening. Selain

itu, petugas BRI juga datang
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diperiksa dan dikerjakan oleh BRI
kan tidak langsung jadi soalnya oleh
BRI dijadwalkan baik pak berkas
saya terima tolong nanti panggil
atau dua

umpane satu minggu

minggu tanggal sekian siswa dan

orang tua supaya dihadirkan ke BRI
untuk membuka buku rekening jadi
siswa dan orang tua ke BRI ada juga

sing lain petugas kan lain ada juga
yang petugas
BRInya

datang kesekolah
petugas membantu
membukakan buku tabungan tanda
tangan,ngisi datanya anak, dan
seterusnya setelah buku tabungan
rekening tadi sudah jadi dana kan
langsung ada di situ saat itu juga

orang tua dan siswa bisa mengambil

seluruhnya atau bisa mengambil

kesekolah membantu

membukakan buku
tabungan,tanda tangan,ngisi data
anak, dan seterusnya setelah buku
tabungan jadi dana langsung di
di  buku

transfer rekening

penerima orang tua dan siswa bisa

mengambil  seoenuhnya  atau
mengambil sebagian  terserah
orang tua. Pengambilan dana

harus diwakili wali murid atau
wakil dengan membawa surat
kuasa perwakilan karena anak
belum cukup umur” (Informan
SA: 10 Februari 2020)

“PIP sekarang langsung ke
rekening siswa mbak, saya hanya
bertugas untuk mendampingi pas

dana cair di BRI’ (Informan D: 28
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sebagian  terserah  orang tua.
Pengambilan dana harus diwakili
orang tua wali murid siswa atau
wakil dengan memberikan surat
kuasa perwakilan karena anak belum
cukup umur” (Informan SA: 10
Februari 2020)

“PIP sekarang langsung ke rekening
siswa mbak, saya hanya bertugas
untuk mendampingi pas pencairan
dana cair di BRL.” (Informan D: 28§
Januari 2020)

“iya ada, kalau mau mengambil tapi.
Kalau mengambil fotocopy KK,
KTP, raport, sama surat keterangan
dari sekolah.” 17

Februari 2020)

(Informan D:

“ya itu tadi membawa persyaratan ke

bank BRI, terus ngurusi administrasi

Januari 2020)
“iya ada, kalau mau mengambil
bawa syarat fotocopy KK, KTP,

raport, sama surat keterangan dari

sekolah.”  (Informan D: 17
Februari 2020)
“ya itu tadi membawa

persyaratan ke bank BRI, terus
ngurus administrasi kalau belum
ada yang buka
mbantu buka
(Informan D: 17 Februari 2020)
“heeh, KTP ditunjukne

rekening ya

rekening.”

sing

ngurusi  gurune terus ngisi
formulir terus ditumpuk. Mari
ngono sing numpuk yo gurune
wayahe cair diomongne wali
murid kon njupuk dewe —dewe

ning Bank” (Informan M: 29
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kalau belum ada yang buka rekening
ya mbantu bukakne.” (Informan D:
17 Februari 2020)

“heeh, KTP ditunjukne sing ngurusi
guru ne mergo lak dewe — dewe ng
yo anu wi lo ngisi formulir BRI
ditumpuk. Mari ngono sing numpuk
gurune wayahe cair diomongne wali
murid kon njupuk dewe — dewe ning
Bank”
2020)

(Informan M: 29 Januari

“dinas memberi informasi ke

operator langsung lihat link gitu ajal
wes. Ada namanya, itu sudah ada
nama penerima yang dapat PIP
jumlah nominalnya,terus no rek nya
bank itu langsung saya minta ke by
Diana ke bank kira kira

Januari 2020)

“dinas memberi informasi ke
operator. Ada namanya, itu sudah
ada nama penerima yang dapat

) PIP jumlah nominalnya,terus no
rek nya bank itu langsung saya
minta ke bu Diana ke bank kira —
kira persyaratanya

apa saja

dilengkapi biasane ada surat
pengantar dari kepala sekolah,
surat pernyataan, raport, fotocopy
KK KTP serahkan kebank nanti
kita buat rekening bagi yang
belum punya, bagi yang punya
nanti  langsung  masuk ke
rekening. Yang mengambil adalah
siswa itu sendiri didampingi wali

murid, dan sekolahan tidak berhak

persyaratanya apa saja dilengkapi

untuk mengambil itu” (Informan
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biasane ada surat pengantar dari
kepala sekolah, surat pernyataan,
raport, fotocopy KK KTP serahkan
kebank nanti kita buat rekening bagi
yang belum punya bagi yang punya
nanti langsung masuk ke rekening.
Yang mengambil adalah siswa itu
sendiri didampingi wali murid, dan
sekolahan tidak berhak untuk
mengambil itu” (Informan RI: 9
Maret 2020)
4.Tahap

Pengaduan

Pelaporan atau

“ada melalui saya sendiri, lapor

kesaya nanti dicek dilapangan

ditindak lanjuti ya seperti kasus
mabung tadi” (Informan SA: 13

Februari 2020)

“nggak ada paling hanya pembukuan

RI: 9 Maret 2020)
4.Tahap Pelaporan atau
Pengaduan
“ada melalui saya sendiri, lapor ke
saya nanti dicek ke lapangan
kemudian ditindak lanjuti seperti
kasus mabung” (Informan SA: 13
Februari 2020)
“nggak ada paling hanya
pembukuan siapa yang menerima
PIP” (Informan D: 17 Februari
2020)
“nggak ada ini kan bantuan sosial
yang diberikan pemerintah ke
warga negara contohnya raskin
enek BLT diberikan bantuan tunai
negara memberikan intensif dana
ke untuk

warga masyarakat

kebutuhan mereka, umpamanya
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siapa yang menerima PIP” (Informan
D: 17 Februari 2020)

“nggak ada ini kan bantuan sosial
yang diberikan pemerintah ke warga
negara contohnya raskin enek BLT
diberikan bantuan tunai negara
memberikan intensif dana ke warga
masyarakat untuk kebutuhan mereka,
umpamanya mendapat satu juta beras
ini itu kan warga masyarakat tidak
PIP

melaporkan, demikain

juga
nggak ada laporan harus memberikan
kwitansi untuk membeli seragam,
membeli perlengkapan alat belajar,

»

alat tulis siswa, nggak ada
(Informan SA: 13 Februari 2020)
5.Tahap Monitoring
“langsung sekolah,kita kan personil

terbatas Kabupaten hanya saya yang

mendapat satu juta beras ini itu
tidak

melaporkan, demikain juga PIP

kan warga masyarakat

nggak ada laporan  harus
memberikan ~ kwitansi  untuk
membeli  seragam,  membeli

perlengkapan alat belajar, alat
tulis siswa, nggak ada.” (Informan
SA: 13 Februari 2020)
5.Tahap Monitoring
“monitoring langsung sekolah,
personil kita terbatas kabupaten
hanya saya yang menangani. Kita
hanya menginformasikan dan kita
berikan aturan main kegunaan PIP
untuk kebutuhan personal siswa
dalam menempuh pendidikan
seperti

seragam,buku,  sangu

sekolah ojo sampek digawe tuku
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nangani kita informasikan kita
berikan aturan main kegunaan PIP
kebutuhan

itu  untuk data opo

personal siswa dalam data
menempuh pendidikan kebutuhan
siswa pribadi nah kebutuhan siswa
pribadi ini sing enek perannya dalam
rangka memperoleh pendidikan tadi
seragam,buku,sangu sekolah, thethek
mbengeng ojo sampek di gawe tuku
pulsa mboke digawe buwoh,digawe
tuku beras. Begitu” (Informan SA:
10 Februari 2020)
“monitoring serampangan,

maksdunya serampangan begini
kalau kita ada agenda ke sekolah
agenda yang lain PIP itu kita tanya

piye PIPne sudah dicairkan terus

kegunaan sekolah kita wanti — wanti

pulsa mboke digawe buwoh
digawe tuku beras.” (Informan
SA: 10 Februari 2020)

“monitoring serampangan,
maksudnya begini kalau kita ada
agenda ke sekolah sekalian kita
tanya piye PIPne sudah dicairkan|
atau belum, terus kegunaan PIP.
Sekolah kita wanti — wanti jangan
sampai sekolah itu intervensi iki
dicairno

duwit bar

sekolah

digowo

ngko terus dinggo
administrasi dinggo tuku buku
nggak boleh pokoke uang harus
diberikan ke siswa, sekolah hanya
menginformasikan saja gak iso
menekan uang PIP.” (Informan
SA: 10 Februari 2020)

terkait

“controling pengusulan
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jangan sampai sekolah itu intervensi
ki duwit bar dicairno digowo sekolah
ngko terus dipotong  dinggo
administrasi dinggo tuku buku nggak
boleh pokoke uang harus diberikan
ke siswa sekolah hanya sebatas apa
itu menginformasikan saja gak iso
maksude menekan anu kan gak iso
uang dananya kan dibawa anak dan

10

»

orang tua.

Februari 2020)

(Informan SA:

“controling terkait pengusulan nek
pengusulan kita tidak ada controling
soalnya kan dapodik secara online

langsung ke kementerian kita kan

hanya apa ya ya tadi sebatas
menyebar informasi terus ketika
pencairan kita hanya

menginformasikan saja tidak ada

kita tidak ada controling soalnya
melalui dapodik secara online
langsung ke kementerian kita

hanya sebatas menyebar informasi
terus ketika pencairan kita hanya
menginformasikan saja tidak ada
potongan sepeserpun, kegunaan
PIP jelas untuk dana personal
pendidikan siswa.” (Informan SA:

10 Februari 2020).

“tetap setiap saat kita
informasikan tolong pengusulan
sesuai dengan realitas yang ada,
boleh mengusulkan secara
maksimal tapi pedomannya anak
dari keluarga mampu seperti anak
pegawai negeri, anak perangkat
desa, dan lain sebagainya yang

sekiranya mampu tolong jangan
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potongan sepeserpun, kegunaan PIP
jelas untuk dana personal pendidikan
siswa.” (Informan SA: 10 Februari
2020)

“tetep kita setiap saat tetep Kkita
informasikan tolong pengusulan itu
sesuai dengan realita yang ada, boleh
mengusulkan secara maksimal tapi
patokannya umpanya anak pegawai
negeri, anak perangkat desa yang
sekiranya mampu tolong jangan
diusulkan jagani kalau terjadi
permasalahan  dikemudian  hari
umpamane kabeh diusulno delalah
iki sing kudune oleh malah gak oleh

sing iki kudune gak oleh malah oleh

begitu” (Informan SA: 13 Februari
2020)

diusulkan jagani kalau terjadi
permasalahan dikemudian hari
umpamane kabeh diusulno delalah
iki sing kudune oleh malah gak
oleh sing kudune gak oleh malah
oleh.” (Informan SA: 13 Februari
2020)
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Faktor
penyebab dan
Hambatan
Program
Indonesia

Pintar

“kadang sekolah ngusulno sak
penake kuabehhhhh diusulne mboh
wi anake pegawai negeri mboh wi
anake perangkat, anake
pengusaha,anake pedagang, petani
silahkan mengusulkan tetapi yang
sekiranya anake @ PNS  anake
pengusaha sing mampu tolong
jangan diusulkan. Tapi hanya
sebatas informasi saja soalnya gini
SKya kan bertahap mbak pernah
kejadian SK tahap satu kuwi sing
nompo anake tentara kadangkan coro
layak tidak layak kan mustahil anake
tentara dibawah kemiskinan
dibanding yang lain maksud saya ini

mendapat, anake tukang mbecak gak

“kadang sekolah ngusulno sak
penake kabeh diusulne, mboh wi
anake pegawai negeri, mboh wi
anake perangkat, anake
pengusaha, anake pedagang,
petani silahkan mengusulkan tapi
sekiranya anake PNS, anake
pengusaha sing mampu tolong
jangan  diusulkan. Pernah
kejadian SK tahap satu kuwi sing

nompo anake tentara coro tidak
layak kan mustahil anake tentara
dibawah kemiskinan dibanding
yang lain seperti anake tukang
mbecak gak oleh, terus moro ning

gonanku saya telusuri saya cek

ternyata anake tukang mbecak

Pengu
yang

sekola
denga
semua
menja
peneri
terseb
satu f
terjadi
tepata
diman
seleks
siswa

layak

sebag:
Sehin;
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oleh moro ning gonanku saya
telusuri saya cek ternyata anake
tukang mbecak maeng ikut SK sing
mburi jenenge masyarakat dibawah
sing SK pertama loh anake tentara lo
oleh kok aku gak oleh itu salah
satunya akibat sekolah lak ngusulno
sembarangan. Kita tidak mempunyai

deteksi ” (Informan SA: 10
Februari 2020)

itu.

“nggak kita hanya didalam aplikasi

online kami hanya diberi untuk

memantau  saja  jadi  nganjuk

nompone PIP wi piro iso kecamatan
mana- mana kita dapat pantau sing

wes dicairno sing urung terus

kendalane disitu ada prosentase

umpamane kecamatan Tanjunganom

Jumlah penerima PIP taruhlah 8 rb

maeng ikut SK sing mburi.

Sementara SK pertama anake

tentara oleh itu salah satu akibat

sekolah lak ngusulno
sembarangan. Kita tidak
mempunyai deteksi itu.”

(Informan SA: 10 Februari 2020)
“nggak kita hanya monitoring
melalui aplikasi online kami
hanya diberi untuk memantau saja
jadi nganjuk nompone PIP wi piro
iso kecamatan mana — mana Kkita
dapat pantau sing wes dicairno,
sing urung terus kendalane opo.
(Informan SA: 10 Februari 2020)
“PIP tidak tepat sasaran yang
namanya data itu sudah menjadi
masalah nasional, dimana — mana

kita lihat di televisi program yang

menye
dari k
mend:
PIP d
diusul
sekola
peneri
kuran;
penga
monite
dilaku
pendic
Nganj
menye
bebere
perma
pelaks
dianta

tepatn
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sekian sing uwes mlebu rekening
sekian sing durung mlebu sekian
soalnya begini mbak sing durung
mlebu rekening yang pertama

penerima PIP yang baru kan
otomatiskan tidak punya rekening
berarti buka rekening lha kalau
belum dibuka untuk siswa penerima
orang tua dibantu sekolah disini
muncul datanya tidak bergerak
jumlah penerima PIP Tanjunganom 8
rb sing wes aktivivasi 5 rb sing 5 rb
belum aktivisasi lha sing belum
ini

aktivisasi belummempunyai

rekening ini lak gung dibukane
rekening 5rb gak kenek lak wes
dibukane rekening datanya kan
menurun lha pergerakan itu yang

bisa pantau. Kami hanya bisa nagih

lain kuwi sing numpah sepedah
motor oleh program keluarga
harapan oleh, bantuan lain malah
sing sugih oleh bantuan demikian

juga PIP kalau tugas hanya
menginformasikan saja lagi — lagi
soale sing ngeklik layak tidak
layak kan sekolah awakdewe
nggak ada controling lak ngontrol

sak negoro nganjuk kan nggak
bisa.” (Informan SA: 13 Februari
2020)

“tepat tidak tepatnya sasaran itu

tergantung dapodik karena
melalui

SA: 13

pengusulan siswa
dapodik.”(Informan
Februari 2020)

“gini kalau tidak tepat sasaran

ada

bantuan apapun itu pasti

Progre
Pintar
Dinas
tidak

untuk
memo
pengu
dikare
pendic
terliba
validit
verifik
siswa

dari |
mamp
layak

bantue
itu, d

hanya
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hei Tanjunganom nyapo to kok
pergerakan rekeningmu lambatmen
kendalane opo kendalane yang
pertama kebanyakan di BRI kan
tenaganya terbatas juga melayani
nasabah yang lain disamping itu
ketentuan di BRI kan banyak berkas

ditumpuk ning mejo petugas BRI lha
iki gak digarap- garap karo BRI nah

gak digarap- garap otomatis kan
terhambat data aktivasi rekening tadi
kami share kegroupnya operator PIP

tolong kalau pemberkasan rekening
minta tanda terima diterima tanggal
berapa taruhlah 1 atau maksimal 2
tidak
maksude kok gak dipanggil- panggil

BRI

minggu  berkas dilayani

karo tolong difoto tanda

terimanya dikirimkan ke Wa saya

namanya margin errornya itu
berapa ya kalau nggak salah 6 — 8
% maksudnya tingkat kesalahan
data tetap ada termasuk juga
pengusulan  kadang  sekolah
namanya usul ya urung karuan
oleh semua diusulkan semua,
sedangkan sesuai aturan petunjuk
yang layak diusulkan itu yang
dibawah garis kemiskinan tapi
acuan orang tua miskin atau layak
tidak layak itu nggak ada hanya
pandangan kita secara subyektif
seperti orang sakit meskipun
kategori menengah rame — rame
minta surat miskin inyuk bantuan
demikian juga PIP rame — rame
miskin

mengatakan  keluarga

padahal strata ekonominya

fasilit:
dapod
memo
siswa
menca
yang

menca
tidak t
dikare
diusul
sering
pengu
siswa
layak
mener
tepat

tergan
pengu

melalt
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nanti saya bantu untuk nagih ke BRI
ya yang saya tagih BRI pusatnya sini
nganjuk pak buk ini tolong
kecamatan Tanjunganom atas nama
SD ini berkas sudah dua minggu
tidak di layani lha BRI Nganjuk
ganti ke bank BRI Tanjunganom
untuk ngecek berkas SD ini kok
belum dilayani biasanya begitu.
Kami ada kerjasama dengan BRI
cabang nek BRI cabang lelet saya

ganti melaporkan ke BRI Korwilnya

Malang kalau sini kan ikut wilayah
Malang kita laporkan saya sudah
laporkan ke BRI cabang kok belum
ditindak lanjuti ganti BRI Korwil
intervensi ke BRI cabang soalnya
dipusat sudah ada Mou bahwa

pelaksanaan PIP ini adalah program

menengah karena ada bantuar

mereka  juga  menginginkan
bantuan. Disamping itu termasuk
pengusulan sekolah kan secara
online langsung kita tidak ada
intervensi mereka mengusulkan
saja. Sedangkan real keadaan anak
tersebut mungkin termasuk
keluarga menengah atau mampu
digebyah oyah sama sekolah.”
(Informan SA: 13 Februari 2020)
“PIP saiki sing nangani pusat
langsung mbak, hanya sebatas
online ketika dana cair dinas
pendidikan bilang tolong cek
dapodik mengenai daftar nama
PIP.

siswa yang menerima

Sekolah tidak ikut menangani

lagi. Bentuk koordinasi dengan

Sumb
pelaks
menja
penye
pemil;
daya
hanya
waktu
pelaks
luang
pelaks
alasan
terpili
koordi
Sehin;
koordi
menja
sepert

yang
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dari pak presiden harus diskala

prioritaskan ~ tidak ~ admnistrasi
biasane kan lak mbukak rekening
harus ada minimal lak diambil kudy
nyisa iki gak buku rekening tetap

hidup karena sudah ada Mou dengan

pihak BRI” (Informan SA: 10
Februari 2020)
“PIP tidak tepat sasaran yang

namanya data itu sudah menjadi
masalah nasional mbak dimana —

mana kita mersani ditelevisi sing

program yang lain kuwi sing
numpaksepedah montor oleh
program keluarga harapan oleh

bantuan lain malah sing sugih enthuk
PIP juga demikian ya kalau tugas

hanya menginformasikan saja lagi —

lagi soale sing ngeklik gake kan

dinas hanya sebatas itu, ketika

dana cair siapa saja yang
menerima kita cek melalui SK
dari dinas pendidikan” (Informan
RI: 28 Januari 2020)

“1iya, lak survei itu ya guru guru
yang lebih dekat dengan siswa
kann tau kondisi siswa. Tapi saya

surat

Lha

mengacunya dari

ya

keterangan  dari  desa.
prosesnya KIP itu jatuhnya lewat
desa bukan sekolah,itu yang saya
anehkan yang mengurusi sekolah
desa.”

tapi lewat

(Informan RI: 9 Maret 2020)

prosesnya

“ditunjuk aja mbak, siapa yang

mampu soale tugasku Cuma

pencairan dana aku dibertahu pak

Ikhsan kalau dana turun aku yang

menja
PIP
kelas

sebag;
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sekolah awakdewe kan nggak ada
controling lak ngontrol sak negoro
nganjuk kan nggak bisa” (Informan
SA: 17 Februari 2020)

“tepat tidak tepatnya sasaran itu
tergantung dapodik karena
pengusulan siswa melalui dapodik”
(Informan SA: 13 Februari 2020)
“kalau gini kalau tidak tepat sasaran
itu bantuan apapun itu pasti ada
namanya margin errornya itu berapa

kalau nggak salah 6-8 %

ya
maksudnya tingkat kesalahan data
tetep ada termasuk juga pengusulan
kadang sekolah gini namanya usul ya
urung karuan oleh oleh sekolah
diusulkan semua sedangkan apa
sesuai aturan sesuai petunjuk yang
itu  kan

layak diusulkan yang

ngurusi. Kalau pengusulan siswa

yang ngupload lewat dapodik itu

tugas pak  ikhsan  sebagai
operator” (Informan D: 17
Februari 2020)

“ ini sebenarnya bukan tugas saya,

saya hanya nyambi sebagai
operator kan saya juga jadi wali
kelas 6” (Informan RI: 9 Maret

2020)
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dibawah garis kemiskinan tapi acuan

memiskinkan orang tua miskin atau
layak tidak layak itu kan nggak ada
hanya pandangan kita secara
subyektif seperti orang sakit mereka|
meskipun kategori menengah rame
rame minta surat miskin untuk
bantuan juga demikian itu biasanya
rame rame mengatakan keluarga kita

miskin demikian juga ini ada yang
strata ekonominya seharusnya itu
menengah tetapi karena ada bantuan

mereka juga menginginkan bantuan
disamping itu termasuk juga
pengusulan sekolah itu kan secara
online langsung tidak ada kita tidak
ada intervensi mereka mengusulkan
saja sedangkan real anak tersebut kan

mungkin termasuk keluarga
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menengah dadi digebyah oyah sama
sekolah” (Informan SA: 13 Februari
2020)

“PIP saiki sing nangani pusat
langsung mbak, hanya sebatas online

ketika dana cair dinas pendidikan
bilang tolong cek dapodik mengenai

daftar nama siswa yang menerima
PIP. Sekolah tidak ikut menangani

lagi. Bentuk koordinasi dengan dinas

hanya sebatas itu, ketika dana cair

siapa saja yang menerima kita cek

melalui SK dari dinas pendidikan”

(Informan RI: 28 Januari 2020)

“ iya, lak survei itu ya guru guru
yang lebih dekat dengan siswa kann
tau kondisi siswa. Tapi saya

mengacunya ya dari surat keterangan

dari desa. Lha prosesnya KIP itu
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jatuhnya  lewat  desa  bukan
sekolah,itu yang saya anehkan yang
mengurusi sekolah tapi prosesnya
lewat desa.” (Informan RI: 9 Maret
2020)

“ya ditunjuk aja mbak, siapa yang
mampu  soale  tugasku  cuma
pencairan dana aku diberitahu pak
Ikhsan kalau dana turun ganti aku

yang ngurusi. Kalau yang ngupload
di dapodik itu tugasnya pak Ikhsan
sebagai operator” (Informan D: 17

Februari 2020)

“ ini sebenarnya bukan tugas saya,

saya hanya nyambi sebagai operator
kan saya juga jadi wali kelas 6”

(Informan RI: 9 Maret 2020)

Pemanfaatan

dana Program

“bantuan pure diberikan untuk siswa

tidak boleh ada potongan atau

“bantuan pure diberikan untuk

siswa tidak boleh ada potongan

Bantu

untuk
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Indonesia

Pintar

pengurangan harus utuh diterima
siswa” (Informan SA: 13 Februari
2020)

“kegunaan PIP itu untuk data opo
kebutuhan personal siswa dalam data
menempuh pendidikan kebutuhan
siswa pribadi nah kebutuhan siswa
pribadi ini sing enek perannya dalam
rangka memperoleh pendidikan tadi
seragam,buku,sangu sekolah, thethek
mbengeng ojo sampek di gawe tuku
pulsa mboke digawe buwoh,digawe
tuku beras. Begitu” (Informan SA:
10 Februari 2020)

“yo tak tukokne seragam,tak tukokne
pokok tak gawe sekolahe bocahe. Ra
wani to wong jenenge duwit e
pemerintah. digawe tuku seragam

sepatu, kas” (Informan M: 29 Januari

atau pengurangan harus utuh
diterima siswa.” (Informan SA: 13
Februari 2020)

“kegunaan PIP untuk kebutuhan
personal siswa dalam menempuh
pendidikan seperti buku, peralatan
sekolah, perlengkapan sekolah,
sangu, dan lain sebagainya. ojo
sampek digawe tuku pulsa mboke,
digawe buwoh , digawe tuku
beras.”(Informan SA: 10 Februari
2020)

“yo tak tukokne seragam, tas,
sepatu, kas sekolah tak tukokne-
kebutuhan

pokok tak gawe

sekolahe bocahe. Ra wani to
wong jenenge duwit e pemerintah.
(Informan M: 29 Januari 2020)

“yo digawe tuku buku, gawe

boleh
atau
siswa
bantue
Pemar
harus
meme
pendic
sepert
sekola
sekola
kebutt
pendic
Wali
mengs
untuk
kebutt
anak

memb
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2020)

13

yo digawe tuku buku, gawe

keperluan sekolah. Karo sekolahane
dihimbau dana gak oleh digawe sak
sekolah”

liyane tuku kebutuhan

(Informan T: 6 Maret 2020)

keperluan sekolah. Karo

sekolahane dihimbau dana gak
oleh digawe sak liyane tuku
kebutuhan sekolah” (Informan T:

6 Maret 2020)

sekola
perala
sepert
buku,

sebag;

Kondisi
Keluarga
Penerima
Program
Indonesia

Pintar

13

yo alhamdullilah cukup cukup
ae,kudu iso mengatur penghasilan
dari suami mbendinone piro digawe
kebutuhan, digawe masalah
pendidikan anak yo kudu pinter
ngatur” (Informan M: 29 Januari
2020)

“ yo sanggup ae mbak, wong niat
sekolah. Kan lak SD saiki gratis
biayane gak terlalu akeh” (Informan

T: 6 Maret 2020)

“ yo alhamdullilah cukup cukup
ae,kudu iso mengatur penghasilan
suami mbendinone

dari piro

digawe kebutuhan, digawe
masalah pendidikan anak yo kudu
pinter ngatur” (Informan M: 29
Januari 2020)

“ yo sanggup ae mbak, wong niat
sekolah. Kan lak SD saiki gratis
akeh”

biayane gak terlalu

(Informan T: 6 Maret 2020)

Sebelt
wali
untuk
pendic
meme
pendic
denga
yang
itu, j
Dasar
biaya
sehing

dapat
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pendic

Dampak
Program
Indonesia

Pintar

“dampaknya ya angka putus sekolah
hampir 0 persen dadi emang tujuan
PIP itu kan yang pertama membantu

siswa yang tercantam DO karena
masalah pembiayaan diberikanlah
kartu maksude diberikan kartu gawe

sing asale gak sekolah ditarik iso
sekolah maneh lha sing sekolah
kebentur bisa

karena biaya

memanfaatkan PIP itu dalam
pembiayaan sekolah nak pembiayan
sekolah SD kan gratis.” (Informan
SA: 13 Februari 2020)

“kecil kecil sekali, kenek PIPe yo
hampir 0 kalau di SD itu nggak ada
angka putus sekolah DOnya ya
karena broken home. Selama ini ya

kami data ya seperti itu,nggak ada

“dampaknya angka putus sekolah
hampir 0 persen dadi emang

tujuan  PIP pertama

yang
membantu siswa terancam DO
karena  masalah  pembiayaan
diberikanlah bantuan gawe sing
gak sekolah ditarik iso sekolah
maneh lha sing sekolah karena
kebentur biaya bisa memanfaatan
PIP dalam pembiayaan sekolah
kalau SD kan gratis” (Informan
SA: 13 Februari 2020)

“kecil sekali, kenek PIP yo
hampir 0 kalau di SD itu nggak
ada angka putus sekolah Donya
karena broken home. Selama ini
kami data ya seperti itu, nggak

ada yang nggak bisa mbyar di

PIP
dampe
meng:
pendic
Kabur
PIP
keberr
peneri
dalam
beban
pendic
serta
kebutt

anak.
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yang karena nggak bisa mbayar di
Nganjuk seperti itu. Apalagi kan SD
tidak bayar uang sekolah hanya buku
saja” (Informan SA: 13 Februari
2020)

“dampaknya ya kurang lebih
membantu kebutuhan siswa bisa
bayar sekolah, dan lain — lain”
(Informan D: 17 Februari 2020)

“yo alhamdulillah yo iso coro anu
meringankan anu ngono wi lo iso
gawe tuku seragam, gawe keperluan|
sekolah” (Informan M: 29 Januari
2020)

“yo mbantu gawe tuku kebutuhan

sekolah” (Informan T: 6 Maret 2020)

Nganjuk seperti itu. Apalagi kan
SD tidak bayar uang sekolah
hanya buku saja.”(Informan SA:
13 Februari 2020)

“dampaknya kurang lebih
membantu kebutuhan siswa bisa
bayar sekolah, dan lain — lain.”
(Informan D: 17 Februari 2020)
“yo alhamdulillah meringankan
iso gawe tuku seragam,keperluan
sekolah” (Informan M: 29 Januari
2020)

“ yo mbantu gawe tuku kebutuhan
sekolah” (Informan T: 6 Maret
2020)
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LAMPIRAN C. DOKUMENTASI

Gambar 0. 2 Wawancara dengan Informan D
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RENCANA KEGIATAN SEROLAT
SIN TAWINGANY |
NN 20g, 0

Gambar 0. 4 Wawancara Informan M
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Gambar 0. 6 Observasi Dapodik Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk
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TUJUAN

PIP

Program ini bertujuan untuk

Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai
dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan
pendidikan sampai tamat satuan pendidikan
menengah untuk mendukung pelaksanaan
Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib
Belajar 12 Tahun.

Meringankan biaya personal pendidikan

Mencegah peserta didik dari kemungkinan
putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan
pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau
tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan
layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)/Balai
Latihan Kerja (BLK) atau satuan pendidikan
nonformal lainnya.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaar

#AyoBelaja r @ indonesiapintarkemdikbud.go.id @ 0857 7529 5050/ 0811 976 9

Peserta didik dari 6 Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin
: [

keluarga pemegang : yvang terancam putus sekolah atau peserta d
KIP/KKS/KPS; dengan per bangan khusus lainnya, seperti:
a. Kelainan fisik, korban musibah, dari orang

Peserta didik dari keluarga tua PHK, di daerah konflik dari keluarga
peserta Program Keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih
Harapan (PKH); dari 3 saudara yang tinggal serumah;

. i puh stu ahlian
Peserta didik yang berstatus ; PC pertanian, perikanan,
yatim piatu/yatim/piatu dari i e
Tl /o antisasial/ant pelayar emaritiman.serumah;

asuhan;
Peserta pada lembaga khusus atau

Peserta didik yang terkena 7 satuan pendidikan nonformal
dampak bencana alam; lainnya.

Peserta didik yang pernah
drop out;

gr? Kartu Indonesia Pintar 1

#AyoBelajar

Sumber. Patunjuk Pelaksanasn Program Indonesia Pintar 2014

@ ndonesiapintarkemdikbud.go.id 0857 7529 5050 /0811 976 929

Gambar 0. 8. Prioritas Penerima Program Indonesia Pintar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Alur Pemanfaatan PIP bagi yang Tidak Memiliki KIP

Daftar siswa yang tidak ber-KIP DAPODIK

peserta didik ke Dapodik.

‘® Menyampaikan daftar usulan
ke dinas pendidikan setempat
{untuk 5D dan SMP).

» » » »
T > > > T >
| I
® Anak mendaftarkan diri | [ dan . kan SK penerima dana ® Menyetujui usulan dari | ® Membuat rekening PIP
sebagai calon penerima PIP ke daftar peserta didik sebagai PIP sesuai data Dapodik. sekolah/SKB/PKBM/LKP. perpeserta didik penerima
sekolah/SKB/PKBM/LKP. | calon penerima PIP. ® Untuk SMA dan SMK ] p skan | berdasarkan SK direktorat
| ® Memasukkan daftar usulan SK dari Direktorat Pembinaan usulan dari | teknis.
| Pendidikan dan PKBM/LKP ke .
| |

/ Sekolah/SKB/PKBM/
&Lemhaga Kursus/Pelatihan
O e

swa/Anak
(6-21 th) ;

peserta
dan persyaratan lain untuk didik atau keluarganya bahwa
pengambilan dana

® Mengambil dana PIP di

Kesetaraan dan Direktorat
Pernbinaan Kursus dan Pelatihan.

® Menginstruksikan lembaga
penyalur untuk mentransfer
dana PIP ke rekening peserta
didik.

® Menyampaikan 5K penerima
PIP ke sekolah/dinas pendidikan

lembaga penyalur

|
|
I
|
. surat k I e
|
|
I
|

® Menginformasikan
jadwal/teknis kepada peserta
didik untuk pencairan dana PIP.

L kab/kota dengan tembusan ke
dana siap dicairkan. dinas pendidikan provinsi.

. surat .
untuk pencairan dana PIP. pencairan dana PIP.

direktorat teknis.

® Memverifikasi usulan dari SD

dan SMP melalui aplikasi PIP.

Direktorat Teknis
Kemendikbud

Lembaga Penyalur

. . fer dana PIP ke
SK dan daftar nama penerima rekening peserta didik.
PIP ke sekolah/SKE/PKBM/LKP @ Menginformasikan peserta
s M“w"h,h“":""':’l“wal didik atau keluarganya melalui
pengamblian dana dengan dinas pendidikan setempat
SEkUGERBE RN P bahwa dana sudah siap diambil.
Mengoordinasikan dengan

#AyoBelajar

@ indonesiapintarkemdikbud.go.id

dinas pendidikan setempat

untuk pelaksanaan pengambilan
® dana.

Memberikan dana PIP kepada

peserta didik.

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Pragram Indanesia Pintar 2016

0857 7529 5050 / 0811 976 929

Gambar 0. 9. Alur pelaksanaan PIP bagi yang tidak memiliki KIP

ur Pemanfaatan PIP bagi yang Memiliki KIP

Daftar siswa ber-KIP Dapodik

> >
1
® si g @ Sekolah as nomor ® Menyetujui usulan dari sekolah .M kan SK (] ing PIP per
nomor KIP ke KIP peserta didik ke Dapodik (SD dan SMP)/SKB/PKBM/LKP danaPIP sesuai data Dapodik.|  peserta didik penerima
sekolah/SKB/PKBM/LKP ® Untuk SKB/PKBM/LKP . . z ikan bank | berdasarkan SK direktorat
mengusulkan dan meminta usulan darl untuk mentiahstardana PP L teknis.

pengesahan ke Dinas Pendidikan
Kab/Kota

I/ sekolahiskB/pKBM/  \N
\ Lembaga ku-;u,fremlh.m/

(6-21 th)

( Siswa/Anak

- surat
persyaratan lain untuk
pengambilan dana

® Mengambil dana PIP di lembaga

. peserta
didikatau keluarganya bahwa

sekolah/SKB/PKBM/LKP ke
direktorat teknis melalui aplikasi
PIP (untuk SD dan SMP) dan
melalui Dapodik (untuk SMA dan
SMK).

kerekening peserta didik |

/ DirsktoratTeknis '\

Kemendikbud

SK dan daftar nama penerima PIP

penyalur

jadwal/teknis kepada peserta
didik untuk pencairan dana PIP.

dana siap dicairkan. ke sekolah/SKB/PKBM/LKP
surat . inasikan jadwal
untuk pencairan dana PIP. pengambilan dana dengan
® Menginformasikan sekolah/SKB/PKBM/LKP

- K
PIP

® Memantau perkembangan
pencairan dana PIP.

I
|
I
I
|
I
1
I
I
|
SK I
1
I
|
1
|
I
I
I

@‘

#AyoBelajar

-
<

M

Lembaga Penyalur

® Mentransfer dana PIP ke
rekening peserta didik.

@ Menginformasikan peserta
didik atau keluarganya melalui
dinas pendidikan setempat
bahwa dana sudah siap diambil.

® Mengoordinasikan dengan
dinas pendidikan setempat.
untuk pelaksanaan pengambilan

lana.
® Memberikan dana PIF kepada
peserta didik.

Bragram nconesia Fintas 2014

Gambar 0. 10. Alur Pelaksanaan PIP bagi yang memiliki KIP
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LAMPIRAN D. PETUNJUK PELAKSANAN TEKNIS PIP

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUELIK INDONE SIA
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM INDONESIA PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI FENDIDIEAN DAN KEBUDAYAAN REPURLIK INDONE SIA,

Menimbang

b.

bahwa dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden
mengenali pelaksanaan program simpanan keluarga
sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan program
Indonesia sehat untulk membangun keluarga
produktif;

bahwa Program Indonesia Pintar merupakan salah
satu upaya pernerintah untulk mendukung
pelaksanaan pendidikan menengah universal atau
rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayvaan
MNomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia
Pintar hanva berlaku pada tahun 2015:;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudavaan tentang Program Indonesia Pintar
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Mengingat

Menetapkan

@

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157);

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nommor 341);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PROGRAM INDONESIA FINTAR.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1.

Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnva disebut
PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari
pemerintah vang diberikan kepada peseria didik vang
orang tuanya tidak danfatau  kurang mampu
membiayail pendidikannya.

Peserta didik adalah anggota masyvarakat vang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yvang tersedia pada jalur, jenjang. dan
jenis pendidikan tertentu.

Kartu Indonesia Pintar, untuk selanjutnva disebut KIP,
adalah kartu wvang diberikan kepada anak usia ©
(enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun
sebagai penanda fidentitas untuk  mendapalkan
manfaat PIF.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang
mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap

kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Pasal 2

PIP bertujuan untuk:

.

meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam)| sampai
dengan 21 ([dua  puluh  satu) tahun  untuk
mendapatkan layvanan pendidikan sampai tamat
saluan pendidikan menengah dalam rangka
mendukung pelaksanaan pendidikan menengah
universal /rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun:
mencegah peserta didik dari kemungkinan putus
selkolah (drop out] atau tidak melanjutlkan pendidikan
akibat kesulitan ekonomi; dan/atau

menarik siswa putus seckolah (drop out) atau tidak
melanjutkan agar kembali mendapatkan lavanan
pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat
kegialan belajar masyvarakat, lembaga kursus dan
pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya, atau

balai latihan kerja.
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Pasal 3

PIP dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

a.

(1)

efisien, vaitu harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan dava yang ada untuk mencapai sasaran
vang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya
dan dapat dipertanggung jawabkan;

efektif, vaitu harus sesuai dengan kebutuhan vang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat vang
sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan:

transparan, vaitu menjamin adanya keterbukaan vang
memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan
mendapatkan informasi mengenai PIP;

akuntabel, vaitu pelaksanaan kegialan dapat
dipertanggungjawablkan;

kepatulan, vaitu penjabaran program/kegiatan harus
dilaksanakan secara realistis dan proporsional, dan
manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang

sejalan dengan prioritas nasional.

Pasal 4
PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) sampai
dengan 21 (dua puluh satu) tahun dengan prioritas
antara lain:
a.  peserta didik pemegang KIP,;
b. peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin
dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

1) peserta didik dari keluarga peserta Program
Keluarga Harapan (PKH):

2) peserta didik dari keluarga pemegang KKS;

3) peserta didik yvang berstatus vatim
piatu/vatim/ piatu dari sekolah/panti
sosial/ panti asuhan;

4) peserta didik yang lerkena dampak bencana
alam,

5) peserta didik vang tidak bersekolah (drop-oui)
vang diharapkan kembali bersekolah:;
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6) peserta didik yang mengalami kelainan fisik.
korban musibah., dari orang tua PHEK, di
daerah konflik, dari keluarga terpidana,
berada di Lembaga Pemasvarakatan, memiliki
lebih dari 3 |(tiga) saudara yang tinggal
serurnah;

7) peserta pada lembaga kursus atau satuan
pendidikan nonformal lainnya.

&, peserta didik SMK yang menempuh studi
keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan.
Peternakan. Kehutanan dan
Pelayaran/ Kemaritiman.

(2) Anak wvang termasuk dalam prioritas sasaran
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) dapat diusulkan
oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar. pusat kegiatan
belajar masyarakadt, lembaga kursus, lembaga

pelatihan, atau pemangku kepentingan.

Pasal 3
PIP dilaksanakan eleh direktorat jenderal vang menangani
pendidikan dasar dan menengah. direktorat jenderal vang
menangani pendidikan nonformal, dinas pendidikan
provinsi. dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan
pendidikan, dan pemangku kepentingan sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 6
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menvediakan KIP
berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yvang dikeluarkan

oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,

Pasal 7
Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran
direktorat jenderal yvang menangani pendidikan dasar dan

menengah sesuai dengan kuola nasional masing-masing.
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Pasal 8
(1) Dana FIP disalurkan kepada sasaran wyang telah
terdaftar pada satuan pendidikan formal atau non
formal vang berada di bawah pembinaan Kernenterian
Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Mekanisme pencairan dana PIP ditetapkan dalam

peraturan direktur jenderal terkait.

Pasal 9

Penyaluran dana FIP kepada sasaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh direktorat

jenderal vang menangani pendidikan dasar dan menengah,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. melalui anggaran pada Daflar Isian Penggunaan
Anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar bagi
siswa sekolah dasar dan peserta didik pakel A,

b. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan
Anggaran Direktorat Pembinaan Sekaolah Menengah
Pertama untuk siswa sekolah menengah pertama dan
peserta didik paket B;

c. melalui anggaran pada Daftar Isian Penggunaan
Anggaran Direktorat Pembinaan Seckolah Menengah
Atas untuk siswa sekolah menengah atas dan peserta
didik paket C;

d. melalui anggaran pada Daflar Isian Penggunaan
Anggaran Direkiorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan untuk siswa Pembinaan sekolah menengah

kejuruan dan peserta didik kursus dan pelatihan.

Pasal 10
Pengelola PIP tingkat pusat merupakan direktorat teknis
pada direktorat jenderal yvang menangani pendidikan dasar
dan menengah atau direktorat jenderal vang menangani
pendidikan nonformal, yang bertugas untuk:
a. menetapkan petunjuk pelaksanaan PIP.
b.  melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan
FPIP:
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c. menyalurkan dana bantuan PIF:

d. menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat
terkait dengan PIP;

e. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi
PIP; dan

[. melaporkan pelaksanaan PIP.

Pasal 11
Pengelola FIP tingkat provinsi merupakan dinas pendidikan
provinsi. vang bertugas untule
a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP
di wilayahnva,
b, menghimpun dan melayvani pengaduan masvarakat di
wilayahnya: dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi

FIP di wilayahnya.

Pasal 12

Pengelola PIP tingkat kabupaten/kota merupakan dinas

pendidikan kabupaten /kota, vang bertugas untuk:

a. mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIP
dari satuan pendidikan di wilavahnva:

b, melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP
di wilayahnya.

c.  menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di
wilayahnya; dan

d,  melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi

FIP di wilayahnya.

Pasal 13

Pengelola PIP tingkat satuan pendidikan merupakan
seckolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar
masyaraka, atau lembaga kursus dan pelatihan yang
ditunjuk, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a.  mengusulkan peserta didik calon penerima dana PIT;
b, memantau dan membantu kelancaran  proses

pengambilan dana FIF; dan
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c. menerima anak usia 6 [enam) sampai dengan 21 (dua
puluh satu) tahun pemegang KIP vang belum/putus
sckolah.

Pasal 14
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIP dilakukan oleh
direktorat jenderal yvang menangani pendidikan dasar dan
menengah, direktorat jenderal vang menangani pendidikan
nonformal, dinas pendidikan provinsi., dan/atau dinas

pendidikan kabupaten /kota sesuai kewenangannyva.

Pasal 15
Direktorat jenderal vang menangani pendidikan dasar dan
menengah, dan direktorat jenderal yang menangani
pendidikan nonformal wajib melaporkan pelaksanaan PIP
kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PIP
ditetapkan dalam peraturan direktur jenderal terkait.

Pasal 17
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun
2015 tentang Program Indonesia Pintar dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 18
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES EASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONE SIA.

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUEBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 840

Salinan sesuai dengan aslinya
plh, Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD,

Dyvah Ismavanti
NIP 1962043018986012001
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
FROGRAM INDONESIA FINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang a. bahwa Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan pengelolaan
data penanganan fakir miskin, sehingga perlu dilakulkan
penvesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvaan
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program

Indonesia Pintar;

Mengingat . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52335);
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Menetapkan

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non
Tunai (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

3.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMEK.05/2015

tentang PBelanja PBantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

228/PMK.05/2016 ftentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 2147):

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang

1]

Mekanisme  Penggunaan Data  Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSEKAN:
FERATURAN MENTERI FPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM [INDONESIA
PINTAR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 840), diubah sebagai berilout:
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Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyvi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini vang dimaksud dengan:

1. Program Indonesia Pintar yvang selanjutnya disingkat
PIF adalah bantuan berupa uang tunai dari
pemerintah yang diberikan kepada peserta didik
vang berasal dari keluarga miskin atau rentan
miskin dalam membiayvai pendidikan.

= Peserta Didik adalah anggota masvarakat vyang
berusaha mengembangkan potensi diri melalui
proses pembelajaran vang tersedia pada jalur,
jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

3. Kartu Indonesia Pintar yvang selanjutnyva disingkat
KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak usia 6
[enam) tahun sampai dengan usia 21 [(dua puluh
satu) tahun dan/atau vang masih terdaftar sebagai
peserta didik pada satuan pendidikan formal atau
non formal sebagai penanda atau identitas untuk
mendapatkan dana PIP,

4. Menteri adalah menteri vang menyelenggarakan
urusan pendidikan dasar dan menengah.

5.  Pemangku Kepentingan adalah pihak  vang
mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap
kemajuan pendidikan formal dan/atau nonformal.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
FIP  bertujuan untuk membantu biaya personal
pendidikan bagi Peserta Didik vang berasal dari keluarga
miskin atau rentan miskin yvang terdaftar sebagai Peserta
Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.
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Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 4

FIP diperuntukkan bagi Peserta Didik vang telah

ditetapkan sebagai penerima KIP,

Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud

pada avat (1) ditetapkan oleh Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) pada direktorat jenderal wvang

membidangi urusarn pendidikan dasar dan

menengah sesuai dengan kewenangan,

Peserta Didik penerima KIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yvang berasal

dari keluarga miskin atau rentan miskin wvang
tercantum pada:

a. data Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu
Keluarga Sejahtera (KKS) vang dikeluarkan oleh
menteri yang menvelenggarakan urusan sosial;
dan/atau

b. data sejenis lainnva vang bersumber dari
usulan satuan pendidikan.

Peserta Didik penerima KIP vang tercantum dalam

data sejenis lainnya vang berasal dari usulan satuan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (3)

huruf b diprioritas bagi:

a. Peserta Didik vang berstatus vatim dan/atau
piatu termasuk vang berada di panti sosial atau
panti asuhan,

b. Peserta Didik berkebutuhan khusus pada
sekolah reguler;

. Peserta Didik vang orang tua/walinya sedang
berstatus narapidana di lembaga
pemasyarakatan;

d. Peserta Didik vang berstatus sebagai tersangka
ataun narapidana di rumah tahanan atau
lembaga pemasvarakatan,
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(3)

e, Peserta Didik vang terkena dampak bencana

alam;
f. Peserta Didik korban musibah di daerah
konllik: atau

g. Peserta Didik Paket A, B, dan C pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM).

Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan

(SME) penerima KIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan avat (3) dapat diprioritaskan bagi vang

menempuh  studi  keahlian  kelompok  bidang
pertanian, seni karawitan, perikanan, peternakan,

kehutanan dan pelayaran/kemaritiman.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,

vakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 4A

Penetapan Peserta Didik penerima KIP secbagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibatalkan melalui

penetapan pembatalan penerima KIP oleh KPA.

Peserta Didik penerirna KIP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dibatalkan oleh KPA dengan

syarat sebagai berikut:

a. meninggal dunia;

. putus sekolah;

o, tidak diketahui keberadaannva,
menolak menerima KIP;

e, berada di wilavah pemerintah daerah wyang
memiliki kebijakan tertentu sehingga
mengakibatkan peserta didik tersebut tidak
diperbolehkan mencairkan dana PIP; dan/atau

f. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai
penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4.

Pembatalan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan
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pemberitahuan secara tertulis dari kepala dinas
vang menvelenggarakan urusan pendidikan sesuai
dengan kewenangannva tentang Peserta Didik yang
memernuhi syaral pembaltalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 6

(1] Menteri menyvediakan KIP berdasarkan Basis Data
Terpadu terkait anak usia 6 tahun (enam) sampai
dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari
keluarga miskin atau rentan miskin yang ditetapkan
oleh menteri vang membidangi urusan sosial.

(2) Dalam hal, data anak usia 6 tahun (enam) sampai
dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dari
keluarga miskin atau rentan miskin tidak terdapat
pada Basis Data Terpadu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dapat menggunakan data
sejenis  wyang bersumber dari usulan satuan
pendidikan,

(3) Data sejenis lainnya yang diusulkan oleh satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dapat bersumber dari Pemangku Kepentingarn.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal.
vakni Pasal 14A schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A
Pendanaan dalam pengelolaan PIP pada lingkat daerah
provinsi dan tingkat daerah kabupaten/kota bersumber
dari masing-masing Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantoi 3 Komplek Kemdikbud Senavan, Jakarta 10270
TeleponFaksimile (021) 5725610
Laman: www dikdasmen kemdikbud go.id

SALINAN

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR : 1BB1/D/BP/2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang a. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Indonesia Pintar pada Jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah sudah tidak sesuai lagi
dengan kebijakan bantuan sosial bidang pendidikan bag
siswa dari keluarga miskin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

&n

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
sebagrimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S6T0);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan den Penyelengearaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayuan Nomor 19
Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9@ Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Neomor 19 Tahun 2016 tentang Program
Indonesia Pintar;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomar
254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian Negara/Lembaga;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar yvang selanjutnya dalam
Peraturan ini disebut Juklak PIP merupakan pedoman bagi pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kora, dan satuan
pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Fendidikan dan
Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program
Indonesia Pintar,

Pasal 2
Juklak PIP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur
Jenderal Nomor 05/D/BP/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanppal ditetapkan.
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SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

NOMOR: 1881 /D/BP/2019 TANGGAL: 1 Februari 2019
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Lalar Belakang
Presiden Republik Indonesia melalul Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara,
dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga
Produktif melalui Program Simpanan HKeluarga Sejahtera (PSKS), Program
Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PI7). Pencapaian
tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi
terkait sesuai dengan tugas, funpgsi dan kewenangan masing-masing secara
terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi

program untuk mencapai tujuan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan
kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan
untuk meningkatkan akses bagi anak usia & sampai dengan 21 tahun
untuk mendapatkan layvanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan
menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah
(drop owt).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan
pendidikan sampail tamat pendidikan menengah, dan menarik peserta
didik putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali
mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanyva bagl peserta didik di
sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanpggar Hegiatan
Belajar (SKB), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyvarakat (PKBM), sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan,
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Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat
masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu
secara ekonomi secara umum lebih tingei dibandingkar dengan AFPK
keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya
pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yvang ditanggung
oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain muran sekolah,
buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung vang
ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku
dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan
tingginva angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus
sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Dengan besarnva sasaran PIP vang mencapai 17,9 juta anak/peserta didik
di sekolah/lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, diharapkan akan dapat mengatasi rendahnyva APK sekaligus
scbagai salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan tarsl
hidup masvarakat dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang lebih
baik.

Tujuan

Tujuan dari program ini adalah untuk membantu biaya personal

pendidikan bagi peserta didik miskin atau rentan miskin yang masih

terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah. Peserta didik menggunakan biaya personal tersebut untulk:

1. Membeli buku dan alat tulis;

2. Membeli pakaian seragam sckolah/praktik dan perlengkapan sekolah
(sepatu, tas, atau sejenisnyal;

3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
Uang saku peserta didik;

5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
dan/atanu

6. Biaya praktik tambahan dan biayva magang/penempatan Kerja,
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C. Nilai Bantuan

Peserta didik menerima dana bantuan PIP sebanyak 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Tahun Pelajaran
Semester Genap Januari-Juni

Tahun Pclajaran
Semester Ganjil Juli-Desember

‘Rp450.000.- Kelas 1,2, 3, 4, dan 5

Rp225.000,.- Kelas 6

Rp450.000,- Kelas 2, 3, 4, 5, dan 6
Rp225.000,- Kelas 1

SMP/Paket B

"Rp750.000,- Kelas 7 dan 8

Rp375.000,- Kelas 9

Rp750.000,- Kelas 8 dan 9
Rp375.000,- Kelas 7

SMA /Paket C | Rpl.000.000,- Kelas 10 dan 11 Rpl.000.000,- Kelas 11 dan 12
Rp500.000,- Kelas 12 Rp500.000, - Kelas 10
SMEK Rp1.000.000,- Kelas 10 dan 11

Rp500.000,- Kelas 12

Rp1.000.000,- Kelas 11 dan 12
Rp500.000,- Kelas 10
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BAB 11
MEKANISME PELAKSANAAN

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan direktorat terkait
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah, lembaga penyalur dan instansi terkait

lainnva.

A. Penetapan Penerima KIP
Penetapan penerima KIP dilakukan berdasarkan:
1. Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)

a.

Sumber data

Penerima KIP adalah peserta didik yang berasal dar: keluarga yang
tercatat dalam PBDT vang dikeluarkan oleh kementerian yvang
menangani bidang sosial.

Pengolahan data

Data PBDT vang diserahkan kepada kementerian yang menangani
bidang pendidikan, kemudian dipadankan dengan Dapodik untuk
mendapatkan data peserta didik dari keluarga miskin vang
tercatat di Dapodik.

Penetapan Penerima KIP

Hasil pengolahan/pemadanan data berupa nama peserta didik
ditetapkan sebagai Penerima KIP melalui Surat Keputusan Kuasa
Pengpuna Anggaran (KPA] pada direktorat jenderal vang
membidangi urusan pendidikan dasar dan menengah

sesuai dengan kewenangan,

2. Usulan Data Sejenis

-

Sumber Data

Sumber data berasal dari Dapodik terdiri atas:

1} Usulan sekolah merupakan peserta didik yang layak menerima
PIP dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

2} Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat merupakan peserta didik vang layak

menerima PIP dan ditetapkan oleh direktorat jenderal vyang
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3)

4)

S
membidangi urusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masvarakat sesuai dengan kewenangan.

Korban bencana merupakan peserta didik yang berada di
wilayah yang ditetapkan scbagai wilayah terdampak bencana,
Usulan pemangku kepentingan merupakan peserta didik vang
layak menerima PIP dan diusulkan oleh pemangku
kepentingan serta ditetapkan oleh Kepala Sckolah.

Pengolahan data

1)

2)

3)

Usulan sekolah:

a) Kepala Sekolah membuat surat keputusan usulan peserta
didik layvak menerima PIP mengaecu hasil validasi sekolah;

b] Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai
usulan penerima PIP di aplikasi Dapedik mengacu surat
keputusan Kepala Sekolah;

c) Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memantau
relapitulasi jumlah usulan penerima PIP dari sekolah vang
tercatat di Dapodik;

d) Direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas
kelengkapan data usulan sebagai pertimbangan dalam
menetapkan penerima PIP,

Usulan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat:

a) Pejabat berwenang pada Dircktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masvarakat membuat surat
keputusan peserta didik layak menerima FPIP dan
mengusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah;

b} Dircktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui
direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas
kelengkapan data usulan sebagai pertimbangan dalam
menetapkan penerima PIP.

Korban bencana:

a)] Pejabat berwenang mengeluarkan status wilayah terdampak
bencana;

b) Pemerintah dacrah menyampaikan data peserta didik vang
terdampak bencana;
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¢] Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui
direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas
kelengkapan data usulan dan/atau melakukan pendatasn
peserta didik vang terdampak bencana sebagai dasar dalam
menetapkan penerima PIP.

4] Usulan Pemangku Kepentingan:

a) Sckolah menandai status kelavakan peseria didik scbhagai
calon penerima PIP di aplikasi Dapodik mengacu surat
keputusan Kepala Sekolah;

b) Pemangku kepentingan mengusulkan peserta didik vang
sudah ditandai layak PIP di Dapodik oleh sekolah;

¢} Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui
direktorat teknis terkait melakukan pengolahan atas
kelengkapan data usulan scbagai pertimbangan dalam
menetapkan penerima PIP.

¢. Penetapan SK penerima PIP

Hasil pengolahan data berupa nama peserta didik ditetapkan
sebagai penerima PIP melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) pada direktorat  jenderal yang membidangi
urusan pendidikan dasar dan menengah sesual dengan
kewenangan. Khusus untuk peserta didik kelas akhir (kelas 6, 9,
12 dan kelas 13 SMEK) pemilik KIP yang telah ditetapkan pada
tahun anggaran sebelumnya dapat segera ditetapkan sebagai
penerima PIP pada tahun berikutnya.

Penyaluran Dana PIP
Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik secara non tunai melalui

rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel] di bank peayalur dengan

mekanisme sebagai berikut:

1.

Dalam penyaluran dana PIP Direktorat teknis melakukan perjanjian
kerjasama dengan bank penyalur,

Direktorat teknis membuka rekening penyalur untuk keperluan
menyalurkan dana bantuan PIP sesuai ketentuan yvang berlaku.
Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum
dalam surat keputusan kepada bank penyalur dana PIP untuk
dibuatkan rekening Tabungan SimPel atas nama peserta didik
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penerima.

Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan
Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayvanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) I untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.

KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama
direktorat teknis di bank penvalur.

Dircktorat teknis menyvampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan
(SPPn) kepada bank penvalur untuk menyalurkan/memindahbulkukan
dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima.

C. Pemberitahuan dan Penyampaian Surat Keputusan

1.

Surat Keputusan disampaikan kepada dinas pendidikan provinsi/
kabupaten/keota dan/atau sekolah melalui aplikasi dalam jaringan
(daring) dan/atau surat resmi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan
Surat Keputusan penerima dana PIP Paket A/Paket B/Paket C kepada
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat, selanjutnya diteruskan kepada dinas pendidikan
kabupaten /kota dan/atau lembaga penerima.

D. Aktivasi Rekening PIP dan Penarikan Dana
Aktivasi Rekening dan Penarikan Dana dapat dilakukan sebagai berikut:

X,

Aktivasi Rekening SimPel

Sebelum melakukan penarikan dana, peserta didik harus mengaktivasi

rekening SimPel terlebih dahulu, dengan membawa:

a. Surat Keterangan kepala sekolah/ketua lembaga. Apabila pescrta
didik telah pindah sekolah/lembaga dalam satu jenjang pendidikan
yvang sama maka Sural Keterangan kepala sckolah/ketua lembaga
dapat dikeluarkan oleh kepala sekolah/ketua lembaga di
sekolah/lembaga yang baru atau sekolah/lembaga asal;

b, Tanda/identitas pengenal penerima
1] Untuk peserta didik SMA/Paket C atau SMK adalah salah sam

tanda /identitas pengenal seperti:
a) Kartu Indonesia Pintar (KIP);
bl Kartu Pelajar;

¢) Kartu Tanda Penduduk (KTP};
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2)

-1a.

d) Kartu Keluarga (KK); atau

e) Burat keterangan kepala desa/lurah.

Unruk SD/Paket A atau SMP/Paket B adalah tanda/identitas
pengenal, yaitu:

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua/wali; dan

b) Kartu Keluarga;

apabila KTP dan/atau KK orangtua/wali hilang/belum memiliki
maka tanda/identitas pengenal dibukiikan dengan surat
ketcrangan dari aparat pemerintah setempat sesuai domisili
penerima dana.

Peserta didik SD dan SMP penerima PIP didampingi oleh
orangtua/wali. Apabila orang tua/wali tidek bisa mendampingi
peserta didik pada saat aktivasi maka dapat diwakili oleh kepala
sckolah dengan membawa KTP dan SK penganghkatan kepala
sekolah yvang masih berlaku.

Formulir pembukaan/aktivasi rekening tabungan SimPel yang
diberikan cleh bank penyvalur,

Aktivasi rekening penerima dapat dilakukan secara kolektil, dimana
bukoa
sekolah/lembaga vang dikuasakan, Aktivasi rekening secara kolektif

tabungan dapat diberikan kepada kepala/bendahara/guru

dilakukan tanpa tatap muka antara petugas bank penyalur dengan

penerima bantuan,

Aktivasi rekening penerima sccara kolektif dapat dilakukan apabila
memenuhi salah satu dari kondisi sebagai berikut:

1)

2)

Penerima PIP bertempat tinggal di dasrah yvang kondisinya sulit

untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:

a)

b)

c)

tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan
sekolah /tempat tingeal peserta didik;

kondisi geogralis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,
pegunungan, atau pedalaman;

jarak dan waktu tempuh relatif jauh.

Penerima PIP  bertempat tinggal di  daerah yang kondisi

transportasinya sulit, seperti:

a)
byj

biaya transportasi relatif besar;
armada transportasi terbatas.
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3)

4)

3

=13 -

Penerima PIP rtidak memungkinkan untuk mengambil—dena

mengaktivasi rekening secara langsung, dan seperti:

a) sedang sakit yvang menyebabkan peserta didik tidak dapat
melakukan aktivitas normal;

bl sedang praktik kerja lapangan;

¢] berada di pondok pesantren/asrama dengan izin keluar yang
sangat terbatas;

d} sedang mengalami bencana alam/cuaca buruk.

Penerima PIP SD dan SMP vang tidak dapat didampingi oleh

orangtua/wali antara lain karena orangtua/wali berada di

daerah/negara lain.

Penerima PIP yang diundang dalam acara kunjungan kerja

pemerintah,

Aktivasi rekening penerima secara kolektif dilakukan dengan membawa
dokumen sebagai berikut:

1)

2]

3)

4

3

6]

Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan

SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan

SMK) penerima PIP kepada kepala/bendahara/guru  sekolah/

lembaga sebagai pencrima kuasa;

Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yvang ditandatangani

kepala sekolah/lembaga (format terlampir);

Surat Keterangan Kepala Sckolah/Ketua Lembapga (format

terlampir);

Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan

aslinya;

Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga

definitif vang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;

Apabila aktivasi rckening kolektil dilakukan oleh selain kepala

sekolah dapat dilakukan oleh bendahara/ guru dari

sekolah /lembaga tersebut dengan melengkam tambahan

persyaratan dokumen sebagai berikut:

a, Surat tugas dari kepala sekolah/lembaga yvang bersangkutan;
dan

b. KTP bendahara/guru vang ditugaskan.
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2, Penarikan Dana

Penarikan dana dilakukan, dengan cara:

a.

Langsung oleh Peserta Didik

Penarikan dilakukan ocleh peserta didik yang sudah melakukan

aktivasi rekening dengan membawa:

1} buku tabungan SimPel;

2) dokumen pendukung dengan ketentuan scbagaimana berikut:

a)] Bagi pescerta didik SMA/SMK, salah satu tanda/identitas
pengenal berikut:
(1) Kartu Indonesia Pintar (KIP)
(2) Kartu Pelajar;
(3] Kartu Tanda Penduduk (KTP);
(4] Kartu Keluarga [KK); atau
[5) Surat keterangan kepala desa/lurah.
b) Bagi peserta didik SD dan SMP:
(1} Kartu Tanda Penduduk (KTP] orangtua,/wali; dan
(2} Kartu Keluarga (KK).

3) KIP ATM untuk penarikan dana melalui mesin ATM bagi peserta
didik yang telah memiliki,

Untuk peserta Didik SD dan SMP harus didampingi oleh

arangtua /wali.

Secara Koleltif

Penarikan dana dilakukan oleh kepala/bendahara/guru sekolah/

lembaga dengan membawa dokumen selain tersebut pada huruf a

angka 1) dan 2}, juga membawa dokumen sebagai berikut:

1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan
SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan
SME) penerima PIP kepada kepala/bendahara/guru sekolah/
Icmbaga scbhagai penerima kuasa;

2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) vang ditandatangani
kepala sekolah/lembaga (format terlampir);

3) Surat Keterangan Kepala Sckolah/Ketua Lembaga (format
terlampir);

4] Fotokopi KTP Kepala Sekolah /Ketua Lembaga dan
menunjukkan aslinya;

5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga
definitil vang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
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Apabila penarikan dana kolektif dilakukan oleh selain kepala

sckolah  dapat dilakukan oleh  bendahara/guru  dari

sekolah/lembaga tersebut  dengan melengkapi tambahan

persyaratan dokumen sebagail berikut:

a) Surat tugas dari kepala sekolah/lembaga vang
bersangkutan; dan

b} KTP bendahara/guru yang ditugaskan.

Penarikan dana secara kolektil dapat dilakukan apabila memenuhi
salah satu dari kondisi sebagai berikut:

1]

2)

3)

)

3

Penerima PIP bertempat tinggal di daerah vang kondisinya sulit

untuk mengakses ke bank/lembaga penyalur, seperti:

a) tidak ada kantor bank/lembaga penyalur di kecamatan
sekolah /tempat tinggal pesorta didik;

b) kondisi geografis yang menyulitkan seperti daerah kepulauan,
pegunungan, atau pedalaman;

c) jarak dan waktu tempuh relatif jauh.

Penerima PIP bertempat tinggal di daerah yang kondisi

transportasinya sulit, seperti:

a) biaya transportasi relatif besar;

b] armada transportasi terbatas.

Penerima PIP tidak memungkinkan untuk mengambil dana

secara langsung dan seperti:

a) sedang sakit yang menyebabkan peserta didik tidak dapat
melakukan aktivitas normal;

b) sedang mengalami bencana alam/cuaca burulk;

c) berada di pondok pesantren/asrama dengan izin keluar yang
sangat terbatas.

Penerima PIF SD dan SMP yang tidak dapat didampingi olch

orangtua/wali antara lain karena orangtua/wali berada di

daerah /negara lain.

Penerima PIP yvang diundang dalam acara kunjungan kerja

pemerintah,
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Buku tabungan SimPel vang sudah diaktivasi dan/atau dana yang
sudah dicairkan secara kolektil segera diberikan kepada peserta
didik penerima vang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah aktivasi/ pencairan,

Penarikan dana PIP oleh peserta didik atau secara hkolektif di bank
penyvalur, harus dengan kondisi sebagai berilout:

1. Tidak ada pemotongan dana dalam bentuk apapun;

2. Saldo minimal rekening tabungan adalah Rp0,00; dan

3. Tidak dikenakan biaya administrasi perbankan.

E. Pembatalan KIP

Pembatalan KIP dapat dilakukan karena:
Perubahan Data PBOT
Mekanisme pembatalan sebapai berikut:

L.

.

Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui direktorat
teknis terkait memilah data hasil pemadanan PBDT dengan
Dapodik untuk melihat peserta didik yang keluarganya sudah tidak
tercatat lagi di dalam PBDT;

Kementerisn yang menangani bidang pendidikan melalui direktur
teknis menerbitkan Surat Keputusan pembatalan berdasarkan hasil
pemilahan data sebagaimana pada huruf a.

Usulan pembatalan dari dinas
Mekanisme pembatalan sebagai berikut:

.,

Kepala sekolah/lembaga pendidikan nonformal lainnya melakukan
identifikasi atas status peserta didik penerima KIP;

Apabila hasil identifikasi ditemukan peserta didik telah meninggal
dunia, putus sckolah, tidak diketahui keberadaannya atau menolak
menerima KIP, maka kepala sekolah/lembaga pendidikan
nonformal lainnva melaporkan secara tertulis status peserta didik
tersebut kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten,/ kota;

Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan validasi
atas laporan dari kepala sekolah/lembaga pendidikan nonformal
lainnyva sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas. Hasil validasi
vang dimaksud, dilaporkan secara tertulis kepada direktorat terkait
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sebagai rekomendasi untuk pembatalan KIP;

Apabila pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan Vang
menyvebabkan peserta didik tidak memungkinkan untuk menerima
KIP, maka dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melaporkan
secara tertulis ke direktorat terkait sebagai rekomendasi untuk
pembatalan KIP;

Kementerian yang menangani bidang pendidikan melalui kuasa
pengguna anggaran menerbitkan SK pembatalan KIP berdasarkan
rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten /kota;
Berdasarkan data dan rekomendasi pembatalan KIP maka
kementerian vang menangani bidang pendidikan menyvampaikan
data dimaksud ke kementerian yang menangani bidang sosial agar
dilakukan pembaharuan status peserta didik pada data PBDT.
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PERAN DAN FUNGSI

A. Dircktorat Teknis
Direktorat teknis pengelola PIP adalah: (a) Direktorat Pembinaan SD; (b)
Direktorat Pembinaan SMP; (¢] Direktorat Pembinaan SMA: (d) Direktorat
Pembinaan SMK dan (e] Direktorat Pembinaan Pendidikan Kzaksaraan dan

Kesetaraan.

Peran dan fungsi direktorat teknis adalah:

1.
2.

Melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP;

Mendorong satuan pendidikan formal dan  satuwan  pendidikan
nonformal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas
Pendidikan Provinsi untuk proaktilf mengidentifikasi peserta didik yang
memiliki KIP dan memutakhirkan datanva ke dalam aplikasi Dapodik
sebagai calon penerima dana PIP;

Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta didik
calon penerima PIP dari usulan sekolah, dinas pendidikan
kabupaten / kota dan pemangku kepentingan dengan aplikasi Dapodik;
Melakukan identifikasi, kompilasi, dan sinkronisasi data peserta
didik/warga belajar Paket Kesetaraan A/B/C calon penerima PIP dari
usulan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan;
Menetapkan daftar penerima PIP dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
kuasa pengguna anggaran terkait;

Menyvalurkan dana PIP melalui Bank Penyalur kepada peserta didik
sesuai dengan ketentuan yvang berlaloa;

Menginformasikan SK dan daftar peserta didik penerima KIP kepada
peserta didik melalul sckolah/lembaga pendidikan nonformal /dinas
pendidikan kabupaten/kota/ provinsi melalui Cabang Dinas/Suku
Dinas/Balai Pendidikan Provinsi;

Menerbitkan SK pembatalan penerima KIP atas rekomendasi dari dinas
pendidikan provinsi/kabupaten/kota;

Melaksanakan pengembalian dana PIP ke kas negara berdasarkan
usulan pembatalan sasaran dari Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten / Kota;

10. Menetapkan bank penyalur dana PIP;
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11. Mendorong bank penyalur menviapkan aplikasi penggunaan/

pembelanjaan dana PIP secara non tunai.

12. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP;

13. Melayani pengaduan masyarakat terkaitl dengan PIP,;

14. Menyusun laporan pelaksanaan PIP.

Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan provinsi termasuk kantor cabang dinas pendidikan

provinsi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1.

2,

Membentuk dan menetapkan Tim PIP di tingkat Provinsi melalui SK
Kepala Dinas Pendidikan;

Mensosialisasikan program PIP kepada seluruh kantor cabang dinas,
sekolah, dan masyarakat di wilayahnva;

Mendorong satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB bersama dengan
dinas pendidikan kabupaten/kota proaktif mendata anak usia sekolah
vang tidak bersckolah apar bersckolah dan diusulkan sebagai penerima
KIF;

Mendorong satuan pendidikan SMA, SMK dan SLEB untuk
mengidentifikasi dan memutakhirkan data peserta didik vang memiliki
KIP dan dari keluarga miskin atau rentan miskin ke dalam aplikasi
Dapodik sebagai calon penerima dana PIP sesuai ketentuan prioritas;
Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan dan dafiar
penerima  bantuan kepada peserta didik  penerima  melalui
sekolah/lembaga pendidikan nonformal;

Membantu mengkoordinasikan dengan bank penyalur untuk proses
aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana PIP;

Berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan;

Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP
sesual dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
Mengusulkan kepada direktorat teknis terkait perihal pembatalan KIP
yvang dipegang oleh peserta didik yvang tidek memenuhi syarat
sebagaimana ketentuan penerima KIP berdasarkan hasil validasi
kembali vang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi terhadap daftar
nama vang tercantum pada pembatalan KIP yang diusulkan sekolah;

10. Melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan PIP.
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C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten /kota adalah:

1.

Membentuk dan menetapkan Tim PIF di tingkat Kabupaten/Kota
melalui SK Kepala Dinas Pendidikan;

Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh satuan
pendidikan formal pada jenjang SD dan SMP, satuan pendidikan
nonformal, dan masyvarakat di wilayahnya;

Mendorong satuan pendidikan SD dan SMP bersama dengan dinas
pendidikan provinsi proaktif mendata anak usia sekolah yang tidak
bersekolah agar bersekolah dan diusulkan sebagai penerima KIP;
Mendorong satuan pendidikan SD dan SMP serta satuan pendidikan
nonformal untuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data peserta
didik yang memiliki KIP dan dari keluarga miskin atau rentan miskin
ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana PIP sesuai
ketentuan prioritas;

Menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan dan penerima
bantuan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/lembaga
pendidikan nonformal;

Membantiu mengkoordinasikan dengan bank penvalur untuk proses
aktivasi rekening dan penjadwalan penarikan dana PIP,

Berpartisipasi dalam pelaksanaan PIP sesuai dengan petunjuk teknis
dan petunjuk pelaksanaan;

Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi implementasi PIP
sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan;
Mengusulkan kepada dircktorat teknis terkait perihal pembatalan KIP
vang dipegang oleh peserta didik vang tidak memenuhi syarat
scbagaimana ketentuan penerima KIP berdasarkan hasil validasi
kembali yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
terhadap daftar nama yang tercantum pada pembatalan KIP yang

diusulkan sekolah;

10. Melayani pengaduan dari sekolah dan masyarakat terkait dengan PIP.

Sekolah

Peran dan fungsi sekolah adalah:

1.

Membentuk dan menetapkan tim PIP atau operator satuan pendidikan
sebagai petugas PIP melalui SK Kepala Sekolah;

Mensosialisasikan dan mengoordinasikan PIP ke seluruh warga
sekolah;
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Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai
dengan 21 tahun) pemilik KIP yang tidak bersekolah sebagai calon
peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan PPDB dan
harus diusulkan sebagai calon penerima dana PIP;

Mengidentifikasi peserta didik yang memiliki KIP dan memutakhirkan
data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara
lengkap dan benar;

Mengidentifikasi, menyeleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta
didik vang tidak memiliki KIP sesuai dengan sasaran prioritas dan
memutakhirkan data peserta didik sebagai calon penerima dana PIP ke
dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;

Kepala sekolah menetapkan daftar nama peserta didik yang lavak
sebagai calon penerima PIP yang selanjutnya diinput ke Dapodik oleh
operator sekolah;

Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana
PIP telah siap diambil;

Bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data peserta didik vang
diusulkan sebagai penerima dana PIP;

Mengusulkan kepada kepala dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/
Kota perihal pembatalan KIP secbagaimana diatur pada bagian
mekanisme pelaksanaan;

Menyiapkan seluruh dokumen persyvaratan aktivasi rekening dan
penarikan dana olch peserta didik di bank penyelur

Aktil memantau pelaksanaan pencairan dana PIP di bank/lembaga
penyalur;

Menghimbau penerima PIP agar menggunakan dana PIP sesuai dengan
ketentuan penggunaan dana.

Bank Penyalur
Peran dan fungsi bank penyalur adalah:

1.

Menecetak dan mendisribusikan KIP ATM dan buku tabungan kepada
peserta didik pernierima serta menyajikan datanya kepada dircktorat
teknis terkait;

Menyalurkan dana bantuan kepada setiap peserta didik penerima KIP
sesuai dengan surat keputusan peserta didik penerima dana PIP dan
direktorat teknis terkait, perjanjian kerjasama penyaluran dana PIP
dengan direktorat teknis/Kemdikbud, dan ketentuan lainnya vang
berlaku;
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Memberitahukan kepada peserta didik penerima melalm sekolah dan/
atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bahwa dana PIP telah
siap untuk dicairkan/diambil;

Menyalurkan [memindahbukukan) dana PIP kepada masing-masing
penerima di wilayahnyva sesuai ketentuan vang berlaku.
Mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan kabupaten/kota/
provinsi dan sekolah/lembaga untuk pelaksanaan pencairan dana;
Membuat laporan berkala tentang penyaluran dana PIP kepada
direktorat teknis berdasarkan bukti penyvaluran setiap peserta didik
penerima sesuai dengan ketentuan;

Mempertanggungiawabkan penyaluran dana PIP ke rekening peserta
didik penerima PIP dan menyetor dana PIP yang belum diaktivasi
dan/atau dicairkan oleh penerima ke Kas Umum Wegara sesuai
ketentuan yvang berlaku;

Melayvani pengaduan terkait dengan penyaluran dan pencairan dana
PIP dari penerima bantuan dan/atau sekolah.
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BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENGADUAN

A. Pemantauan dan Evaluasi
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan
PIP, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi., Monitoring dan evaluasi

bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan dan capaian PIP.
Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan perumusan pereéncanaan

PIP di masa yvang akan datang. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
dilakukan secara internal oleh Sekolah, Komite Sekolah, dan/atau
pengurus lembaga serta eksternal oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota,
Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Teknis.

1.

Monitoring Internal

Sekolah, Komite sekelah, dan/atan pengurus lembaga dapat
melakukan monitoring kepada peserta didik untuk mendukung
pelaksanaan PIP di tingkat sekolah flembaga berjalan dengan baik.

Monitoring Eksternal

Direktorat teknis, dinas pendidikan propinsi, dinss pendidikan
kabupaten /kota, dan/atau instansi terkait lainnya dapat
melaksanakan monitoring ke sekolah sesuai dengen tugas dan
kewenangannya untuk mendapatkan data /informasi dari
keterlaksanaan /ketercapaian PIP.

Aspek-aspek Monitoring/ Evaluasi

Aspek-aspek vang diperlukan dalam monitoring dapat berupa:

a. Ketepatan sasaran penerima dana PIP di tingkat sekolah dan/atau
tingkat kabupaten /kota/ provinsi;

b. Jumlah peserta didik penerima yang sudah mencairkan dan yang
belum mencairkan dana PIP;

c. Ketepatan jumlah dana PIP yang diterima peserta didik penerima di
masing-masing jenjang pendidikan;
Kesesuaian penggunaan dana PIP oleh pescerta didilk;
Pelayanan lembaga penyalur;
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f. Keterlaksanaan peran dan fungsi masing-masing instansi terkait
dalam implementasi PIP;

g. Ketercapaian tujuan dan sasaran PIP.

B. Pelaporan
1. Bank Penvalur
Bank Penvalur wajib melaporkan secara berkala, laporan sewaktu-
waktu dan laporan akhir penyaluran dana PIP kepada direktorat teknis.
Laporan berisi antara lain:
a. Jumlah dana yang masuk ke rekening penyalur;
b. Jumlah dana yvang sudah disalurkan /dipindahbukukan ke rekening
penerima;
c. Jumlah dana wang sudah diaktivasi/diambil oleh penerima dan
jumlah dana yang belum diaktivasi/diambil oleh penerima.
2. Direktorat Teknis
Direktorat teknis membuat laporan pelaksanaan PIP.
3. Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan Provinsi membuat laporan pelaksanaan PIP.
4. Dinas Kabupaten /Kota
Dinas Kabupaten/ Kola membuat laporan pelaksanaan PIP.
5, Sekolah/Lembaga Pendidikan
Sekolah/Lembapga Pendidikan membuat laporan pelaksanaan PIP.

C. Pengaduan
Pengaduan terkait permasalahan PIP dapat disampaikan ke Dircktorat
Teknis melalui unit pengaduan khusus Program Indonesia Pintar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui;

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Direktorat Pembinaan SD:

Telepon : (021) 5725638, Fax. (021) 5725644

HP :0B2298973995, 082124479371, 0B2124479372, 082124479373,
082124472274, 082124479375, 0B2124479376

c-mail : pipsdi@kemdikbud.go.id

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:

Direktur Pembinaan Seckolah Dasar

up. Kasubdit Peserta Didik
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BAB WV
PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanan PIP dilakukan aleh:

1.

Pengawasan internal dapat dilakukan oleh sckolah/lembaga, Komite
Sekolah dan Pengawas Sckolah.

2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pengawas antara lain: (a)
Badan Pemeriksa Keuanpgan (BPK), (b) Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Pendidikan dan Kebudavan, (¢) Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan [(BPKP), dan atau [d) Badan Pengawasan
Daerah (Bawasda) Provinsi.

B. Sanksi

Penyalahgunaan wewenang, meanipulasi data, pemotongan dana dan
tindakan lain yvang dapat merugikan negara dan/atau sekolah/lembaga
danfatau peserta didik dalam kaitannya dengan program PIP akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB V1
PENUTUP

Pelaksanaan PIP secara nasional memiliki jumnlah sasaran yang sangat banyak
dan anggaran yvang besar. Hal ini tentu akan menarik perhatian dan berbagai
instansi dan masvarakat luas dari berbagai kalangan. Untuk itu diharapkan
pelaksanan PIP dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terwujudnya
pelaksanaan PIP yvang transparan dan akuntabel salah satunyva ditandai
dengan penggunaan dana PIP oleh peseria didik penerima sesuai ketentuan.

Keberhasilan implementasi PIP sesungguhnyva tidak lepas dari keaktifan
pengeunaan KIP oleh anak/peserta didik usia 6 sampai dengan 21 tahun
untuk bersekolah. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan
berbagai pihak dalam upava meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan
memberikan akses layanan pendidikan terutama peserta didik dari keluarga
kurang mampu secara ekonomi, agar tamat sampai pendidikan menengah.
Melalui PIP ini juga dharapkan agar anak-anak usia sckolah yang belum
bersekolah dapat bersekolah kembali.

Dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanan ini, diharapkan seluruh
jajaran pendidikan terkait, sesuml dengan peran dan fungsinya, dapat
berpartisipasi dalam mendukung keterlaksanaan PIP dengah hasil optimal.

DIREKTUR JENDERAL,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Swbipan sesual dengan aslinva
dgai ag Hulkum
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I. Contoh Format Surat Keterangan Kepala Sekalah

[KOP SURAT SEKOLAH)

SURAT KEETERANGAN KEPALA SEKOLAH

PO L o ccivavraions 1)

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama B e o e ISR Rt
Jabatan I 4 - R T 2)
dengan i menerangkan bahwa nama-nama tersebut di ‘bawah ini, adalah benar
pesarta AdIE ..o cmn s 3) dan yang bersangkutan sebagai penerima dana PIP
tahun 2018:

No Nema Pcs-:rtasdlzd:k Fertera. di Kelas Nomor Rekening/Akun Virtual

1

2

3

4

5

L+

T

dst

Demikian surat keterangan ini dibuat unmk digunakan sebagai salah satu
persyaratan untuk mencairkan dana FIP di bank penyalur.

Keterangan pengisian:

1} ¢ Dhisi dengan nemor surat sckolah)

2] 7 I[isi dengan nama sekolah|

3] ¢+ Dvisi dengan nama kepala sekolah

4] : Dhisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP] kepala sekolah. bila ada.
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LAMPIRAN E. SURAT IJIN PENELITIAN LP2M

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN DANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
JI. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@une).ac.id - pengabdian.|lp2Zm@unej.ac.id

Nomor 4465/UN25.3.1/LT/2019 240ktober 2019
Perihal Permohonan ljin Penelitian
Yth.Kepala

BadanKesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Nganjuk
Di

Nganjuk

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan | Fakultas [Imu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
nomor 3993/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Rina Elok Pratiwi

NIM 160910301009

Fakultas : Ilmu Sosial Dan [lmu Politik

Program Studi llmuKesejahteraan Sosial

Alamat : JI. Jawa Il No.5 Sumbersari-Jember

Judul Penelitian “Implementasi Program IndonesiaPintar Pada Jenjang Sekolah Dasar

(Studi Kasus pada Pelaksanaan Program di SDN Tanjunganom 1 Kec.
Tanjunganom, Kab. Nganjuk)”

LokasiPenelitian 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
2.SDN Tanjunganom 1

LamaPenelitian : 6 Bulan (1 November 2019-30 Februari 2020)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Tembusan Yth

1. DekanFISIPUniversitasJember;
2. Mahasiswa ybs;

3. Arsip.

intem anhonal V™SS s—™
150 9001 : 2008

CERTIFICATE NO : QMS/173
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LAMPIRAN F. SURAT IJIN PENELITIAN BANGKESBANGPOL
NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079: Kesbangpol. Ngk@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor: 072/365 /411 700/2019

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Lingkungan Kementeriaan Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

Rekomendasi: Penelitian.

3. Surat dari Sekretaris II Universitas Jember, tanggal 24 Oktober 2019 Nomor

4665/UN25./3.1/LT/2019 Perihal Permohonan ijin Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama :RINA ELOK PRATIWI

Status : Mahasiswa Universitas Jember

Alamat : Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto Jember

Untuk Keperluan : Tjin Penelitian.

Tema/Judul : “IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR PADA JENTANG

SEKOLAH DASAR ™

: Kabupaten Nganjuk
Lokasi Kegiatan : 6 (bulan) bulan Nopember 2019 s/d April 2020
Lama Kegiatan g

Pengikut dalam Kegiatan
DENGAN KETENTUAN SEBAGAIT BERIKUT

1. Mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk:

(=]

. Menjaga tata tertib, keamanan. kesopanan. dan kesusilaan serta menghindar dari perbuatan, pernyataan. baik

lesan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina A gama, Bangsa

danNegara, maupun penduduk setempat :
3. Kegiatan yang dilaksanakau harus sesuai dengan rencana / proposal vang telah diajukan :

4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan — kegiatan diluar ketentuan — ketentuan yang telah

ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi1 Kegiatan :
s. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat
Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;

6. Setelah selesair melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang

hasil kegiatan maupun temuan-temnan yvang ada didalamnya. melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan

Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat
Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Disampaikan Kepada Yth:

1.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten v
Neganjuk KEPST AN RACES: i A ’ OLITIK

2.Kepala Kecamatan Tanjunganom ; > 1

3.Kepala SDN Tanjunganom 1

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)

. Kepala Bappeda Kabupaten N ganjuk.

. Kepala Dinas PMD Kabupaten

Nganjuk.

4. Rina Elok Pratiwi

W



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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